BAB VI

MODEL TRANSFORMASI NILAI-NILAI HUKUM PIDANA ISLAM
DALAM PEMBAHARUAN HUKUM PIDANA DI INDONESIA

A. lde Transformasi Hukum Pidana Islam di Indonesia

1)

Nahdlatul Ulama (NU)

Sebagai organisasi massa Muslim terbesar di Indonesia,
Nahdlatul Ulama mendukung upaya dan inisiatif Pemerintah dalam
mereformasi KUHP sebagai pijakan hukum pidana di Indonesia. Para
sarjana dan ulama NU percaya bahwa KUHP yang bersumber pada
Wetboek van Strafrecht (WvS) tidak selaras dengan semangat
kemerdekaan Indonesia. Berangkat dari kesadaran kemerdekaan
sebagai garis pemisah antara era kolonial dengan kemerdekaan, maka
reformasi hukum merupakan keniscayaan. Meski harus pula dicatat
bahwa secara organisatoris NU belum memiliki pernyataan resmi

tertulis mengenai upaya reformasi hukum pidana. Namun, banyak
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pihak dari Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) memberikan
komentar dan respons positif.

Salah seorang responden di PBNU menyatakan bahwa draft
RUU KUHP hendaknya juga ditawarkan untuk mendapatkan konsepsi
dari kalangan non-Muslim karena hukum pidana tersebut akan
diberlakukan di Indonesia untuk seluruh lapisan masyarakat tanpa
terkecuali, lepas_dari_agama ereka anut.' Dengan demikian,

Hindu, Budha dan

seseorang harus berhi-h I ala memilah atau membedakan antara
level verbal dan substansial dari hukum pidana Islam. Setiap hukum,
khususnya hukum pidana Islam, selalu memiliki pertimbangan dan
aspek-aspek filosofis dalam bentuk atau format hukumnya, di
antaranya adalah aspek edukasi. Hukum Islam, khususnya hukum
pidana Islam, harus dilihat tidak saja dari aspek verbal, khususnya

berkenaan dengan bentuk hukuman atau sanksi. Elemen substantif

! M. Nur Kholis Setiawan, dkk., “Kontribusi Hukum Pidana Islam dalam Pembentukan
Hukum Nasional [Penelusuran, Pemetaan, dan Pengujian Respons serta Pemikiran Majelis
Mujahidin Indonesia (MMI), Hizbut Tahrir Indonesia (HTI), Front Pembela Islam (FPI), Majelis
Ulama Indonesia (MUI), Muhammmadiyah, Nahdlatul Ulama (NU), Persatuan Islam (Persis),
Jaringan Islam Liberal (JIL), dan Kelompok Post-Tradisional terhadap RUU KUHP tahun 2004]”,
(Jakarta: LIPI, 2006), him. 74.

2 Ibid.
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dari hukuman hendaknya lebih dipertimbangkan ketimbang aspek

verbalnya.

Dalam hal ini, NU memberikan komentar terhadap hukuman
bagi pencuri yang diberi hukuman penjara. Pertimbangan hakim
dalam menentukan bentuk hukuman berapa lama dalam penjara

ditentukan oleh aspek sosial dari pencurian. Menurut Abbas Muin,

meskipun dalam_al-Qui®@mmsurah_al-Ma’idah ayat 38 menentukan

-,J haklf&ItUk menhen
bisa dlkat@an s

atul Ulama memberikan respons terhadap

Responden dar Na
tidak adanya pasal khusus mengenai murtad. Absennya pasal
mengenai pindah agama atau murtad menurut NU dianggap sebagai
sisi positif karena Indonesia bukanlah negara Islam maupun negara
agama. Ketiadaan ini dianggap sebagai keinginan baik Pemerintah
untuk tetap mempertahankan prinsip kebebasan beragama dalam

kehidupan masyarakat.*

Dalam draft RUU KUHP 2016 terdapat beberapa pasal yang
berisi ancaman hukuman penjara maksimal empat tahun penjara atau

denda maksimal tujuh puluh lima juta rupiah bagi siapa saja yang

3 .

Ibid.

* Pemikiran Yahya Cholil Staquf,’sebagai’ ‘Katib Aam PBNU, interview pada 05
November 2015.
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memprovokasi di tempat umum dengan maksud untuk menghilangkan
atau mengancam keyakinan seseorang akan agama tertentu. Hal ini,
menurut NU, tentu juga merupakan segmen positif bagi kehidupan

beragama di Indonesia yang merupakan hak tiap individu.

Pasal tentang pindah agama, riddah, dalam hukum pidana Islam

merupakan sesuatu yang krusial. Buku-buku ajar maupun literatur

a Indonesia bukan
leluk agama tanpa

'mengenai riddah

prinsip kebebasan

wilayah Indonesia u egia dari wilayah Indonesia agar bisa
jatuh ke tangan kekuasaan asing, maka akan dihukum dengan
hukuman seumur hidup, bahkan bisa dihukum mati. Pertimbangan
bagi hukuman seperti ini menurut NU berdasarkan pada kenyataan
kesatuan Negara Indonesia sebagai bentuk final negara sebagai hasil
dari perjuangan yang panjang. Tidak ada pilihan lain lagi bagi bangsa

kecuali bentuk negara kesatuan. Sebagai konsekuensinya, perbuatan

® Pendapat ini sering disebut dalam literatur fikih, termasuk fikih mazhab Shafi’i yang
populer di Indonesia, di antara literatur adalah al-Sirazi, al-Muhazzb, (Cairo: Dar al-Kutub al-
Malayain, t.t.), al-Sa’rani, al-Mizan al-Kubra, (Bandung: Dar al-Ma’arif, 1976), ‘Abd al-Ghani
‘Abd al-Walid al-Jama’ili, al-Umdah fi al-4ikam fi Ma’alim wa al-Haram, (ed.), Mustafa Ata,
(Beirut: Dar al-Kutub al-l1Imiyyah, 1986).

® M. Nur Kholis Setiawan, dkk., “Kontribusi Hukum Pidana Islam.....”, him. 7.
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makar dari wilayah manapun di Indonesia harus diantisipasi dengan
hukuman yang berat.”

Responden memberikan komentar lebih jauh bahwa hukuman
bagi pegawai atau pejabat pemerintah yang memberi hadiah dan suap
tidak cukup dengan maksimal dua puluh tahun. Sebaliknya, hukuman

tersebut harus disejajarkan dengan kejahatan besar, yakni hukuman

seumur hidup.®

2)  Muh
0
ko
meng
pidanaimela
mengambilfdangnengadop
bangunan huk _
sumber bagi aturan uk pidna adalah warisan kolonial karena
sumber pokoknya adalah Wethoek van Strafrecht voor Nederlandshc
Indie (WVSNI). KUHP memandang hendaknya mengadopsi elemen
keislaman berbarengan dengan hukum Adat sebagai penguat. Hanya
dengan kombinasi seperti ini reformasi KUHP bisa diapresiasi sebagai
hukum nasional yang berbeda ketika dibandingkan dengan KUHP
warisan kolonial.

Pertimbangan lain yang hendaknya perlu diperhatikan adalah
mengenai pemahaman terhadap hukum pidana Islam. Apa yang
dikatakan al-Qur’an dan al-Hadis tidak semestinya dan serta merta
merupakan perintah yang tidak bisa ditafsirkan. Sebaliknya,

" 1bid., him. 77.

® Ibid.
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pemahaman  terhadap  al-Qur’an dan al-Hadis harus
dikontekstualisasikan dengan kondisi sosial yang hidup dalam

masyarakat.

Di sini, seorang responden Muhammadiyah membuat respons
terhadap delik zina. Tindak pidana zina dalam Islam masuk wilayah

hudud. Hudud didefinisikan sebagai perbuatan kriminal yang

hukumannya telah ditentukan,dalam al-Qur’an maupun as-Sunnah dan
hukuman tersebut merupakan hak Allah“yang tidak bisa dimaafkan.®
sbutkan bahwa “‘suami
ina harus dihukum,

keteftuan=dj | i elakukan hubungan

=

: DaIa@erpeks N
yang.. asuk@m >

N pida?am, : gala tindak pidana

harus’ dikenal

dikenai hukuman suai dng aturan dalam al-Qur’an. Kasus
perzinaan dan menuduh orang berbuat zina dalam prinsip hukum
pidana Islam mensyaratkan empat orang saksi yang adil. Sementara
itu, melakukan hubungan seksual dengan seseorang yang bukan isteri
ataupun suaminya, atau melakukan hubungan seksual dengan orang
yang telah menikah merupakan tindakan yang sulit dibuktikan kecuali

dengan pengakuan diri.*

% Abi al-Barakat, al-Muharrar fi al-Figh, vol. II, (Beirut: Dar al-Kitab al-‘Arabi, t.t.),
him. 155-156. Al-Samargandi, Tuhfat al-Fugaha’, vol. 111, (Damaskus: Matba’ah Jami’ah Dimasq,
1959), him. 211-212.

19 Interview dengan Fathurrahman’Djamil dan‘Fahmi Mugoddas, Wakil Ketua Pimpinan
Majelis Tarjih dan Tajdid PP Muhammadiyah, Jakarta 16 Oktober 2015.
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Muhammadiyah'! berpendapat bahwa pidana hudud seperti
potong tangan bagi pelaku pencurian, hukuman mati, rajam
selayaknya tidak diterapkan bagi semua tindakan kriminal. Hal ini
sebenarnya juga menjadi ajang perdebatan di kalangan ahli hukum
pidana Islam, apakah hukuman bagi tindak kriminal hudud bisa
disubstitusi dengan model lain, seperti penjara ataupun hukuman

lainnya. Dlpengaruhl ole beberapa pemikir Muslim modern sepertl

_ _ Fahmi Mugoddas
berkomeftar'mengefainsanksismabuk. Ha an bagi pemabuk yang

ayakan lingkungan, tidak

masih sangat kecil sehingga harus ditingkatkan karena akibat yang
ditimbulkan sangat besar. Hal ini akan menjadi semakin buruk ketika
pelaku adalah orang yang memiliki uang atau berasal dari kalangan
ekonomi mapan. Berdasarkan pertimbangan adanya aspek edukatif
dalam hukum pidana, akan lebih baik hukuman tersebut berupa

' Wakil dari pengurus PP Muhammadiyah melalui interview dengan Abdul Mu'ti ,
Sekertaris Umum PP Muhammadiyah, Jakarta 6 November 2015

12 pemikir Syria yang karya-karyanya memicu kontroversi di dunia Muslim. Di antara
karnya Muhammad Syahrur adalah al-Kitab wa al-Qur’an: Qira’ah Mu’asirah, (Beirut: Dar al-
Kutub al-Hadisah, 1999), Dirasah Islamiyyah Mu’ asirah fi al-Dawlah wa al-Mujtama’, (Beirut:
Dar al-Kutub al-Hadisah, 1998).

3 Tulisan-tulisannya berkenaan dengan ide-ide reformatif Mahmud Muhammad Thaha,
seorang sarjana Sudan. Di antara tulisan-tulisannya adalah Towards an Islamic Reformation: Civil
Liberties, Human Rights and International Law, (Syracuse: University Press, 1994)
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penjara.* Hukuman yang diterapkan harus sejalan dengan tujuan
pemidanaan dalam Islam, di samping ada aspek pendidikan,

pencegahan juga pembalasan.

Salah seorang responden Muhammadiyah menekankan bahwa
hukum pidana Islam tidak berlawanan dengan nilai-nilai hak-hak asasi

manusia. Beberapa bentuk hukuman pidana gishas-diyat™ yang

karena it@;"bagi Si seseorang dengan sengaja atau

an denga\& ngaja akan dikenai hukuman

3)

Menurut salahatu okoh Persis, hukum pidana di Indonesia
mendatang terutama masalah hudud (zina, qazf, bughat, hirabah,
gishas, diyat) harus di dasarkan pada al-Qur’an dan as-Sunnah. Sebab
aturan yang ada dalam al-Qur’an dan as-Sunnah apabila dikaji secara
mendalam, tujuannya adalah demi kemaslahatan dan kebaikan umat
manusia. Hukuman dalam Islam tidak bersifat semena-mena dalam

menghukumi manusia. Hukuman yang ada dalam al-Qur’an terhadap

Y Interview dengan Muhammad Akhyar Adnan, anggota Majelis Tarjih PP

Muhammadiyah, Jakarta 19 November 2015.

5 Literatur fikih mendefinisikan qgisas-diyat sebagai tindak pidana yang hukumannya
telah ditentukan oleh al-Qur’an dan as-Sunnah, tetapi manusia memiliki peran untuk
melaksanakannya atau memaafkan pelaku pidananya. Lihat al-Sirazi, al-Muhazzab fi Figh al-
Imam al-Syafi’i, Vol. |, (Beirut: Dar al-Ma’rifah 1i al-Tiba’ah, 1959), him. 191; Ibn al-Hasan al-
Syaibani, Kitab al-Asl, (ed), Abu al-Wafa’ al-Afghani, Vol. IV, (Heydarabad: Dar’irat al-Ma’arif
al-‘Usmaniyyah, 1973), hlm. 437-439.

1% Interview dengan M. Busyro ‘Mugoddas, ketua PP Muhammadiyah, Yogyakarta tangal
29 November 2015.
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masalah-masalah hudud pada dasarnya di samping bertujuan untuk
menjerakan para pelaku sehingga tidak mengulangi perbuatan
jahatnya, juga supaya menjadi pelajaran dan cerminan bagi orang atau
masyarakat lain. Semua itu bertujuan final untuk kebaikan dan
ketertiban masyarakat. Namun demikian, dari masalah-masalah hudud
yang ada, hanya permasalahan bughat'’ yang sesuai dengan harapan

Persis, karena bagi Persis pemberontakan terhadap pemerintahan

al-Qur’an, yaitu

erti  sengaja, dan

seimbang dengn varg “dilakukah atau dalam hal ini, pembunuhan
dibalas dengan hukuman bunuh, bertujuan supaya “tidak ada
pembunuhan setelah terjadinya pembunuhan”. Dengan gishas, tidak
ada dendam dan ketidakpuasan dari keluarga korban serta setiap orang
yang berniat melakukan pembunuhan akan berpikir kembali apabila
mengetahui bahwa ia juga akan dihukum bunuh. Sementara apabila
dihukum dengan bentuk penjara sebagaimana aturan RUU KUHP
2016, tujuan di atas tidak dapat tercapai. Persis mengharapkan hukum
Islam sebagaimana dalam al-Qur’an dan as-Sunnah dijadikan sebagai

hukum negara.

7 Bughat dalam RUU KUHP masuk dalam kategori makar dan pemberontakan serta
pelakunya dihukum berat.

'8 Interview dengan M. Abdurrahman; sebagai Ketua Umum Persatuan Islam (PERSIS),
di Bandung tangal 29 Agustus 2015.
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4)  Majelis Ulama Indonesia (MUI)

Berkenaan dengan ragam respons yang diberikan oleh organisasi
massa Islam terhadap RUU KUHP 2016, Majelis Ulama Indonesia
memiliki pendapat yang provokatif. MUl menganggap bahwa KUHP

yang berlaku di Indonesia tidak sesuai dengan masyarakat Indonesia,

dar@m pidal

u seé@ ini tidak bisa menjamin

lak

sepenuhnya tidak setuju. Pembunuhan sengaja adalah tindakan yang
sangat membahayakan bagi kemanusiaan. Hanya hukum pidana
Islamlah yang menempatkan hukuman bagi pembunuh sengaja selaras
dengan perbuatan pidananya. Hukuman penjara tidak mampu
membuat pelaku pembunuhan jera. Oleh karenanya, gishas-diyat,
dalam perpekstif hukum pidana Islam merupakan hukuman yang ideal
untuk menjamin keadilan. Pembunuhan sengaja ataupun pembunuhan
yang direncanakan harus ditetapkan sebagai pidana berat dan layak

untuk mendapatkan pidana mati.?

" Interview dengan Ma’ruf Amin, Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia Pusat, Jakarta
tangal 1 September 2015.
2% 1bid.
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Berbeda dengan pendapat di atas, peneliti menganggap
pemikiran yang mengharuskan pemberlakuan hukum pidana Islam,
sebagaimana bunyi teks merupakan kegagalan dalam menangkap ruh
syari’at Islam. Hal ini disebabkan, Nabi tidak selamanya menghukum
kesalahan seseorang berdasarkan hukum murni dari al-Qur’an,

melainkan ada pertimbangan dari berbagai aspek, seperti subjek,

objek, dan materi perbuatan. Contoh orang zina ada yang dihukum

5)

ideologi seperti yang disinyalir oleh Lewis Coser adalah sebagai
instrumen untuk membangun kohensivitas dalam gerakan dan sebagai
elemen pembeda dibandingkan dengan gerakan-gerakan lainnya serta

berkenaan dengan tujuan klaim kebenaran.?® Dalam sebuah gerakan,

1 MUI terdiri dari berbagai organisasi Islam, baik yang berpola pikir moderat, ekstrem
maupun liberal, sehingga pendapat MUI bisa subjektif tergantung siapa yang berpendapat. Peneliti
sendiri termasuk pengurus MUI Kabupaten Purworejo sebagai anggota Komisi Fatwa. Pendapat
peneliti ternyata berbeda dengan pendapat Ketua Umum MUI Pusat.

22 Noorhadi Hasan, Laskar Jihad: Islam, Militancy, and the Quest for Identity in Post-
New Order Indonesia, (New York: University Ithaca Press, 2006), him. 18. Lihat juga Fauzan al-
Anshari, Saya Teroris? (Sebuah Pledoi), (Jakarta: Penerbit Republika, 2002), him. 65-67. Lihat
juga Masdar Hilmy, Islamism and Democracy in Indonesia: Piety and Pragmatism, (Singapura:
Insitute of Southeast Asian Studies Press, 2010), him. 131.

2 Lewis Coser, The Function of Social Conflict, (New York: The Free Press, 1956), him.
90. Lihat juga David Apter, Pengantar Analisa Politik, alih bahasa Setiawan Abadi, (Jakarta:
LP3ES, 1985), hlm. 332-335. Lihat‘juga’’R.” Hrair Dek Mejian, Islam in Revolution;
Fundamentalism in The Arab World, (New York: Syracuse University Press, 1993), him. 3-6.
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ideologi menempati posisi afirmatif dan pada saat yang sama
menegasikan elemen-elemen lainnya yang kontradiktif. Sebab
ideologi ini pula, Majelis Mujahidin berkeyakinan kuat bahwa syari’at
Islam merupakan solusi bagi segala persoalan masyarakat Indonesia

dengan tetap menghormati hak-hak pemeluk agama lainnya.

Konstitusi Majelis Mujahidin menetapkan bahwa setiap anggota

gerakan ini memilikikeWajiban_untuk memformalkan Islam dan

paya/ formulasi melalui

dilihat dalam empas. Ptama, akomodasi struktural yang
memberikan tempat cukup bagi intelektual Muslim sebagai bagian
pemegang kebijakan pemerintah.?® Kedua, melalui fungsi legislatif
yang mendukung dan mengesahkan undang-undang tentang
Pendidikan Nasional tahun 1989 yang mengakomodasi ajaran dan
pengajaran agama Islam dalam sekolah negeri sebagai perwujudan
dari sistem pendidikan nasional. Demikian pula dalam undang-undang

tentang Peradilan Agama tahun 1989, Kompilasi Hukum Islam tahun

 Irfan S Awwas, Dakwah dan Jihad Abu Bakar Ba asyir, (Yogyakarta: Wihdah Press,
2003), him. 235. Lihat juga John T. Sidel, Riots, Pogroms, Jihad; Religious Violence in Indonesia,
(Singapura: National University of Singapore Press, 2007), him. 39.

% Adi Prasetyo dan Imron Rosyid, “Syari’at Islam atau Murtad, Tempo, edisi 18-24
Agustus 2003, him. 102.

% Bahtiar Effendy, Islam dan Negara: Trnsformasi Pemikiran dan Praktik Politik Islam
Indonesia, (Jakarta: Paramadina, 1998), him. 278.
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1991, dan kebijakan pemerintah tentang jilbab.?” Ketiga, dalam
infratruktur, yakni naiknya anggaran negara untuk fasilitas-fasilitas
Islam.”® Keempat, pada akomodasi kultural yang bisa dilihat dalam
pemerimaan Pemerintah terhadap slogan-slogan dan idiom-idiom

sebagai bagian dari kebudayaan Indonesia.?®

Salah satu pengurus Majelis Mujahidin waktu itu, mengatakan

ementasikan syariat

epada 4 Allah, tetapi juga

berlaku adalah sekuler yang merupakan warisan bangsa kolonial.®*

Berkenaan dengan implemtasi syariat Islam, Majelis Mujahidin
merekomendasikan rencana aksi pasca Kongres Majelis Mujahidin
keempat tahun 2013 di Sentul City Bogor dengan menyatakan bahwa
setiap orang yang menolak atau menghalangi formulasi syari’at Islam
adalah kafir. Kekafiran di sini diartikan sebagai perbuatan seseorang
yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, tetapi tidak menjalankan

ajaran yang diberikan serta yang membawanya dalam al-Qur’an dan

27 |bid., him. 278-303.

%8 |bid., him. 303-306.

2 |bid., him. 306-309.

2(1) Alawi Makmun, Daurah Syar’iyyah ‘Majelis Mujahidin, Yogyakarta, 15 Oktober 2005.
Ibid.
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as-Sunnah. Dengan demikian, kafir di sini sama halnya dengan

musyrik.

Kebutuhan implementasi syari’at Islam di Indonesia menurut
Majelis Mujahidin berdasarkan pada kenyataan bahwa nilai-nilai
hukum Islam tidak sebanding dengan nilai-nilai yang dimiliki oleh

sistem hukum lain. Hukum pidana Islam mengenal lima prinsip yang

keturfinan; (3)'Wif2 al- ‘agiFyakni \(4) hifz al-nafs, yakni
“mal, fa dan kekayaan.*

_ 003, aje S Muj@ Indoftesia mengusulkan
draf idana’} Iamebagai {f&8pons [ terhadap kebijakan

memiliki wakil di prlemen, seerti Partai Persatuan Pembangunan,

Partai Keadilan, Partai Bulan Bintang, dan sebagainya.*

Draft milik Majelis Mujahidin Indonesia memuat lima prinsip
hukum Islam seperti yang dikemukakan di atas dan terdiri dari lima
bagian. Bagian pertama berisi tentang pengantar umum mengenai
pemahaman terhadap peraturan yang tengah berlaku, bagian kedua

berisi tentang tindakan kriminal dan pertanggungjawabannya, bentuk-

%2 Interview dengan Irfan S. Awwas, sebagai Ketua Lajnah Tanfidziyah Majelis
Mujahidin, di  Yogyakarta tangal 10  November  2015. Lihat juga di
http://www.majelismujahidin.com/2013/08/keputusan-kongres-mujahidin-iv-tentang-rekomendasi-
indonesia-bersyariah/ di akses pada 15 November 2015.

% Irfan S. Awwas, Risalah Kongres Majelis Mujahidin I dan Penegakkan Syari’ah Islam,
(Yogyakarta: Wihdah Press, 2001), him. 51.

% M. Nur Kholis Setiawan, dkk., “Kontribusi Hukum Pidana Islam.....”, hlm. 98. Lihat
juga Abdurrahman Wahid, dkk, Mengapa ‘Partai’ Islam 'Kalah?; Perjalanan Politik Islam dari Pra-
Pemilu '99 sampai Pemilihan Presiden, (Jakarta: Alvabet, 1999), him. 201-204.
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bentuk kriminal yang masuk dalam kategori hudud dan gishas. Bagian
ketiga berisi tentang peraturan perundang-undangan untuk hakim,
pengadilan dan jenis hukuman. Bagian keempat berisi tentang
penjelasan mengenai sanksi, pengakuan, delik hukum, lembaga
peradilan, dan hakim serta kewenang-kewnangannya. Kelima berisi
tentang aturan umum mengenai pidana Islam yang bersumber pada

ajaran dan hukum Islam.®

hukum pidana Islam.

Majelis Mujahidin tidak bisa menoleransi penggantian hukuman
rajam dengan penjara. Demikian juga tentang hukuman penjara bagi
delik pencuri yang seharusnya dipotong tangan berdasarkan ketentuan
al-Qur’an dan as-Sunnah. Penjara, bagi Majelis Mujahidin bukanlah
hukuman. Sebaliknya, hukuman potong tangan haruslah ditegakkan

agar jaminan keamanan bagi masyarakat bisa terwujud.*®

% Majelis Mujahidin Indonesia, Usulan Undang-undang Hukum Pidana Republik
Indonesia Disesuaikan dengan Syari’at Islam, (Yogyakarta: Mazkas Pusat Majelis Mujahidin
Indonesia, 2002), him. 4.

% pemikiran Fauzan al-Anshari, Departemen Data dan Informasi Majelis Mujahidin; M.
Nur Kholis Setiawan, dkk., “Kontribusi Hukum Pidana Islam.....”, hm. 87.
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Front Pembela Islam (FPI)

FPI1 berpendapat bahwa hukuman yang ada dalam RUU KUHP
2016 sangat kurang berat dan berpotensi tidak dapat menjerakan para
pelaku. Sanksi hukum dalam RUU KUHP disarankan agar hukuman
minimalnya harus berupa hukuman yang berat, dan pada dasarnya

yang diberlakukan adalah hukuman minimal itu. Sebab dengan

(mémbero _ ada dalam syari’at
yang tertuang- sh a ur’an@ as-Sunnah, karena tindak
pidana masu danasyang sanksi hukumannya adalah

Seperti dalar - inaanyr u afhya hukuman bagi para pezina
yang belum mempuai umi au isteri adalah hukuman cambuk,
sedangkan para pezina yang sudah bersuami atau beristeri
hukumannya adalah rajam. Dengan hukuman tersebut, orang yang
melakukan perzinaan akan jera serta tidak akan melakukan perzinaan
lagi di kemudian hari. Selain itu, hukuman rajam dan cambuk sangat
sesuai dengan hukum Islam serta mempunyai nilai-nilai positif, antara
lain dapat menjerakan karena selain hukuman fisik juga merupakan
hukuman psikis, tidak membebani negara, dan pelaku dapat bebas

kembali kepada keluarganya.

Mengenai delik pencurian, menurut FPI, hukuman dalam RUU
KUHP 2016 ini tidak dapat mewakili hukum pidana Islam. Sebab
dalam hukum pidana Islam sudah jelas aturannya bahwa orang yang
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melakukan pencurian harus dihukum dengan hukuman potong tangan.
Sementara dalam masalah hirabah, tidak ada hukuman yang sesuai,
kecuali hukuman mati karena telah merusak mental, tempat-tempat
stategis, dan dapat merenggut korban massal. Hal ini sesuai dengan
logika, karena dalam Islam orang yang membunuh satu orang saja
harus dihukumi qishas, apalagi merenggut nyawa orang banyak

sehingga tentu harus diberi hukuman lebih berat. Berkenaan dengan

pengas

e

adalah mati. Dengan hukuman mati, hak-hak korban akan terlindungi,

dapat menjerakan pelaku yang akan melakukan kejahatan, serta sangat

sesuai dengan magasid asy-syari’ah yang sangat melindungi jiwa.

Qishas juga berlaku bagi ibu yang membunuh anaknya pada saat
atau tidak lama setelah dilahirkan, sedangkan korban kejahatan aborsi
menurutnya juga harus dihukum mati karena pada substansinya juga
membunuh jiwa. Bagi dokter yang membantu melakukan aborsi
menurutnya harus dihukum ditambah dengan pencabutan haknya

sebagai dokter. Dalam tindak pidana penganiayaan berat yang

¥ Interview dengan Ahmad Shabri L ubis, Ketua Umum DPP FPI di Jakarta tangal 20
November 2015.
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berakibat matinya seseorang juga harus dihukumi dengan gishas, tidak
hanya dihukumi penjara.

Kejahatan yang berkaitan dengan masalah-masalah ta ’zir,
walaupun secara tekstual tidak ada sanksi dalam al-Qur’an dan as-
Sunnah, FPI juga belum sepakat karena aturan-aturannya dipandang

kurang mewakili hukum Islam dan sanksinya terlalu ringan sehingga

ama yanz dianut di Indonesia, hanya diancam

penghinaanfterhadap ag

Sanksi pidana an idakn yang dicantumkan dalam RUU
KUHP 2016 menurutnya juga belum sesuai dengan harapan kelompok
pembela ajaran Islam, yakni FPI. Sebab hukuman baku yang terdapat
dalam al-Qur’an dan as-Sunnah belum ada yang dicantumkan, seperti
hukuman cambuk, potong tangan, gishas, dan rajam. Oleh sebab itu,
FPI menyarankan agar dalam pidana pokok ditambahkan sanksi

rajam, cambuk, dan gishas.®

7)  Hizbut Tahrir Indonesia (HTI)

%8 pemikiran Hasanuddin, Sekretaris Umum’ 'DPP FPI, hasil interview pada tanggal 20
November 2015 di Jakarta.
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Menurut Hizbut Tahrir Indonesia,® terkait dengan usaha
mengadopsi hukum Islam di Indonesia, termasuk di dalamnya RUU
KUHP 2016, hukum pidana Islam merupakan “anak tiri” di Negeri
Indonesia.*® Kerangka hukum Indonesia masih disetting dengan
kerangka hukum Belanda. Oleh karena itu, pengadopsian hukum
pidana Islam di Indonesia disesuaikan dengan kerangka berpikir

hukum yang ada lebih dahulu (Belanda). Setting ini berangkat dari

a di suatu ujung yang
s ada yang dibangun
1 diterapkan. Ibarat

plikasi konkretnya,

setelah mendapatkan kesejahteraan, sehingga tidak ada alasan orang

melancurkan diri karena alasan ekonomi.

** Hizbut Tahrir menekankan pada Daulah Islamiyah atau Daulah Khilafah yang

dipimpin oleh seorang khilafah yang dipilih secara demokratis oleh rakyat. Khilafah tersebut harus
dibai’at oleh kaum muslimin untuk didengar dan ditaati agar menjalankan pemerintahan
berdasarkan Kitabullah dan Sunnah Rasul-Nya dan mengembangkan risalah Islam ke seluruh
dunia dengan dakwah dan jihad. Lihat Hizbut Tahrirut Tahrir, Mengenal Hizbut Tahrirut Tahrir
Partai Politik Islam Ideologis, (Depok: Thariqul lzzah, 2000), him. 20. Hizbut Tahrir dalam
rangka mengoperasionalkan gagasan idealnya menggunakan tiga konsep. Pertama, tahapan tsaqif
(pembinaan dan pengkaderan) untuk melahirkan orang-orang yang menyakini fikrah Hizbut Tahrir
dan untuk membentuk kerangka sebuah partai. Kedua, tahadapan tafa’ul (berinteraksi) dengan
umat agar mampu mengembangkan dakwah Islam sehingga umat akan menjadikannya sebagai
masalah utama dalam kehidupannya, serta berusaha menerapkannya dalam realitas kehidupan.
Ketiga, tahapan istilamiil hukmi (pengambilalihan kekuasaan) untuk menerapkan Islam secara
praktis dan totalitas, sekaligus untuk menyebar luaskan risalah Islam ke seluruh dunia. Lihat juga
Hizbut Tahrirut Tahrir, Strategi Dakwah Tizbut Tahrirut Tahrir, (Depok: Pustaka Thariqul Izzah,
2000), him. 57.

0 pemikiran Rahmat Kurnia, Ketua Tajnah Fa’aliyah DPP HTI, hasil interview pada 30
November 2015 di Jakarta.
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Fungsi hukuman dalam Islam adalah sebagai balasan, pencegah,
dan pendidikan. Misalnya eksekusi pidana potong tangan yang
disaksikan oleh banyak orang. Orang yang menyaksikan merasa ngeri
tidak akan melakukan kejahatan.** Bagi si korban sebagai penebus di
akhirat kelak. Filosofi ini tidak ada dalam hukum pidana Indonesia.
Jadi, ada aspek ruhiyyah dalam hukum pidana Islam tentang

kepercayaan terhadap hari akhir. Jika tidak ada kepercayaan terhadap

k yang mengetahui
ebab tidak banyak

perubahan ~<‘, negara ini menganut pemikiran
Barat atau sekule ' ara ,-s_'_._- owEabang-cabang dari pemikiran
sekuler pun tetap diop. resntase paling tampak adalah KUHP,
sebagian besar merupakan salinan dari hukum pidana Belanda.
Namun demikian, HTI tidak langsung memperbaharui KUHP, tetapi
bagaimana perubahan paradigma dapat terjadi dan menggunakan
pemikiran apa untuk membangun Negara Indonesia. Pancasila sebagai
dasar negara perlu bantuan instrumen lain untuk mengaplikasinya atau

mewujudkannya. Orde Lama menggunakan instrumen sosialis. Orde

*! Dalam ilmu hukum pidana, konsep semacam ini pernah dicetuskan oleh Anselm von
Feuerbach dalam bukunya Lehrbuch des peinlichen Recht (1801) dengan istilah teori paksaan
psikis. Feuerbach mencetuskan teori ini saat merumuskan asas legalitas dengan “nullum delictum
nulla poena siena praevia lege poenali” (tidak ada tindak pidana, tanpa undang-undang pidana
yang mendahuluinya.

*2 Dalam RUU KUHP 2016 disebutkan bahwa pidana bagi pencurian adalah sama dengan
KUHP (Wetboek van Strafrecht) yaitu pidana penjara 5 (lima) tahun. Dalam pasal deliknya
memang tidak disebutkan mengenai kewajiban hakim menyatakan motif pelaku melakukan
pencurian. Namun dalam pasal yang lain setiap hakim ‘dalam menetapkan berat atau ringannya
pidana bagi pelaku tindak pidana salah satunya adalah mempertimbangkan motif pelakunya.



390

Baru menggunakan instrumen sekuler. Jika bangsa Indonesia ingin
membangun Negara Indonesia berdasarkan Pancasila, menggunakan
instrumen Islam adalah pilihan terbaik dengan meninggalkan

sosialisme dan sekulerisme.

Terkait dengan pengadopsian berbagai sumber hukum (Islam,
Adat, negara lain atau internasional) dalam RUU KUHP 2016, HTI
memberikan apresiasipoSitif,_kepada pihak-pihak yang berusaha

sumber pembentukan hukum pidana di Indonesia harus dilihat terlebih
dahulu kesesuaiannya dengan hukum pidana Islam. Oleh karena itu,
yang menjadi tolok ukur adalah hukum pidana Islam. Kenyataannya
sekarang standar atau tolok ukur hukum pidana tetap pidana Belanda.
Pengadopsian hukum Adat dan hukum Islam apakah sesuai dengan

hukum Belanda.

Pasal pembunuhan dalam RUU KUHP 2016 tidak sesuai dengan
semangat jinayah dalam hukum Islam. Di dalam jinayah, korban
diberikan kewenangan untuk memilih dua alternatif, yaitu pembalasan
atau dibayar diyat. Dengan pembayaran diyat akan dapat memberikan
keadilan bagi keluarga korban.
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Asas legalitas materiil dalam Pasal 1 ayat (3) RUU KUHP
menurut HTI adalah konsep yang bias. Dalam pandangan HTI,
kejahatan dapat terjadi melanggar syara’ atau melaksanakan
keharaman, atau melanggar keputusan khalifah. Jadi, bentuknya harus
tertulis dahulu dengan tetap bertumpu pada nash dan tidak bergantung
pada hukum Adat. Hukum Adat akan diuji kesesuaiannya terlebih

dahulu dengan hukum Islam. Sebagai contoh, pada masa awal Islam

lebih dari_.s

aw\\w "

Islam. 4

masalah substansi daft Bukafi Sufstansi harus dikaji terlebih dahulu.
Aristoteles yang mengajukan tentang substansi dan bukan substansi
harus terlebih dahulu dibuktikan, apakah memang benar ada substansi
dan tidak substansi dalam suatu materi dan siapakah yang berwenang
menentukan substansi dari suatu hal. HTI berpandangan bahwa
sesuatu itu ada yang asyya’ dan af’al. Asyya’ atau benda konkret atau
nyata dapat dilihat substansinya. Misalnya gelas yang beraneka bentuk
substansinya adalah tempat minuman, sedangkan af’al atau perbuatan
seseorang akan sulit sekali ditentukan substansinya dan lembaga apa
yang berwenang menentukan substansinya. Misalnya dalam ketentuan
potong tangan bagi pencurian yang dimasukkan dalam af’al akan sulit

mencari substansi dari potong tangan tersebut dan siapa Yyang
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berwenang menentukan. Penafsiran nash hanya mempergunakan

pendekatan bahasa (Arab) bukan menggunakan kaidah Aristoteles.

Jaringan Islam Liberal (JIL)

Sebagaimana dikemukakan oleh Abdul Mogsith Ghazali yang
berpandangan bahwa hukémypidana Islam dalam arti hukum Allah itu

tidak ada. Adanya ialah prinsip-prinsip ‘Wmum yang universal, yang

masyarakat Madinah. Dengan kata lain, ada kemungkinan yang luas

untuk menerjemahkan Islam dengan cara dan bentuk yang lain dari
cara bentuk yang dipraktikkan oleh Nabi terdahulu. Oleh karena itu,
umat Islam tidak seharusnya mandek dengan hanya melihat contoh
pada masa Nabi, tetapi harus bergerak seiring perkembangan zaman.

Dalam pandangan JIL, yang ada adalah hukum manusia dan
bukan hukum Allah, karena manusialah yang menjadi stake holder
yang berkepentingan dalam semua perbincangan hukum. Pasal-pasal
dalam RUU KUHP 2016 dalam pandangan JIL tidak bertentangan
dengan ajaran Islam, hanya saja perlu pertimbangan dan didiskusikan
lebih lanjut apakah sesuai dengan tujuan hukum. Apakah aturan-

aturan tersebut telah membuat jera pelaku kejahatan sehingga tidak
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akan mengulanginya kembali, dan apakah korban mendapatkan hak-
hak dan ganti rugi yang layak. Dalam KUHP mendatang, terutama
masalah gishas-diyat, menurut JIL, korban belum begitu diperhatikan.
Sementara bentuk sanksi pidana dalam RUU KUHP telah mencukupi
asalkan dalam pelaksanaannya dapat membuat jera pelaku dan
melindungi hak-hak korban. Hukuman pidana mati yang diancamkan

secara alternatif dengan pidana penjara seumur hidup atau penjara 20

(N, juga sudah tepa

pandangan ang erbeaawm%@patut ukuman mati.

danya“wdaan Ul uman la antara pelaku biasa dengan

9) Barda Nawawi ri

Menurut Barda Nawawi Arief** modernisasi hukum pidana
tidak hanya menyangkut masalah substansi, tetapi selalu berkaitan
dengan nilai-nilai yang ada. “Modernisasi hukum pidana pada
hakikatnya mengandung makna, suatu upaya untuk melakukan
reorientasi dan reformasi hukum pidana yang sesuai dengan nilai-nilai
sosio politik, sosio filosofik dan sosio kultural masyarakat Indonesia
yang melandasi kebijakan sosial, kebijakan kriminal, dan kebijakan

penegakan hukum di Indonesia.”*

** Pemikiran Abdul Mogsith Ghazali, Koordinator JIL, hasil interview pada tanggal 30
November 2015 di Jakarta.

* Seorang Guru Besar Emeritus Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang.

> Barda Nawawi Arief, Bunga Rampai' Kebijakan Hukum Pidana, (Bandung: PT. Citra
Aditya Bakti, 2002), him. 28.
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Kejahatan dari waktu ke waktu terus berkembang, mulai dari
kejahatan tradisional sampai dengan kejahatan modern. Kejahatan
merupakan produk masyarakat yang berkembang seiring kemajuan
teknologi. Hukum sebagai instrumen yang berperan penting dalam
upaya penanggulangan kejahatan seyogianya terus berkembang dan
memiliki kemampuan selangkah lebih maju untuk melakukan langkah

antisipasi. Dengan demikian, tidak selalu terlambat mencegah dan

Kejahatan, bentuk  kejahatan  yang

tern
media_te Berk' dengan perkembangan
W bukan I yang statis, tetapi mengalami

menggunakan

sebagai akibat dari

gan masyarakat.*®

masyarakat taat dam’ pada aturan yang telah ditetapkan.
Kebijakan hukum pidana merupakan serangkaian proses yang terdiri

atas tiga tahapan yakni:

a.  Tahap kebijakan legislatif/formulatif,

b.  Tahap kebijakan yudikatif/aplikatif, dan
c.  Tahap kebijakan eksekutif/administratif

Berdasarkan tiga tahapan kebijakan penegakan hukum tersebut,
penanggulangan kejahatan selalu diorientasikan pada upaya untuk
mencapai kesejahteraan masyarakat. Menurut Barda Nawawi Arief,

kebijakan atau upaya penanggulangan kejahatan (criminal policy)

*® Satjipto Rahardjo, Ilmu Hukum, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2000), him. 213.
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pada hakikatnya merupakan bagian integral dari upaya perlindungan
masyarakat (social defence) dan mencapai kesejahteraan masyarakat

(social welfare).*’

Bukanlah modernisasi hukum pidana apabila orientasi nilai
hukum pidana yang dicita-citakan serupa dengan orientasi nilai dari

hukum pidana lama warisan penjajah (KUHP). Modernisasi hukum

juga harusf ditempuh dengan ;endeka n yang berorientasi pada

pidana dan pemidanaan saat itu telah memasuki era baru dari konsep

reaksi pemidanaan (punitive reactions) tumbuh ke arah suatu
modifikasi konsep reaksi pembinaan (treatment reactions)”.*® Akibat
munculnya paradigma baru dalam pemidanaan tersebut, berkembang

ide individualisasi pemidanaan.

*"Barda Nawawi Arief, Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan
Kejahatan, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2010), him. 77.

*8 Widodo, Sistem Pemidanaan dalam Cyber Crime: Alternatif Ancaman Pidana Kerja
Sosial dan Pidana Pengawasan Bagi Pelaku ‘Cyber Crime, (Yogyakarta: Lakshang Mediatama,
2009), him. 270.
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Barda Nawawi Arif berpendapat, individualisasi pemidanaan
dibangun berdasarkan ide keseimbangan dalam pemidanaan, yaitu

mencakup empat hal berikut:*°

a.  Keseimbangan monodualistik antara kepentingan umum atau
masyarakat dengan kepentingan individu atau perorangan.

Dalam ide keseimbangan, kepentingan umum dan kepentingan

ite aforﬁgan dengan material.

tian&um dengan kelenturan atau

10) Bambang Soesatyo

Bambang Soesatyo®® mengatakan saat ini draff RUU KUHP
2016 telah diserahkan Pemerintah ke DPR. Ada sedikit perubahan
untuk hukuman pemerkosa di RUU. Ada pasal yang memuat bahwa
hukuman minimal pemerkosa adalah 3 (tiga) tahun penjara. Namun
tidak ada perubahan pada hukuman maksimal selama 12 (dua belas)
tahun penjara. Tidak ada pasal hukuman mati, penjara 20 (dua puluh)

tahun atau penjara seumur hidup.

* Barda Nawawi Arief, Kapita Selekta Hukum Pidana, (Bandung: Citra Aditya Bakti,
2010), him. 141.

%0 Ketua Komisi 111 DPR dari Fraksi Golkar Periode 2014-2019 dan sekarang menjabat
sebagai Ketua DPR RI Periode 2014-2019 dengan ‘sisa’ jabatan 1 tahun 9 bulan menggantikan
Setya Novanto yang terjerat kasus dugaan korupsi proyek e-KTP.
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Terkait RUU KUHP tersebut, DPR dan Pemerintah perlu
mempersiapkan diri terhadap proses pembahasan RUU. Pemerintah
dan DPR harus menyadari bahwa RUU KUHP bukan seperti
rancangan lainnya, RUU KUHP memiliki karakter yang berbeda. Dari
segi bentuk, RUU KUHP berencana akan menghasilkan sebuah Kitab
Kodifikasi. Kemudian, pasal berjumlah 785 pasal penuh dengan isu

krusial.

Ada fima tantangan sangat mempengaruhi hasil pembahasan

e =
dapa dis@an,tet v : kualita@ng rendah.
: . =
erja yar@atas
% kursgebih 3
PR il

b.  Anggaran pembahasan yang minim terutama di pihak
pemerintah, akan menyulitkan proses pembahasan yang
berkualitas. Masalah anggaran biaya pembahasan yang kurang
berimbang antara pemerintah dan DPR. Ditengarai, biaya
Pemerintah untuk Pembahasan RUU KUHP tidak sebanding
dengan anggaran DPR (Berdasarkan informasi rencana anggaran
Pemerintah sebesar Rp 500.000.000, sedangkan rencana
anggaran DPR sebesar Rp 6.000.000.000).

c.  Prioritas kerja anggota DPR (komisi Ill) yang terpecah, baik
karena cukup banyak isu yang harus direspons DPR juga
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dikhawatirkan akan ada pembahasan RUU Lainnya. (RUU UU
KPK, Kejaksaan, Kehakiman, dan lain-lain)

d.  Muatan substansi RUU KUHP sangat berat, termasuk jumlah
pasal yang besar, yakni 785 pasal. Kemungkinan terdiri atas
1500an Daftar Rincian Masalah yang harus dibuat oleh DPR.

e.  Model pembahasan biasa atau konvensional yang selama ini

\ yang ‘melingkupiar it seluruh (tifidak-tz duk warga negara.

Pembal@n R

allgan, sembrono, dan

berimplikasi pada

Peneliti menyatakan bahwa kegagalan pembahasan RUU KUHP
pada tahun 2016 harus dijadikan pengalaman bagi pembahasan RUU
KUHP tahun ini. Oleh karena itu peneliti, merekomendasikan

terobosan baru termasuk beberapa prasyarat kunci, yakni:

a. Harus ada perubahan model pembahasan di DPR, peneliti
merekomendasikan pembahasan di DPR harus lebih efektif,
fokus, dan terencana. Misalnya menggunakan “model
clustering”, dan harus ada kelompok kerja khusus RUU KUHP
di DPR, yang tidak bekerja paro waktu untuk pembahasan RUU
Lainnya. Perlu juga dibentuk panel ahli Pemerintah, akademisi,
dan DPR untuk membantu proses perdebatan dan pembahasan

substansi.
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b. DPR dalam hal ini Sekretariat Jendaral DPR maupun Badan
Legislatif DPR harus merevisi peraturan DPR yang berkaitan
dengan tata cara pembahasan Undang-Undang (tata tertib DPR)
khusus terhadap pembahasan RUU KUHP. Dalam sejarah DPR,
RUU KUHP 2016 merupakan RUU pertama dengan jumlah
pasal terbesar dan terberat dari segi substansi. Peneliti juga

mendorong DPR agar menyepakati pembahasan secara bertahap.

Iblik termasuk di tiap

endorong agar tempat

mengikuti setiap tahap pembahasan. Dengan cara seperti ini
akan mengurangi sikap defensif publik kepada rancangan versi
Pemerintah sekaligus memupus kecurigaan kepada Pemerintah
atas kepentingan tertentu dalam memerioritaskan RUU KUHP
pada Prolegnas tahun ini.

Pendekatan Terhadap Hukum Pidana Islam

Al-Quran secara tegas mengharamkan bentuk perzinaan, bahkan
perbuatan mendekati zina pun diharamkan. Artinya setiap bentuk perbuatan
yang akan mengarah kepada terjadinya perzinaan dilarang dalam Islam.

Ketika larangan dilanggar, Islam tegas, yakni pezina harus didera



400

(dicambuk) dan harus disaksikan di muka umum pada saat eksekusi.’
Bahkan masyarakat Mesir Kuno, Babilonia, Persia Lama, dan Yunani Kuno
memandang perzinaan sebagai perbuatan yang sangat tercela dan pelakunya
harus dihukum mati.>® Sejarah ini menunjukkan bahwa celaan bagi pezina
bukan sema-mata dari kalangan ajaran Islam, melainkan datang dari semua

ajaran agama.

Ada hikmah yang

dan tidak boleh diberi balas kasihan, sebagaimana firman Allah: ; w, | § 343,
4 > Ancaman keras bagi bagi pelaku zina karena dalam pandangan Islam,

zina merupakan perbuatan tercela yang menurunkan derajat, harkat, dan
martabat kemanusiaan secara umum. Apabila zina tidak diharamkan niscaya
martabat manusia akan hilang karena tata aturan perkawinan akan rusak. Di
samping itu, pelaku zina berarti mengingkari nikmat Allah tentang

kebolehan dan anjuran untuk menikah.>®

Sejarah telah mencatat bahwa awal terjadinya perbedaan ketika

menerapkan sanksi dalam kasusu yang sama. Contoh zina yang dianggap

298.

5! Baca selengkapnya Q.S. an-Nur (24): 2.
%2 Abu A’la al-Maududi, Tafsir Surah an-Nur, (Beirut: Dar al-Fikr, 1960), him. 41-42,
%% Al-Jurjawi, Hikmah at-Tasyri " wa'al-Fasafatuhu, (Beirut: Dar al-Fikr, t.t.), him. 296-
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sebagai jarimah hudud. Teori graduasi diberlakukan dengan prinsip adanya
tahapan-tahapan dalam menerapkan hukum dengan melihat kondisi individu
dan struktur masyarakat. Awal sanksi zina adalah cernaan, ancaman dan
hinaan (Q.S. an-Nisa’ [4] ayat 16), selanjutnya kurungan dalam rumah (Q.S.
an-Nisa’ [4] ayat 15), tahap berikutnya hukuman dera (Q.S. an-Nur [24]
ayat 2). Sementara hukuman rajam dikaitkan dengan Q.S. an-Nisa’ (4) ayat
25 dan Q.S. al-Ahzab (33) ayat 30. Dengan demikian, para fugaha di

Bhe ) e ke

1
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Di antara rumah-rumah kami ada laki-laki yang sangat lemah karena
sakit dan tidak terurus hidupnya, kemudian datang seorang jariyah
kepadanya dan ia memberi isyarat kepada jariyah itu. Lalu ia berbuat
keji (zina) dengan wanita itu. Hal itu disampailan Sa’ad ibn Ubadah
kepada Rasulullah Saw. sedang laki-laki itu adalah seorang muslim.
Kemudian Rasulullah Saw. bersabda: “Pukullah dia sebagai
hukumannya” Para sahabat berkata: “Ya Rasulullah Saw. laki-laki
itu sangat lemah” Seandainya aku memukulnya seratus kali pasti ia
akan mati. Kemudian Rasulullah Saw. bersabda: “Ambillah pelepah
kurma yang di dalamnya ada seratus buah tangkai, kemudian
pukullah dia sekali pukulan. »56

> Ali as-Sayis, Tafsir Ayat al-Ahkam, Juz I, (Beirut : Dar al-Fikr, t.t.), him. 107.

% Abdurrahman al-Jaziri, Kitab al-Figh ‘ala Maahib al-‘Arba’ah, Juz 1V, (Beirut : Dar
al-Figh, t.t.), him. 179.

*® Hadis Riwayat Ibn Majah dari Sa’ad bin ‘Ubadah hadis Nomor 2564.
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Diriwayatkan dari Abu Huralrah r.a. katanya: Aku mendengar
Rasulullah Saw. bersabda: “Apabila seorang hamba perempuan milik
salah seorang di antara kamu melakukan perbuatan zina dan telah
terbukti, maka hukumlah dia dengan cambukan rotan dan janganlah
kamu memakinya. Jlka 1 mengulangl lagi perbuatan zina, maka
cambuklah ’ ] jangan dimakinya. Jika ia
mengulang'ntuk yang ketlga kalinya dan terbukti, maka juallah dia

walaupun dengan har ﬁmﬁambut L
~ \\g@ .
' ukk%san

pro maupun yang kontra tan snki bagi pezina (dera atau rajam). Ada
baiknya merujuk pada teks dengan mempertimbangkan realitas masyarakat
kontemporer, seperti Indonesia yang plural. Artinya, harus bertolak dari
kenyataan bahwa hukuman rajam bukan hukum yang hidup dalam sistem
negara Islam manapun, kecuali Saudi Arabia. Realitas ini tentu tidak lepas
dari perubahan konstruksi masyarakat sekarang dengan masyarakat Muslim
pada saat hukum rajam diterapkan. Perubahan masyarakat pada gilirannya
mengubah rasa hukum sehingga masyarakat enggan melaksanakan hukum
rajam, di sisi lain pezina harus dihukum berdasarkan ketentuan al-Qur’an.
Perintah Rasulullah untuk menghukum rajam bagi pezina harus

diperhitungkan latar belakang historisnya.

> Hadis riwayat Muslim dari Abu Hurairah. Hadis Nomor 3215.
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Khawarij, Mu’tazilah, dan sebagian fugaha Syi’ah menyatakan bahwa
sanksi bagi pezina adalah hukum dera (cambuk).”® Sebab, pertama hukum
rajam tidak ditetapkan dalam al-Qur’an dan kedua hukum dera yang tertera
dalam surah an-Nur ayat 2 berlaku umum, yakni pezina muhsan dan ghairu

muhsan, sementara hadis Nabi Muhammad Saw. yang menyatakan

berlakunya hukum rajam adalah lemah.

aka hukum yang muhkam
dera bagi pezina.*
h hadd tidak boleh
a seseorang, yakni

makan®® yang terjadi da husim paceklik.”® Sikap Umar bukan
mengkhianati hukum Allah, melainkan semangat ruh hukum Islam dengan
pemahaman yang tekstual. Hal senada juga dilakukan Rasulullah, yakni
ketika Rasulullah tidak menghukum pencuri buah-buahan yang dimakan di

%% Abdurahman al-Jaziri, Kitab al-Figh ‘ala al-Mazahib al-‘4rba’ah, Juz IV, (Beirut: Dar
al-Figh, t.t.), him. 179.

> Muhammad ‘Afi as-Sayis, Tafsir Ayat al-Ahkam, Juz I, (Beirut: Dar al-Fikr, t.t.), him.
107.

% Hashi ash Shiddieqy, Tafsir al-Qur'an al-Majid an-Nur, (Jakarta: Bulan Bintang,
1965), him. 88.

®1 Subhi Mahmashani, “Falsafat al-Tasyri’ fi al-Islam”, terj. Adri Ahmad Sudjono,
Filsafat Hukum dalam Islam, (Bandung: al-Ma’arif, 1981), hlm. 69.

62 Amir Syarifuddin, Pembaharuan Pemikiran dalam Hukum Islam, (Padang: Angkasa
Raya, 1993), him. 98.

% 1bn al-Qayyim, I’lam al-Muwaqqi’in ‘an-Rab al- ‘Alamin, Juz |11, (Beirut: Dar al-Fikr,
1977), him. 22. Lihat juga Subhi Mahmasani, Falsafah at-Tasyri’ fi al-Islam, (Mesir: Dar al-
Qalam, 1945), him. 167.
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tempat.** Maka, ada pembanding dalam mensikapi hukum potong tangan

sebagaimana dijelaskan dalam al-Qur’an surah al-Maidah (5) ayat 39, yakni

ayat berikutnya:
- &

Al ol ade Lo W

.
- -

8 @ 88 ,.

(b?v»”

39. Maka b §siapa ipantara pencuri-pencuri itu)
sesudah me memperbaiki diri, maka
sesungguhnya Allah me /a.Sesungguhnya Allah Maha

) adanya éounan Allah kepada para
tetasus péncurian tetap akan

telah mengembalikan barang sebelum kasusnya di tangan hakim, hanya

berlaku hukum ta ’zir.

Selanjutnya, Fazlur Rahman mengatakan bahwa dalam kasus
pencurian perlu diterapkan teori graduasi. Artinya, pencuri yang baru
pertama kali mencuri tidak harus dipotong tangan, melainkan hukuman
ta’zir.®” Sementara Muhammad Syahrur memahami hukum potong tangan
dalam al-Qur’an sebagai hukum tertinggi. Artinya, diperbolehkan berijtihad
mengurangi hukuman tersebut, tetapi tidak boleh melebihi ketentuan hukum

% Abu Yusuf, ar-Rad ‘ala Siyar al-Auza’i, (Mesir: Dar al-Qalam, 1357 H), him. 50.

% Q.S. al-Maidah (5): 39.

% Hasbi ash Shiddieqy, Fakta Keagungan Syari’at Islam, (Jakarta: Tinta Mas, 1972),
him. 13-14.

%" Fazlur Rahman, Metode danAlternatif’ Neomodernisme dalam Islam, (Bandung:
Mizan, 1986), him. 60.
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lain yang lebih rendah, tetapi tidak boleh diganti dengan hukuman yang
lebih tinggi.®® Jika ternyata kejahatannya lebih tinggi dari kasus pencurian,
hukuman yang diterapkan adalah delik perampokan (hirabah). Muhammad

Syahrur secara tegas menyatakan dalam teori halah al-had al-a’la (batas

maksimal):
&1,4 . “ . P P _ 2. SE o Do 8- e {. _
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tertinggi dalam al-Qur’an. Artinya hakim boleh meniadakan hukuman
potong tangan jika ada alasan yang mengharuskan untuk menghindarinya.

Pengecualian hukum potong tangan (penyimpangan nash) dapat
dibenarkan selagi ada alasan-alasan yang menguatkan dan mengharuskan
diberlakukannya hukum selain potong tangan, seperti pencurian karena

alasan darurat,” terpaksa, dan dipaksa.”? Umar ibn al-Khattab tidak

%8 Muhammad Syahrur, al-Kitab wa al-Qur’an: Qira’ah Mua’sirah, (Damaskus: al-Ahali
li at-Taba’ah wa an-Nasr wa at-Tawzi’, 1990), him. 455.

%9.Q.S. al-Maidah (5): 39.

® Muhammad Syahrur, Op. Cit., him. 455-456.

™ Sebagaimana yang ditegaskan dalam kaidah: i,k = oy Asjmuni A, Rahman,

Qaidah-gaidah Figh, (Jakarta: Bulan Bintang, 1968), him. 86.

2 praktik Umar ibn al-Khattab, tidak ada hukum potong tangan bagi pencuri di saat
musim kelaparan (paceklik). Lihat lebih lanjut’ Ibn’ al-Qayyim, I’lam al-Muwaqqi’in......, Juz 111,
him. 22.
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memotong tangan seorang budak yang mencuri seekor unta, sebagai
gantinya pemilik budak Hatib ibn Abi Balta’ah harus mengganti dua kali

harga unta.”

Sanksi potong tangan dalam arti majazi (potong kemampuan) atau
penjara dalam konteks Indonesia, merupakan bentuk hukuman yang tidak

bertentangan dengan hukum pidana Islam.” Hal ini didukung oleh fakta

ukuman gishas diyat,” karena

menjadi hak perorangan, ak pnerpannya ada beberapa kemungkinan,

™ Ahmad Hasan, Pintu ljtihad Sebelum Tertutup, alih bahasa Agah Barmadi, (Bandung:
Pustaka, 1985), him. 109.

™ Sanksi penjara dibenarkan selagi bukan hukuman maksimal bagi pencuri, artinya
hukum potong tangan tetap diberlakukan sebagai hukuman alternatif sebagaimana hukuman mati.

" Qishas ialah perbuatan yang diancam dengan hukuman gishas atau semisal dengan
perbuatan yang dilakukan oleh terpidana, al-Jurjani, at-Tarifat, (Dar al-Fikr, t.t.), him. 173.
Adapun yang dimaksud dengan diyat ialah hukuman ganti rugi dengan cara membayar sejumlah
harta benda yang diberikan terpidana kepada si korban atau walinya berdasarkan keputusan hakim,
as-Sayyid Sabiq, Figh as-Sunnah, Juz Il, (Beirut: Dar al-Fikr, 1972), him. 107.

"® Qishas diyat ada beberapa jenis, yaitu (a) membunuh sengaja (al-gatl al-amd); (b)
membunuh semi sengaja (al-gatl sibh al-amd); (c) membunuh keliru (al-qatl al-khata’); (d)
penganiayaan sengaja (al-jarh al-amd); (e) penganiayaan salah (al-jarh al-khata’). Qisas diyat
adalah suatu kejahatan terhadap jiwa (menghilangkan nyawa) dan anggota badan (pelukaan) yang
diancam dengan hukuman serupa, semisal, atau hukum ganti rugi dari si pelaku atau ahlinya
kepada si korban atau walinya. Kejahatan yang termasuk golongan ini dalam hukum pidana Barat
biasa dikenal sebagai tindak pidana terhadap tubuh dan jiwa. Dalam hukum pidana Islam, yang
termasuk dalam jarimah gisas diyat ini adalah (1) pembunuhan dengan sengaja; (2) pembunuhan
semi sengaja; (3) menyebabkan matinya orang karena kealpaan atau kesalahan; (4) penganiayaan
dengan sengaja; dan (5) menyebabkan orang’luka Karena kealpaan atau kesalahan. Lihat Abd. al-
Qadir ‘Awdah, al-Tasyri’ al-Jina’i al-1slami, Juz |, (Beirut: Dar al-Fikr, 1963), him. 149-153.
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seperti hukuma gishas biasa berubah menjadi diyat, hukuman diyat menjadi
dimaafkan dan apabila dimaafkan maka hukuman menjadi hapus.

Hikmah hukuman qishas diyat, sebagaimana dijelaskan oleh al-
Jurjawi adalah demi keberlangsungan hidup manusia di dunia. Oleh karena

itu, Islam menghukum orang yang membunuh orang lain dengan gishas

(hukuman mati) atau diyat (ganti rugi) berupa harta benda. Jika

pertimbangan balas denm, Iaian menjustifikasi aturan konkret
tentang nilai-nilai keadilan. Dengan kata lain, tidak boleh memberikan
hukuman melebihi kesalahan seseorang. Spiritualitas hukum gishas diyat
sangat memperhatikan aspek korban kejahatan dan yang terpenting tidak

memanjakan pelaku kejahatan.

Konsep gishas dalam al-Qur’an surah al-Bagarah (2) ayat 178-179
harus dipahami sebagai balasan terhadap pelaku pembunuhan sengaja. Oleh
karenanya, harus ditafsirkan bahwa hukum yang terkandung dalam surah al-
Bagarah bersifat umum. Sementara ketentuan yang terkandung dalam al-
Qur’an surah an-Nisa (4) ayat 92 mengenai pembunuhan karena kesalahan
merupakan pengecualian dari pembunuhan sengaja sebagaimana dalam

surah al-Bagarah ayat 178. Dengan demikian, ayat tersebut terkandung
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hukumnya masih mutlak belum bentuk mugayyad, dan belum bersifat
mubayyan, yakni pembunuhan sengaja.’” Dengan demikian, hukum gishas
dalam al-Qur’an merupakan hukuman maksimal. Maka, dapat diterapkan
hukuman selain gishas seperti hukuman diyat bagi pembunuhan semi
sengaja atau pembunuhan kerena kealpaan, bahkan dalam kasus tertentu
dibenarkan cukup dimaafkan karena pelaku tidak berniat dan perbuatan

yang dilakukan sah demi hukum,

terhadap se A ang baru, antara lain
dengan pe esua;m per hukum, transformasi
sering d aka@ suaian “hukum dengan kebutuhan
masyarakat. : Islam ke dalam
tata hu ' i K bagai ?ﬂener pkan hukum pidana
Islam yan norm jadi “pida a huku% am yang positif atau yang
sering dise Si vidana Islam ke dalam tata hukum

Islam yang mampu menelealan egala persoalan masyarakat yang
tumbuh dan berkembang sejak ratusan tahun lalu. Hukum ini dapat
memenuhi aspirasi masyarakat bukan hanya masa kini, melainkan pula
dapat dijadikan acuan dalam mengantisipasi pertumbuhan sosial, ekonomi
dan politik sekarang dan pada masa yang akan datang. Hukum pidana Islam
bukan sekadar norma statis yang mengutamakan kedamaian dan ketertiban,
tetapi juga mampu mendinamisasikan pemikiran dan merekayasa perilaku

masyarakat dalam mencapai cita-cita dalam kehidupan.

3. Obijektivikasi Nilai-nilai Hukum Pidana Islam di Indonesia

" Haliman, Hukum Pidana IslamMenurut ‘Adjaran Ahli Sunnah wal Jamaah, (Jakarta:
Bulan Bintang, 1968), him. 201.
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Metode jalan tengah dapat diartikan sebagai sebuah kompromi, yakni
menyelesaikan perbedaan atau perselisinan antara dua paradigma hukum
melalui persetujuan.”® Kedua paradigma tersebut selama ini dianggap
sebagai sebuah antagonisme, yakni hukuman pidana Islam dengan sumber
wahyu dan hukum pidana positif dengan sumber akal (penalaran). Dari segi
yuridis, kompromi diartikan agreement (persetujuan) antara kedua belah

pihak untuk menyelesaikan permasalahan yang dipersengketakan.”

Prinsip koromi tidak bertentangan dengan hukum Islam, karena

ergah) dalam al-Qur’an.®

dalam syari’at Islam, jikawKasusmya “aru pertama kali dan karena alasan

ekonomi.

Ayat yang membicarakan tentang hukum potong tangan bagi delik
pencurian merupakan hukum tertinggi yang ada dalam al-Qur’an. Hal ini
sejalan dengan teori halah al-hadd al-a’la yang dilontarkan Muhammad
Syahrur. Menurut teori ini, hukum potong tangan bagi pencuri adalah
hukuman yang tertinggi sehingga seorang hakim boleh berijtihad dalam
menerapkan hukum yang lebih rendah dari ketentuan al-Qur’an secara tegas

mengatakan:

438.

’® purwodarminto, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka, 1986), him.

¥ Bryan A. Carner, A Dictionary of Modern Legal, (London: Oxford University Press,

1987), him. 134.

8 yahya Harahap, Sosialisasi Kompilasi 'Hukum Islam, (Yogyakarta: Ull Press, 1992),

him. 94.
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38. Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah
tangan keduanya (sebagai) pembalasan bagi apa yang mereka

kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah. Dan Allah Maha Perkasa
lagi Maha Bijaksana.®!

ara objilalf, mas
bahasa atau dlalm be

masing d

c aﬁln Dnesia agah plurg

magam ag@dan ercayaan masing-

bersama-sah

Fakta sejarah menunjukkan bahwa konflik yang mengatasnamakan
perbedaan sering terjadi di Indonesia, sehingga pluralitas jika tidak disikapi
secara arif dapat menimbulkan konflik vertikal maupun horisontal yang

berdampak negatif terhadap proses pembangunan.

Pluralisme bangsa dengan sendirinya menunjukkan adanya perbedaan
kepentingan dalam tubuh bangsa ini. Pengakuan adanya perbedaan agama
berarti mengakui bahwa masing-masing agama mempunyai kepentingan-
kepentingan yang harus dihormati dan diakomodasi. Hal ini juga berlaku

bagi pluralitas dalam bidang lain.

81 Q.S. al-Maidah (5): 38.
82 Muhammad Syahrur, al-Kitab Wa al-Ouir’an Qira’ah Mu’asirah, (Mesir: Dar al-Kutub,
1998), him. 455-456.
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Jika menengok sejarah, artikulasi kepentingan tidak jarang
menimbulkan ketegangan. Hal ini tampak dalam dikotomi yang sering
dipakai antara santri versus abangan, sekuler versus Islamis, dan
tradisionalis versus modernis atau antara nasionalis dengan Islam. Di zaman
Orde Baru, ketegangan ini tampak dari hubungan antara penganut ideologi
Pancasila dengan sebagian umat Islam yang tetap berpegang teguh pada

ideologi Islam. Di masa Reformasi, menjelang Sidang Umum MPR tahun

. segi, @nasuk politik merupakan

ah Indonesia. Oleh sebab itu,
~

masyarakat yang sangat plural.®® Dalam konteks inilah gagasan
objektivikasi Islam dilontarkan. Memang, pembicaraan tentang penerapan
syari’at Islam terasa berat, terlebih pada bidang hukum pidana Islam. Hal ini
disebabkan oleh berbagai faktor sebagaimana diungkapkan oleh Topo
Santoso dalam karyanya Membumikan Hukum Pidana Islam: Penegakan
Syariat dalam Wacana dan Agenda. la mengungkapkan hal-hal yang
menjadi kendala tegakknya hukum pidana Islam di Indonesia, sebagai
berikut.

8 Siti Nadrah, Wacana Keagamaan' dan’Politik Nurcholis Madjid, (Jakarta: Raja
Grafindo Persada, 1999), him. 188-189.
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1.  Kendala kultural dan sosiologis, yakni adanya sebagian umat Islam
yang belum menerima untuk diberlakukan secara objektif di

Indonesia.

2. Kendala fikrah (pemikiran), yakni banyaknya pandangan negatif

terhadap hukum pidana Islam dan kurang yakin dengan efektivitasnya.

3. Kendala filosofis, yakni t duhan bahwa hukum ini tidak adil bahkan

nasional. @m&
4.  Kendala yurm e|

perguruan tinggi, KF s Jltas hukum, sekalipun kenyataannya

semua mahasiswa 90 persen beragama Islam.

7. Kendala ilmiah, yakni kurang literatur yang mengulas hukum pidana
Islam, terutama dari segi efektivitasnya dalam menanggulangi angka

kriminalitas.

8.  Kendala politis, yakni kurang sinerginya kekuatan politik untuk

menggolkan penegakkan syariat Islam melalui proses politik.2*

Bagi Kuntowijoyo, objektivikasi adalah sebuah sintesis yang ia

tawarkan sebagai solusi atau jalan tengah bagi pertentangan antara Islam

8 Topo Santoso, Membumikan Hukum Pidana Islam; Penegakan Syariat dalam Wacana
dan Agenda, (Jakarta: Gema Insani Press, 2003), him. 86.
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(negara Islam) dengan sekularisasi (negara sekuler). Sebagai sebuah sintesis,
objektivikasi berusaha merangkul semua golongan, baik golongan Islam
maupun golongan lain di luar Islam. Maksudnya jelas, supaya sejarah tidak

hanya mengulang persoalan-persoalan lama, tetapi bergerak maju.®®

Berpijak pada deskripsi kedudukan hukum pidana Islam yang ternyata

hanya sebagai salah satu sumber bahan di antara sekian banyak bahan yang

| e F
Jd8lam di&donesi

risiko dibanding pener

selanjutnya ialah ajaran au | ai-nilai apakah dari hukum pidana Islam
yang benar-benar prosfektif-implementatif bisa dikonstruksikan bagi

modernisasi KUHP di Indonesia mendatang.

Untuk mengkaji hal di atas, perlu dikemukakan setidaknya tiga
permasalahan mendasar yang biasa dikenal dalam ajaran hukum pidana,

yaitu masalah yang terkait dengan konsep tentang tindak pidana, konsep

8 Wan Anwar, Kuntowijoyo; Karya dan Dunianya, (Serang: Grasindo, 2007), him. 167.

8 Gagasan substansialisme tentang pemberlakuan hukum pidana Islam dalam konteks ke-
Indonesiaan di atas, dalam ajaran agama Islam sendiri sesungguhnya dijustifikasi pula oleh kaidah
fikih yang berbunyi “ma la yudraku kulluh la yutraku kulluh”. Artinya, sesuatu (kebaikan) yang
belum dapat dicapai seluruhnya sebaiknya jangan ditinggalkan seluruhnya. Maksudnya dalam
konteks permasalahan di atas, janganlah karena keinginan untuk memberlakukan hukum pidana
Islam secara formal tekstual, yang berdasarkan berbagai pertimbangan belum memungkinkan, lalu
ditinggalkan begitu saja peluang pemberlakuan” hukum ‘pidana Islam yang sudah ada meskipun
baru pada aspek substansial.
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tentang pertanggungjawaban pidana, konsep tentang sanksi pidana.?” Tiga
masalah dasar di atas dalam RUU KUHP baru saja ditampilkan
konseptualisasinya secara eksplisit sebagaimana termaktub dalam
Rancangan Buku | yang berisi tentang Ketentuan Umum atau asas-asas
fundamental dari sosok hukum pidana Indonesia mendatang. Berdasarkan
teori di atas, pengkajian terhadap nilai-nilai apa sajakah dari hukum pidana

Islam yang prospektif dapat diimplementasi dalam konteks ke Indonesiaan

implementasi hukum IsIane’ hanye” pad hukum keluarga. Demikian pula,

pengadilan agama sebagai pengadilan Muslim akan mengalami perluasan
makna dan lingkup gagasan menjadi peradilan negara. Sebab, banyak
masalah keluarga dan kemasyarakatan yang memerlukan penyelesaian
dengan pendekatan syari’at, khususnya fikih. Bahkan, kontribusi Islam
dalam sistem hukum nasional dapat diperluas lagi dalam hukum pidana di
Indonesia. Sebab, perjalanan hukum pidana Islam dengan hukum pidana
sesuai dengan kebutuhan mayoritas rakyat Indonesia yang mayoritas

beragama Islam.

8 Hukum pidana harus mencangkup tiga aspek, yaitu tindak pidana, pertanggungjawaban
pidana, dan sanksi pidana. Dalam seminar tentang Penelaahan Modernisasi Hukum Pidana
Nasional yang diselenggarakan oleh ‘BPHN‘pada tanggal 14-16 Juni 1982, telah terjadi
kesepakatan pendapat dari Tim Pengkajian Bidang Hukum Pidana.
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Oleh karena itu, unsur hukum Islam dapat mewarnai hukum pidana
positif Indonesia. Dalam konteks demikian, prospek hukum Islam akan
semakin mengisi sistem hukum nasional dan mengurangi trikotomi sistem
hukum (Islam, adat, dan Barat). Dengan terwakilinya nilai-nilai yang
dimiliki mayoritas masyarakat dalam sistem hukum nasional, maka
stabilitas sosial, ekonomi, dan politik akan semakin terpelihara. Pola pikir
yang demikian sejalan dengan Pasal 29 ayat (1) UUD 1945 yang

menyatakan, ‘“Negafd berdasarkan atas

tuhanan Yang Maha Esa”.

keberadaan hukum bI|

kelompok pihak lain.®

Berdasarkan prespektif ini, yang lebih tepat adalah melakukan
perubahan cara pandang umat terhadap “pelaksanaan Syariat”. Pelaksanaan
syari’at tidak dimaknai sebagai formulasi syari’at lengkap dengan struktur,
nama, idiom, dan sumber, tetapi lebih dimaknai sebagai adopsi semangat
dan pesannya dalam sistem hukum nasional. Pemahaman terhadap syari’at
lebih diutamakan unsur substansi dan eksistensi, bukan literalnya.
Substansional dalam pengertian mengambil isi tanpa mementingkan
“bahasa” atau simbol. Sebagai contoh, hukuman bagi pelaku pembunuhan,

meski tidak bernama gishas tetapi isinya sama dengan ketentuan gishas.

8 M. Imadudin Rahmat, “Jalan ‘Altérnatif Syari’at Islam”, dalam Jurnal Tashwirul Afkar,
Edisi No. 12 tahun 2002, him. 5.
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Jika implementasi dengan cara substansial tidak tercapai dapat dipakai
pendekatan esensial, yakni perspektif yang tidak memandang isi atau
bentuk, tetapi lebih mementingkan esensi atau maksud dan semangatnya.
Contoh lain, hukuman jilid bagi peminum khamar dan pengedar narkotika
bisa diganti dengan cambuk atau penjara yang secara substansial tidak
bertentangan dengan kedua hukum tersebut.

hukum pidana Islam menyl arti enting dan telah menjadi living law

secara positif.? Kecenderungan yang tampak dalam mengisi nilai dan
prinsip hukum Islam dalam hukum pidana nasional yang bersifat umum
sesuai dengan tujuan hukum Islam yang bersifat primer. Itulah tujuan-tujuan
hukum yang disebut maqasid asy-syari’ah atau lima universal (al-kulliyyat
al-khams) yang meliputi pemeliharaan agama, akal, jiwa, kehormatan,

keturunan, dan harta.*

Pada dasarnya, ajaran Islam dapat dibedakan menjadi dua kelompok.

Pertama, ajaran yang bersifat absolut, universal dan permanen, tidak

% Bagir Manan, “Peranan Peradilan Agama dalam Pembinaan Hukum Nasional”, dalam

Hukum Islam di Indonesia Pemikiran dan Praktek, Kata Pengantar Juhaya S. Praja, (Bandung:
Remaja Rosda Karya, 1994), him. 143.

194.

% Asy-Syatibi, al-Muwafaqot fi Usul ‘asy-Syari’ah, Juz I, (Beirut: Dar al-Fikr, t.t.), him.
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berubah dan tidak dapat diubah. Termasuk kelompok ini adalah ajaran Islam
yang tercantum dalam al-Qur’an dan al-Hadis mutawatir yang
penunjukannya jelas (gat’i al-dalahah). Kedua, ajaran Islam yang bersifat
relatif, dapat berubah, dan diubah. Termasuk kelompok kedua ini adalah
ajaran Islam yang dihasilkan melalui proses ijtinad.** Dengan demikian,
ajaran Islam ada yang bersifat absolut (gat’iyyah), ada pula yang bersifat
relatif (zanniyyah).

Hukum ys ":‘.' telah ditetapkan dalam alkQur’an dan al-Hadis Nabi

tidak harus ditefa i jéniS*an bentuk hukuman apa

pun dapat dlbenawselam gsi sebagai pencegah serta
mampu | Islam. Oleh karena
itu, peg , masa kini dapat
dibenark pula,@ an b@pkan alam al-Qur’an dan
al-Hadis i hdnya di e| gal b@’maks al yang diterapkan
manakala - huki ma | dape WUjUd @n tujuan hukuman.

studi yang dilakukan terhadap teorl hukuman sebenarnya merupakan
langkah esensial untuk memahami suatu sistem hukum pidana tertentu. Pada
kenyataannya, aplikasi sistem pidana apa pun tidak akan mungkin dapat
dijustifikasi tanpa kejelasan bahwa teori tentang hukuman yang dibangun di

dalamnya dapat memenuhi tujuan dari sistem pidana.

Praktik hukum pidana dan teori-teorinya, kerangka aplikasi hukum
Islam dalam sistem hukum pidana nasional diperlukan penafsiran-penafsiran
yang luas atas ayat-ayat atau nash yang semula ditafsirkan secara literer.
Penafsiran sebagaimana yang dimaksud, dapat dikemukakan seperti
mengartikan “memotong tangan” atas pencurian dalam al-Qur’an surah al-

Maidah ayat 38 sl 56 &2 3,207 Kata L6 diartikan “memotong” bukan

°! Harun Nasution, “Ijtihad Sumber Ketiga Ajaran Islam”, dalam Haidar Bagir, ljtihad
dalam Sorotan, (Bandung: Mizan, 1988), him. 112.
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dalam arti harfiah, melainkan makna “memotong” berarti memutus berbagai
daya dan kemampuan si pelaku pidana agar tidak memungkinkan
melakukan pencurian ulang atau dipenjara bagi para pencuri. Hal ini
merupakan sanksi® hukuman yang tidak menyimpang dari hukum Islam.*®
Dengan menerapkan hukuman seperti ini, fungsi hukuman dalam bentuk
zawajir telah dilaksanakan. Praktik ini bisa dalam bentuk seperti yang

berkembang dalam Iembaga ke asyarakatan.

Pada deli qlshas dlyat dalam hukum pidana Islam dikenal asas

denga n ' khugnya " hak keluarga yang
terbunuhan pegruh 'n idak ti ndam serta terjamin
rasa_keadilan dar%enter Tan yaraka@alam hukum pidana Islam

% Adanya sanksi | § dkan,untuk mewulan keteraturan dan ketertiban hidup
manusia sehingga terpeliha dari kekan ; -_3 at’ kerusakan; selamat dari berbuat
ahal |_be _maksiat dan"mengabaikan ketaatan. Oleh karena
itu, sanksi hanya dlberlkan kepada orag orang melanggar yang disertai maksud jahat, agar
mereka tidak mau mengulanginya kembali. Selain itu sanksi tersebut menjadi pencegah bagi orang
lain agar tidak berbuat hal yang sama. Lihat Jaih Mubarok dan Enceng Arif Faizal, Kaidah Figh
Jinayah, (Jakarta: Anggota IKAPI, 2004), him. 18. Menurut R. Soesilo, tujuan pemberian sanksi
itu bermacam-macam tergantung dari sudut mana soal itu ditinjaunya, misalnya: Pujangga Jerman
E. Kant mengatakan, bahwa hukuman adalah suatu pembalasan berdasar atas pepatah kuno: Siapa
membunuh harus dibunuh”. Pendapat ini biasa disebut teori pembalasan” (vergeldings theorie)
Pujangga Feurbach berpendapat, bahwa hukuman harus dapat mempertakutkan orang supaya
jangan berbuat jahat. Teori ini biasa disebut teori mempertakutkan" (afchriklungstheorie).
Pujangga lain berpendapat bahwa hukuman itu bermaksud pula untuk memperbaiki orang yang
telah berbuat kejahatan. Teori ini biasa disebut teori memperbaiki (verbeteringstheorie). Selain
dari pada itu ada pujangga yang mengatakan, bahwa dasar dari penjatuhan hukuman itu adalah
pembalasan, akan tetapi maksud lain-lainnya (pencegahan, mempertakutkan, mempertahankan tata
tertib kehidupan bersama, memperbaiki orang yang telah berbuat) tidak boleh diabaikan. Mereka
ini menganut teori yang biasa disebut teori gabungan. Lihat juga R. Soesilo, Kitab Undang-undang
Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal, (Bogor:
Politeia, 1996), him. 35-36. Sanksi mengandung inti berupa suatu ancaman pidana
(strafbedreiging) dan mempunyai tugas agar norma yang sudah ditetapkan itu supaya ditaati. Lihat
juga Bambang Poernomo, Asas-asas Hukum Pidana, (Yogyakarta: Ghalia Indonesuia, 2006), him.
36. Lihat dalam Kamus Hukum karya Fockema Andreae, sanksi artinya semacam pidana atau
hukuman. Lihat Fockema Andreae, Fockema Andrea's Rechtsgeleard Handwoordenboek, Terj
Saleh Adwinata, et. al., Kamus Istilah Hukum, (Bandung: Binacipta, 1983), him. 496.
% Lihat Umar Syihab, Hukum®Islam‘dan Transformasi Pemikiran, cet. 1, (Semarang:
Dina Utama, 1996), him. 177.
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(fikih jinayah), tindak pidana yang macam sanksinya dinyatakan secara
tegas dalam al-Qur’an disebut jarimah hudud.

Secara umum dapat dikatakan bahwa berbeda dengan sistem pidana
Barat yang mendasarkan dan menjustifikasi teori hukuman pada pandangan
tentang utilitas sosial (social utility), maka teori hukuman dalam sistem

hukum pidana Islam lebih didasarkan pada teks wahyu Allah yang

ampir semua bentuk

hukuman um e !t idanay '%n daldm teks Islam berkisar
pada hu ifat fisik, sepertizpotong) tangan, dicambuk,
‘ lirajam), dan Iair%innya. Hal inilah yang

te dapbgk huktiman dalam Islam.

Satuthal yan@erlu dicacat L hﬁm pidana Islam merupakan

aling kuat pengd Io

;'_.g_'g'_- ingfslam'memandang sifat penjeraan

menjadi hal yang Pe g _"_ a. _'-'7-;* e sifat penjeraan dalam teori

hukuman dalam Islam, aik penjeaan terhadap si pelaku maupun
masyarakat inilah yang umumnya mendukung pandangan teori penjeraan

sebagai motivasi di balik ayat-ayat tentang pemberian hukuman.

B. Transformasi Nilai-nilai Hukum Pidana Islam tentang Delik Perzinaan dan
Delik Menuduh Zina (Qazf)

1.

Transformasi Nilai-nilai Delik Zina dan Penerapan Sanksi

Upaya penanggulangan kejahatan senantiasa menjadi pembicaraan
yang menarik bagi banyak kalangan, khususnya ahli hukum pidana dan
kriminologi. Dalam hukum pidana, ada pembicaraan mengenai norma,

yakni larangan atau suruhan, dan‘ada sanksi atas pelanggaran norma-norma
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berupa ancaman pidana. Dalam kriminologi, masalah penanggulangan
kejahatan menjadi bagian penting dengan kajian fenomenologi yang
menaruh perhatian pada pengendalian kejahatan dengan sistem sanksi
pidana. Kejahatan perlu mendapatkan kajian serius karena kerugian yang
ditimbulkan. Kerugian tersebut dapat terjadi pada negara, masyarakat
maupun individu sehingga perlu diatasi. Oleh karena itu, negara

memberikan reaksi berupa larangan terhadap perbuatan tersebut serta

negara. Masyarakat
a akan memberikan
menjadi objek
n reaksi sosial. Hal
penelitian  yang

Nasional mengenai

kejahatan menurut hukum pidana berbeda dengan pengertian kejahatan

menurut masyarakat.

Berkaitan dengan hal tersebut, terjadi ketidakpuasan dari sebagian
masyarakat mengenai perilaku-perilaku menyimpang terutama dalam
lingkup kesusilaan. Hal ini disebabkan perilaku yang menyimpang dari
norma-norma masyarakat belum mendapatkan tempat semestinya dalam
hukum pidana. Misal, perbuatan zina yang menurut pengertian masyarakat
berbeda dengan pengertian zina dalam hukum pidana Indonesia (KUHP).
Namun demikian, Sudarto telah memberikan pijakan awal bahwa apabila
hukum pidana digunakan untuk mengatasi permasalahan sosial, harus
dipertimbangkan secara matang. Sebab, hukum pidana mempunyai fungsi

subsidier. Artinya baru digunakan apabila upaya-upaya lain diperkirakan
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kurang memberikan hasil yang memuaskan. Jika hukum pidana tetap
dilibatkan untuk mengatasi permasalahan sosial, hendaknya dilihat dalam

hubungan keseluruhan politik kriminal.®*

Para penegak hukum maupun ahli hukum banyak yang menyetujui
delik perzinaan tetap diatur sebagai salah satu delik, baik dalam hukum

pidana sekarang, maupun masa mendatang. Meskipun demikian, pengertian

284 KUHP, suatu
bersetubuh yang

Batasan yang ‘giibe KUH sangat sempit. Namun, hal ini
dimaklumi karena KUHP susn oIeKoIoniaI Belanda yang mempunyai
pandangan berbeda dengan pandangan masyarakat. Menurut pembentuk
undang-undang, perzinaan hanya dapat terjadi karena pelanggaran terhadap
kesetiaan perkawinan, seperti yang disebut dalam Van Dale's Groat
Woordenboek der Nederlanche yang menyatakan perzinaan berarti
pelanggaran terhadap kesetiaan perkawinan. Padahal menurut pandangan
masyarakat Indonesia umumnya, perbuatan zina dapat terjadi apabila ada
persetubuhan antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan tanpa
adanya ikatan perkawinan yang sah. Pengertian seperti ini lebih luas

daripada pengertian overspel dalam KUHP.

% Sudarto, Hukum dan Hukum Pidana, (Bandung: Alumni, 2007), him. 104.
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Menurut Sahetapy, perbuatan bersetubuh yang tidak sah berarti
persetubuhan yang bukan saja dilakukan oleh suami atau isteri di luar
lembaga perkawinan, melainkan pula yang dilakukan oleh pria dan wanita
yang belum menikah, kendatipun sudah bertunangan. Sah di sini harus
ditafsirkan sah dalam ruang lingkup lembaga perkawinan. Dengan
demikian, zina meliputi fornication, yaitu persetubuhan yang dilakukan
secara suka rela antara seorang yang belum menikah dengan seseorang dari

sifat volung rﬁﬁm sar suka_sama suka, perbuatannya
: t i

jenis kelamin

persetubuhan be
tetap tidak sar
dilakukan da

gota masyarakat

Defgan d lakukan hubungan
kelamin atau peruhan Auar p atas dasar suka sama suka

pada prinnya tidz _ A ipidania kecuali terbukti ada perzinaan.
a terjadi apabila dilakukan

dengan perempuan dalam

dengan perempuan yang belum cukup lima belas tahun (Pasal 287 KUHP).

Mengenai makna persetubuhan yang secara spesifik bertalian dengan
perzinaan dalam Pasal 284, menurut Soesilo, adalah perpaduan antara
anggota kemaluan laki-laki dan perempuan yang biasa dilakukan untuk
memperoleh keturunan. Jadi, organ kelamin laki-laki harus masuk ke dalam
organ kelamin perempuan sehingga mengeluarkan air mani.*® Menanggapi
pengertian yang dipaparkan oleh Soesilo, Sahetapy berpendapat bahwa
apabila berpangkal tolak dari pembuktian perzinaan dan bukan berpangkal
tolak dari pembuktian kebapakan dari anak secara biologis, maka

penambahan kata-kata “....sehingga mengeluarkan air mani” adalah sangat

% J.E. Sahatepi dan B. Mardjono Reksodiputro, Paradoks dalam Kriminologi, (Jakarta:
Rajawali, 1989), him. 62.
% Soesilo, Kitab Undang-undang Hukum Pidana, (Bogor: Politea, 1956), him. 166.
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berlebihan. Bahkan sangat sulit dibuktikan, karena bukan merupakan
kompetensi hukum pidana untuk menentukan kebapakan dan keturunan,

melainkan termasuk wewenang dan ruang lingkup hukum perdata.®’

Telah disebut di bagian awal bahwa partner yang disetubuhi belum
menikah hanya dianggap sebagai peserta pelaku (medepleger). Ini berarti

jika partner yang disetubuhi sudah menikah, maka ia dianggap bukan

dengan disek _.‘; anya Pasal 27 BW sebs
warga Negara Indgnesta yang
Eropa dan Cina. Orang .,’ tak uk/ad ah orang-orang Indonesia asli,
orang-orang Arab, India, kisan da lain-lain yang bukan orang Eropa,

kecuali Cina.*®

Permasalahan yang timbul akibat pemakaian ukuran Pasal 27 BW
misalnya berkaitan dengan Pasal 284 ayat (I) angka (2) huruf (b) KUHP.
Dalam pasal ini undang-undang telah mensyaratkan dua pengetahuan dari
seorang wanita tidak menikah yang telah berzina dengan seorang pria yang
telah menikah, yaitu Pertama, pria tersebut terikat dengan perkawinan
dengan wanita lain. Kedua, ketentuan Pasal 27 BW berlaku bagi pria

tersebut.

% J.E. Sahatepi dan B. Mardjono Reksodiputro, Paradoks....., him. 64.

% Ibid., him. 60.

% Wiryono Prodjodikoro, Tindak-tindak Pidana Tertentu di Indonesia, (Bandung: Eresco,
1986), him. 116-117.
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Maka, jelas bahwa karena pengetahuan yang disyaratkan terakhir
tidak akan pernah dibuktikan, baik oleh penuntut umum maupun hakim,
dengan sendirinya wanita yang telah menikah sebagaimana yang telah
disebutkan, tidak akan pernah dapat dinyatakan melanggar larangan Pasal
284 ayat (1) angka (2) huruf (b) KUHP. Dengan kata lain, undang-undang
pidana yang berlaku saat ini tidak melarang melakukan perzinaan oleh

wanita yang tidak menikah dengan pria yang menikah jika pria tersebut

Q0

c. Berakibat hamilnya wanita itu dan laki-laki yang

menghamilinya tidak bersedia menikahinya atau ada halangan

untuk nikah menurut undang-undang;

2.  Seorang laki-laki telah bersuami menghamili seorang gadis (berarti
telah melakukan perzinaan), tetapi istrinya tidak membuat pengaduan

untuk menuntut;

3. Seorang melakukan hidup bersama dengan orang lain sebagai suami
isteri di luar perkawinan, padahal perbuatan itu tercela dan

bertentangan atau mengganggu perasaan kesusilaan/moral.

100 p A F. Lamintang, Delik-delik Khusus, Tindak Pidana-tindak pidana yang Melanggar
Norma-norma Kesusilaan dan Norma Kepatutan, (Bandung: Mandar Maju, 1990), him. 97.
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Pasal-Pasal Perzinaan yang kontroversial dalam RUU KUHP tahun

2016, di antaranya:
Pasal 482

Seorang yang secara terang-terangan mempertunjukkan suatu sarana untuk
mencegah kehamilan atau tanpa diminta menawarkan, atau secara terang-

terangan atau dengan menyiarkan tulisan tanpa diminta, menunjukkan untuk

Perempuan Yyang “berada sdals ikatan perkawinan melakukan

persetubuhan dengan laki-laki yang bukan suaminya

c.  Laki-laki yang tidak dalam ikatan perkawinan melakukan
persetubuhan dengan perempuan, padahal diketahui bahwa perempuan

tersebut berada dalam ikatan perkawinan

d. Perempuan yang tidak dalam ikatan perkawinan melakukan
persetubuhan dengan laki-laki, padahal diketahui bahwa laki-laki

tersebut berada dalam ikatan perkawinan

e.  Laki-laki dan perempuan yang masing-masing tidak terikat dalam
perkawinan yang sah melakukan persetubuhan.
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Pasal 483 ayat (2)

Laki-laki dan perempuan yang masing-masing tidak terikat perkawinan
yang sah melakukan persetubuhan, dan karenanya mengganggu perasaan
kesusilaan masyarakat setempat, dipidana dengan penjara paling lama satu
tahun atau denda dalam kategori 11 (Rp. 750.000,-).

Janji akan dikawifii masuk dalam Pasal 484

(1) i-laki yang \ : puan‘tidak bersuami dengan

(2) i-laki ot ersetubuh dengan perempuan tidak

an

tersebut, yang
dan tidak bersedia
mengawini atau ada tuk kawin, dipidana penjara lima

tahun.

Pasal 485

Setiap orang yang melakukan hidup bersama sebagai suami-istri di luar
perkawinan yang sah, dipidana pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun.

Kumpul Kebo diatur dalam Pasal 486

Seorang yang melakukan hidup bersama sebagai suami-istri di luar
perkawinan yang sah karenanya mengganggu perasaan kesusilaan
masyarakat setempat dipidana penjara dua tahun. Tidak dilakukan
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penuntutan kecuali atas pengaduan keluarga salah seorang sampai derajat
ketiga, kepala adat atau oleh kepala desa atau lurah setempat.

Pemerkosaan, hanya ada tambahan pemerkosaan tanpa paksaan (not
torciblerope) pada Pasal 486 poin d; laki-laki yang melakukan persetubuhan
dengan perempuan dengan persetujuan perempuan tersebut, karena
perempuan tersebut percaya bahwa laki-laki tersebut adalah suaminya yang

sah.

a.  Laki-laki yang melakukan persetubuhan dengan perempuan, baik

dalam ikatan perkawinan atau tidak.

b.  Perempuan yang melakukan persetubuhan dengan laki-laki, baik

dalam ikatan perkawinan atau tidak.

c.  Laki-laki yang tidak dalam ikatan perkawinan melakukan
persetubuhan dengan perempuan, padahal diketahui bahwa perempuan
tersebut berada dalam ikatan perkawinan;

d. Perempuan yang tidak dalam ikatan perkawinan melakukan
persetubuhan dengan laki-laki, padahal diketahui bahwa laki-laki

tersebut berada dalam ikatan perkawinan; atau
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e.  Laki-laki dan perempuan yang masing-masing tidak terikat dalam
perkawinan yang sah melakukan persetubuhan.

Pelaku zina dipidana jika dilakukan penuntutan oleh suami, istri, atau
pihak ketiga yang tercemar. Peneliti setuju zina itu delik aduan. Hal ini

didasarkan adanya hukum nika amil yang ada legalitasnya dalam Islam.

angannya. Maka, pelaku
oleh pihak yang merasa

dirugikan.

Satu langkah maju, versi Pasal 483 RUU KUHP 2016 tidak
membedakan antara mereka yang telah kawin dan yang belum kawin.
Begitu pula tidak dibedakan antara laki-laki dan perempuan dalam
melakukan tindak pidana tersebut. Dengan kata lain, laki-laki dan
perempuan yang berada dalam ikatan perkawinan, dan yang tidak dalam
ikatan perkawinan dapat diancam pidana. Hanya saja sifat deliknya masih
delik aduan bahwa meskipun Pasal 483 RUU KUHP 2016 masih banyak
kekurangannya, ada satu langkah maju, yaitu dapat dipidananya perempuan
atau laki-laki yang melakukan zina. Apakah dia terikat dalam ikatan

perkawinan atau tidak terikat dalam ikatan perkawinan.

Mencermati dan menyikapi perlunya perbaikan kembali dalam

merumuskan tindak pidana perzinaan, maka makin diperlukan peninjauan
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ulang konsep KUHP 2016. Itulah sebabnya, kebutuhan pembaruan hukum
pidana bersifat menyeluruh sudah dipikirkan oleh pakar hukum pidana sejak
tahun 1960-an yang meliputi hukum pidana materiil (substantif), hukum
pidana formal (prosedural, hukum acara pidana), dan hukum pelaksanaan
pidana. Ketiga bidang hukum pidana tersebut harus sama-sama diperbarui
sebagai konsekuensi asas legalitas yang dianut dalam hukum pidana

Indonesia.*®* Apabila hanya salah satu bidang hukum pidana diperbarui dan

kepenting pe ' un
yang daf dikrga]isa

menimbuan pe@angan
bakal dilakg anakang@h Peperin

Zindan, dapat ditarik benang

merah sebagaimana ka Jalalfidin Rahmat, hukum rajam

dapat diganti dengan hukuman lain.’®® Di sisi lain, hukum pidana Islam
harus diberlakukan secara substansial dengan tidak meninggalkan ruh
syari’ah. Senada dengan pernyataan di atas, menurutnya, ketika memahami
hukum pidana Islam, teori gradasi layak dipertimbangkan. Demikian halnya
dengan prinsip nasikh wa mansukh, serta kondisi masyarakat sebagai syarat
mutlak dalam pemberlakuan sistem hukum. Yusuf al-Qardhawi

101 Selain asas legalitas, asas-asas hukum pidana terdiri atas asas kesamaan, asas
proporsionalitas, asas personalitas, asas publisitas, dan asas solidaritas. Lihat Roeslan Saleh,
Beberapa Asas Hukum Pidana dalam Perspektif, (Jakarta: Aksara Baru, 1983), him. 24-25.

192 Reformasi hukum pidana merupakan upaya untuk mengganti tatanan hukum pidana
positif (ius constitutum) dengan tatanan hukum pidana yang dicita-citakan (ius constitiiendum).
Penggantian ini perlu segera dilaksanakan oleh pemerintah dan badan legislatif. Lihat Salman
Luthah, “Kebijakan Kriminalisasi dalam Reformasi Hukum Pidana”, Jumal Hukum, No. 11, Vol 6,
Yogyakarta: FH Ull, 1999, him. 1.

103 Jalaludin Rahmat, "Pengantar” dalam 1slam dan Tantangan Modernitas, (Bandung:
Mizan, 1996), him. 16.
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berkomentar, sanksi perzinaan akan efektif diberlakukan sebagaimana yang
diinginkan oleh nash jika masyarakat sempurna memahami agamanya.
Sebaliknya, jika iman masyarakat lemah dan lingkungan tidak mendukung,
seperti wanita banyak mempertontonkan kecantikannya, film-film porno
banyak beredar, adegan perzinaan terbuka lebar di mana-mana, kondisi

seperti ini tidak efektif untuk memberlakukan hukum secara definitif.'*

Sementara sanksi_deliks aan_di Indonesia tidak lagi merujuk
Islam. Sebab, tidak ada

aAmya. Oleh karena itu,

secara tekstual Kepada ketentuan hukum dala

nsial hanya tentang
dianggap sebagai

ini secara nyata

Jahata@n pelakuny tiap:
pen@ Ines

penduduk Muslim Indonesia yang mayoritas Sunni, yakni wali sebagai

rukun dalam perkawinan. Itulah hukum perkawinan Islam yang berlaku di

Indonesia.

Di Indonesia, dengan adanya lembaga resmi yang membuat undang-
undang, segala sesuatu yang berkaitan dengan kebijakan harus diterapkan
menurut mekanisme yang berlaku dan hasilnya mengikat bagi semua warga
negara dan tidak bisa diklaim sebagai produk perorangan atau kelompok.
Kesepakatan tersebut dalam konsep Islam disebut ijma. Maka konsep delik
perzinaan dalam RUU KUHP 2016 secara ruhiyyah sejalan dengan prinsip-
prinsip aturan pidana dalam Islam. Faktor penting yang tidak dapat

104 yusuf al-Qaradawi, Syari‘at’’IslamDitantang Zaman, alih bahasa Abu Zaki,
(Surabaya: Pustaka Progresif, 1983), him. 119-120.
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dikesampingkan adalah asas legalitas dalam penerapan hukum. Secara
substansial, hukum pidana Islam melegitimasi aturan tersebut. Misalnya
kaidah:

AN \-"Jﬂ j‘J’-‘j p‘iﬁu?ﬁyf“@’—jjj g ) (S8
631 Jels Jo Ol Y3 8 5 Y6 3R 1 i ot

Suatu perbuatan atau sikap tidak berbuat tidak bisa dipandang
sebagai suatu jarimah_sebelum adanya nash yang tegas melarang

Peng apanﬁo@lltas d * dapat@hat

dikatakan perbuatan zina.

Berdasarkan ketentuan al-Qur’an surah an-Nur ayat 2, zina tidak
dibedakan antara muhsan dan ghairu muhsan, juga tidak dikenal sebagai
delik biasa atau aduan. Jelasnya, pezina harus dihukum cambuk 100 kali
sebagai balasan melawan ketentuan hukum al-Qur’an. Oleh karena itu,
ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia pezina harus diberikan sanksi
sebagaimana ketentuan al-Qur’an surah an-Nur ayat 2, yakni hukum dera
100 kali dan dilakukan di muka umum.

Adapun lafaz .4 oo &L e iid; pada ayat 2 Surah an-Nur

menggambarkan adanya balasan terhadap kejahatan dan ketika membalas

195 |bn Hazm, Al-lhkam fi Usul al-Ahkam, Juz I, (Beirut: Dar al-Fikr, t.t), him. 52.
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harus diumumkan atau dilakukan di muka umum. Di sini, ada dua aspek

yang hendak dicapai, yakni:

1.  Pemidanaan dimaksudkan sebagai pencegahan kolektif (generale
prevention), yang berarti pemidanaan bisa memberikan pelajaran bagi
orang lain untuk tidak melakukan kejahatan serupa. Contohnya orang
berzina harus didera di muka umum sehingga orang yang melihat
diharapkan tidak i

2. Pemidanaa

dimaksudka al speciale prevention (pencegahan
~ .
I ang y indak pidana setelah

pertaubat d k mengulangi kejahatannya

lagik' Dal pek gk terkanc ilalgtteatment, sebab seseorang
apat diceg-h@rb at ja | ibat dipidana atau
timk Idari%adaran Dribadi ¢ i pidlana.

x

XVI: tentang Tindak#Pidana

Zina dan Perbuatan Cabul. Pasa
() Dipidana karena zina, dengan pidana paling lama 5 (lima) tahun:

a.  Laki-laki yang berada dalam ikatan perkawinan melakukan

persetubuhan dengan perempuan yang bukan istrinya.

b.  Perempuan yang berada dalam ikatan perkawinan melakukan

persetubuhan dengan laki-laki yang bukan suaminya.

c. Laki-laki yang tidak dalam ikatan perkawinan melakukan
persetubuhan dengan perempuan, padahal diketahui bahwa

perempuan tersebut berada dalam ikatan perkawinan;

1% 1bid
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d. Perempuan yang tidak dalam ikatan perkawinan melakukan
persetubuhan dengan laki-laki, padahal diketahui bahwa laki-

laki tersebut berada dalam ikatan perkawinan; atau

e.  Laki-laki dan perempuan yang masing-masing tidak terikat

dalam perkawinan yang sah melakukan persetubuhan.

(2) Tidak dipidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilakukan

penuntutan keedali ats
tercemar. @m&
(3) Terhadap pen En sebaga

(4)

lebih efektif dan efisien. Di sa
sesuai ketentuan hukum pidana Islam, juga lebih efisien karena tidak

pin aplikasi dari pidana badan (fisik)

membebani negara. Kuantitas cambukan sangat relatif, baik alat, kapasitas
alat, bentuk maupun model penerapan. Hukum rajam yang dipahami
sebagian kalangan tidak tepat dilaksanakan, karena zina adalah kejahatan

umum yang diakui semua agama, juga tidak disebut dalam al-Qur’an.

RUU KUHP (Konsep KUHP) mungkin akan membawa perubahan
besar. Hakim tidak harus selalu berpegang erat pada undang-undang.
Hukum adat bisa diadopsi sebagai pidana pokok dalam putusan. Walaupun
dalam konsep KUHP masih berpegang teguh pada asas legalitas yang
tertuang pada Pasal 1 ayat (1) "Tiada seorang pun dapat dipidana atau
dikenakan tindakan, kecuali perbuatan yang dilakukan telah ditetapkan

sebagai tindak pidana dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku
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pada saat perbuatan itu dilakukan”, tetapi dalam ayat 3 disebutkan
"ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mengurangi
berlakunya hukum yang hidup dalam masyarakat yang menentukan bahwa
seseorang patut dipidana walaupun perbuatan tersebut tidak diatur dalam
peraturan perundang-undangan” yang kemudian diterangkan dalam ayat (4)
sepanjang tidak bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila dan atau prinsip-

prinsip hukum umum yang diakui oleh masyarakat dunia.

Dari penjelasan di atas, dapat ditarik pernyataan bahwa perbuatan

ini.

Pasal 486

Setiap orang yang melakukan persetubuhan dengan anak-anak, dipidana
dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 12 (dua
belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Kategori IV dan paling banyak
Kategori VI.

Pasal 487

Setiap orang yang melakukan hidup bersama sebagai suami istri di luar
perkawinan yang sah, dipidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan
pidana denda paling banyak Kategori IV.
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Pasal 488

Setiap orang yang bergelandangan dan berkeliaran di jalan atau di tempat
umum dengan tujuan melacurkan diri, dipidana dengan pidana denda paling,

banyak Kategori I.

Pasal 489

(1)

(@)

pidana penjara palin singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima

belas) tahun.

Pasal 490
Perkosaan

(1) Dipidana karena melakukan tindak pidana perkosaan, dengan pidana
penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 12 (dua belas)
tahun:

a.  Laki-laki yang melakukan persetubuhan dengan perempuan di
luar perkawinan, bertentangan dengan kehendak perempuan

tersebut;
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b.  Laki-laki yang melakukan persetubuhan dengan perempuan di
luar perkawinan, tanpa persetujuan perempuan tersebut;

c.  Laki-laki yang melakukan persetubuhan dengan perempuan,
dengan persetujuan perempuan tersebut, tetapi persetujuan

tersebut dicapai melalui ancaman untuk dibunuh atau dilukai;

d.  Laki-laki yang melakukan persetubuhan dengan perempuan,

(@)

keadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1):

a.  Laki-laki memasukkan alat kelaminnya ke dalam anus atau

mulut perempuan; atau

b.  Laki-laki memasukkan suatu benda yang bukan merupakan
bagian tubuhnya ke dalam vagina atau anus perempuan.

Menurut peneliti, rancangan undang-undang tentang KUHP 2016
merupakan ijtihad besar dan bersejarah dalam memperjuangkan masuknya
nilai-nilai hukum pidana Islam dalam konteks perundang-undangan di
Indonesia. Pembentukan undang-undang selalu dipengaruhi kultur, sosial,

dan moralitas masyarakat yang membentuknya. Di samping itu, KUHP
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sekarang ini yang notabene ditransfer dari KUHP Belanda merupakan
cerminan dari kultur Barat yang individualis dan sekuler. Orang Belanda
waktu itu tidak memandang buruk persetubuhan asalkan tidak terikat
perkawinan. Hal ini tidak cocok dengan nilai masyarakat Indonesia yang
religius. Semua agama melarang perzinaan khususnya Islam yang menjadi
agama mayoritas penduduk di Indonesia. Jadi, nilai-nilai Islam yang

universal seharusnya bisa tertampung dalam perundang-undangan nasional,

I ektif jika diterapkan hukum
cambuk dan pelaksanaaya dserkan sepenuhnya kepada hakim.
Substansi pidananya merujuk kepada jarimah hudud, tetapi pada
pelaksanaannya diserahkan kepada hakim. Namun di sini yang terpenting
adalah perbuatan itu dianggap sebagai tindak pidana karena merupakan
perbuatan yang tidak sesuai dengan prinsip dan moralitas Islam.**” Proses
ini menurut peneliti merupakan upaya strategis legislasi hukum Islam yang

bersifat bertahap dan sejalan dengan kaidah:

2 oo T s e, Kyl
Koz vk d, 36

197 Arskal Salim, "Politik Hukum Pidana Islam di Indonesia: Eksistensi Historis,
Kontribusi Fungsional dan Prospek Masa Depan" dalam Jaenal Aripin dan M. Arskal Salim GP
(ed.), Pidana Islam di Indonesia: Peluang Prospek dan Tantangan, (Jakarta: Pustaka Firdaus,
2001), him. 259.
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Jika sesuatu yang tidak didapat dicapai atau dilakukan seluruhnya,
jangan ditinggalkan seluruhnya (yang mampu dikerjakan).'%®

Kaidah ini mempunyai arti jika hukum pidana Islam belum bisa
diterapkan secara keseluruhan sebagaimana ketentuan dalam al-Qur’an,
bukan berarti ketentuan dalam Islam tentang pidana tidak diterapkan. Akan

tetapi diterapkan berdasar ka wkemampuan dimana hukum pidana Islam

dapat diterapkan. J¥fi€alnya hukum pina Slam di Indonesia hanya baru

atas, sebagaimana tindak pitdanawdin diancam dengan pidana penjara secara

keseluruhan.

Bentuk hukuman alternatif di Indonesia seperti hukuman penjara di
satu sisi dapat dijadikan solusi, karena dalam hukum pidana Islam
pendekatan dalam pelaksanaan hukuman ada dua macam, yaitu jawabir dan
zawajir. Di sisi lain, hukuman yang ditetapkan dalam al-Qur’an perlu
diakomodasi dalam KUHP secara terperinci. Meskipun tidak sampai pada
menghukum rajam bagi pezina muhsan. Jika pendekatan jawabir

menghendaki pelaksanaan secara tekstual berdasarkan nash. Artinya hukum

198 Abd al-Hamid Hakim, Mabadi Awwaliyyah: Usul al-Figh wa al-Qawaid al-Fighiyyah,
(Jakarta; Maktabah Sa'adiyyah Putra, t.t.), him. 44. A. Djazuli, Kaidah-kaidah Fikih: Kaidah-
kaidah Hukum lIslam dalam Menyelesaikan Masalah-masalah yang Praktis, (Jakarta: Prenada
Media, 2006), him. 98. Abdurahman Asy-Suyuti, al-Asybah wa an-Nazair fi al-Furu’, (Beirut: Dar
al-Fikr, t.t.), him. 269;
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harus ditegakkan dengan maksud menebus kesalahan dan dosa si pelaku
kejahatan. Maka pendekatan ini akan berlaku secara universal. Siapa pun
yang melanggar ketentuan al-Qur’an akan dikenakan hukuman berdasarkan
hukum al-Qur’an. Sebaliknya, zawajir lebih melihat bagaimana agar tujuan
dari pemidanaan tercapai, yaitu membuat jera pelaku dan menjadi pelajaran
bagi orang lain untuk tidak melakukan kejahatan serupa.'®®

kardja sebagaimana dikutip oleh

Indonesia sehingga
5 dan filosofis. Hal ini

sosiologis, filosofis, bahKar historfs. Kéberlakuan secara yuridis harus sah,
didukung oleh masyarakat, dan sesuai dengan nilai-nilai dan cita-cita hidup

masyarakat serta memiliki relevansi dengan tradisi hukum masyarakat.

Dasar diadakannya kriminalisasi terhadap delik kesusilaan khususnya
dalam hal ini delik perzinaan karena (fornication) perbuatan zina
bertentangan dengan nilai kesesuaian/kepatutan yang ada di masyarakat,
yakni berkaitan dengan moral. Perbuatan zina dalam mayoritas masyarakat
Indonesia, baik fornication maupun adultery dipandang tidak

patut/mencederai perasaan moral masyarakat.

109 Makhrus Munajat,"Penegakan’ Supremasi- Hukum di Indonesia dalam Perspektif
Islam", dalam Jurnal Asy-Syir'ah, Yogyakarta: Fakultas Syariah IAIN Yogyakarta, 2001, him. 66.



440

2. Transformasi Nilai-nilai Delik Menuduh Zina (Qazf) dan Sanksinya

Qazf adalah suatu pelanggaran karena melakukan tuduhan zina
terhadap seorang Muslim yang akil baligh dan dikenal suci yang tidak dapat
dibuktikan oleh empat orang saksi. Termasuk pelanggaran gazf adalah
setiap orang yang membuat pernyataan secara tegas bahwa orang tertentu
telah melakukan zina atau secara tersirat mengatakan bahwa seseorang

Urdnan_dari individu atau orang tertentu.

bukan orangtua atau b

laki-laki. Ji at pernyataan bersalah
melakukan/ suatu p pernyataan tersebut
terbukti, an dalam pelﬁtaan bersalah  melakukan
- =

pelang an zin

Un ah gazf-ada tiga, yaitu menuduh zina
atau mengingkari r@b n dan bukan pezing;
ada itikad jahat. @Qranc mbuktikan kebenaran

tuduhannya.*® 1 an dalam bahasa yang tegas

(eksplisit), seperti ‘Shai pe ifla”, ata A ‘telah melihatmu berzina™.**!
Sementara itu, terhadap tuha yng erupa sindiran harus ada bukti-bukti
lain yang menunjukkan maksud gazf. Untuk menuduh zina tidak disyaratkan
menggunakan kata-kata tuduhan, tapi cukup dengan membenarkan tuduhan.
Contohnya, A berkata kepada B, "lbumu pezina", kemudian C berkata, "Itu
benar, maka A dan C sama-sama penuduh zina. Namun demikian, dalam
tuduhan disyaratkan sasarannya atau orang yang dituduh harus jelas. Dalam
tindak pidana ini juga disyaratkan adanya gugatan (pengaduan) dari orang

yang terkena tuduhan zina. Pembuktian dalam tindak pidana ini dapat

10 A Djazuli, Figh Jinayah: Upaya Menanggulangi Kejahatan dalam Islam, (Jakarta:
Rajawali Press, 1996), him. 66.
" Ibid., 69.
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diperoleh, baik melalui pengakuan terdakwa maupun alat bukti dua orang

saksi.'t?

Rincian perbuatan yang dapat dikategorikan menuduh palsu zina

adalah sebagai berikut:

1.  Adanya tuduhan zina atau menghilangkan nasab.

yaitu tidak

2. Orang yang dituduh harus muhsan

Orang yang menjadi objek dalam tindak pidana ini adalah
muhsan artinya orang yang terjaga atau orang baik-baik (ihsan) untuk
mazquf (tertuduh). Dasar hukum untuk syarat di atas adalah:

12 1hid., him. 66-67.



442

z

/~///.‘ “’/5; 1 fz/ 9/ f{ -7 5 237 - "7/ - '{J/
dks wnl 50 A D ciasdl ooy ol
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Q)_n.w_a.ll

Dan orang-orang yang menuduh wanita-wanita yang baik-
baik'*® (berbuat zina) dan mereka tidak mendatangkan empat

o

mu terima kesaksian mereka
itulah orang-orang yang

1 wanita yang baik-
t zina), mereka kena
mereka azab yang

"yang dimaksud ihsan adalah al-iffah
mina al-zina (bersih dari zina). Pendapat lain lafad muhsan diartikan
al-hurriyah (merdeka), sedangkan dalam surah an-Nur ayat 23, arti
muhsanat adalah al-ghafilat (lengah) diartikan al-'afaih (bersih) dan
diartikan juga al-mu'minat (mukmin) artinya muslimah. Dari kedua
ayat itu disimpulkan bahwa syarat ihsan bagi magzuf adalah iman

(Islam), merdeka, dan iffah (bersih).**’

113 Maksud wanita-wanita yang baik di sini adalah wanita-wanita yang suci, akil baligh,
dan muslimah.

14 Q.S. an-Nur (24): 4.

15 Maksud dari wanita-wanita yang lengah ialah wanita-wanita yang tidak pernah sekali
juga teringat oleh mereka akan melakukan perbuatan yang keji itu.

116 Q.S. an-Nur (24): 23.

17 Ahmad Wardi Muslih, Hukum Pidana Islam, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), him. 65.
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3. Adanya Niat Melawan Hukum (al-qgasd al jina’i)

Unsur melawan hukum dalam tindak pidana pencemaran nama
baik terpenuhi jika qazif tahu bahwa perbuatan itu dilarang dan jika
dilakukan bertentangan dengan hukum. Ketentuan ini didasarkan
kepada ucapan Rasulullah Saw. kepada Hilal ibn Umayyah ketika ia
menuduh istrinya berzina dengan Syarik ibn Sahma:

hukum®®  m upakan bentuk

se orang,'%nya en
atan mé@«an sgsuatu yang dilarang

ang arusnya. dikerjakan dengan

adanya tiga f

a.  Adanya perbuatan yang dilrang untuk dikerjakan atau perintah

untuk dikerjakan.

b.  Adanya sikap berbuat atau tidak berbuat dan atas kehendak atau

kemauan sendiri

c. Pelaku mengetahui akibat-akibat dari perbuatan yang
dilakukan.**®

Dengan adanya syarat di atas, dapat dipahami bahwa yang dapat
dibebani hukum adalah manusia sebagai subjek hukum dan harus memenuhi

18 Ahmad Hanafi, Asas-asas Hukum Pidana Islam, (Jakarta: Bulan Bintang, 1967), him.
154.
119 Abd Qadir Awdah, at-Tasyri'"....., Juz I. him. 380.
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syarat-syarat tertentu, seperti dewasa, berakal, dan atas kehendak sendiri
(bukan adanya paksaan). Syarat-syarat lain dan berkait adalah mengenai
sifat melawan hukum. Sifat melawan hukum merupakan unsur jarimah
sebagaimana telah diuraikan pada subbab unsur-unsur jarimah. Unsur
melawan hukum tidak selamanya disinggung secara jelas dalam ayat.
Adakalanya bersifat larangan yang tegas, adakalanya bersifat pengecualian

(terkecuali dengan hak) seperti dalam firman Allah:

‘melawan hukum sehingga
| pertanggungja | pidana ada pada surah an-
Nur ayat 2. Ayat ini mea akan adanya pertanggungjawaban pidana
bagi pezina yakni dicambuk 100 (seratus) kali. karena sebelumnya adanya
peringatan tentang larangan zina, yakni ayat 3 155 ¥; (surah al-Isra” ayat:
32), maka ketika ada larangan kemudian terjadi perbuatan yang melanggar
hukum, sementara orang tersebut mengetahui akibat-akibatnya, di sinilah

letak melawan hukum sehingga pelaku dapat dipidana.

Berikutnya adalah surah al-Maidah ayat 33. Dari ayat tersebut dapat
diketahui sifat melawan hukum dari delik itu sendiri, yakni bagi siapa yang
memerangi hukum Allah dan Rasul-Nya, maka baginya adalah hukum
bunuh, disalib atau dipotong tangan dan kaki secara bersilang atau

diasingkan.

1203.S. al-Isra" (17): 33.
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Sementara dari surah al-Maidah ayat 38 diketahui adanya unsur
melawan hukum dari sifat delik itu sendiri seperti diungkapkan oleh
Syarbini al-Khatib bahwa unsur pidana dalam delik pencurian dapat dilihat
dari sifat kezaliman seseorang yang mengambil harta orang lain. Pengertian
ini dilihat dari definisi yang dibuatnya bahwa mencuri adalah mengambil

harta secara sembunyi-sembunyi dengan cara aniaya atau zalim dari tempat
121

persembunyiannya dengan syarat tertentu.

Di dalam g ur’an, delik menuduh zima ditegaskan bahwa fitnah

dalam persoalan:} goUWketertiban masyarakat.

Bahkan, pala saat ang berkai ik Thi turun (Q.S. an-Nur
e = *

' ena ketidak jelasan

hukum 4

karena fithah , . chukafrena itu, @alam Denerapannya sangat

pantas ditetapkan bés nYamkejadian pefistiwanya lebih awal

dibandingka dengan nashmyang, mengaturnya.*Setelah adanya ketegasan

ini tampaknya sepele sehingga lontaran atau tuduhan terhadap orang lain
berbuat zina (keji) menjadi hal biasa. Bahkan dalam kasus perceraian
dengan alasan zina bukan hal yang tabu untuk dibeberkan di muka umum.
Hal ini dikarenakan tidak ada sanksi tegas, baik dalam kasus perzinaan atau
tuduhan terhadap perzinaan.

Islam menghukum orang yang menuduh zina tanpa bukti yang kuat
dengan 80 kali cambukan dan tidak menerima persaksiannya sampai dia
bertaubat. Pemberian hukuman ini tidak hanya karena kebohongannya,

tetapi juga karena pencemaran nama baik orang yang dituduh. Hukuman

121 Syarbini al-Khatib, Mughni al-Muhtij, Juz IV, (Beirut: Dar al-Fikr, t.t.), him. 158.

122 Ahmad Hanafi, Asas-asas..., him. 85.

12 Orang yang dicambuk adalah’’kaum’' munafik yang bernama Hizah, dan Hilah.
Demikian menurut pendapat yang dikutip as-Sayid Sabiq, Figh..., Juz I, him. 377.
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bagi penuduh zina adalah hukuman fisik, yaitu 80 (delapan puluh) kali
cambukan dan hukuman nonfisik dengan tidak menerima persaksiannya.
Hal ini menunjukkan supaya orang tidak semena-mena dan gampang
menuduh zina orang lain serta orang yang telah melakukan agar tidak
mengulangi perbuatannya. Dihukum 80 (delapan puluh) kali cambukan
karena memang dosa penuduh zina lebih kecil daripada pelaku zina, dan

tidak diterima persaksiannya karena kalau ia tidak bertaubat berarti

beberapa pasal:

Pasal 530

(1) Setiap orang yang dengan lisan menyerang kehormatan atau nama
baik orang lain dengan cara menuduhkan suatu hal, dengan maksud
supaya orang lain tercemar dipidana 1 (satu) tahun atau pidana denda

paling banyak Kategori II.

(2) Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan
dengan tulisan atau gambar yang disiarkan, dipertunjukkan, atau

ditempelkan di tempat umum, pembuat tindak pidana dipidana karena

124 Ali Ahmad Al-Jurjawi, Hikmah'Al-Tasyri'wa Falsafatuhu, (Beirut: Dar al-Fikr, t.t.),
him. 299-300.
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pencemaran tertulis, dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun
atau dipidana denda paling banyak Kategori Il1.

Tidak merupakan pencemaran atau pencemaran tertulis, jika perbuatan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) nyata-nyata

dilakukan untuk kepentingan umum atau karena terpaksa untuk

membela diri

fitnah, dengan pidana

Kategori IV.

Pembuktian kebenaran tuduhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
hanya dapat dilakukan dalam hal:

a.  Hakim memandang perlu untuk memeriksa kebenaran tuduhan
tersebut guna mempertimbangkan keterangan terdakwa bahwa
terdakwa melakukan perbuatan tersebut untuk kepentingan

umum atau karena terpaksa membela diri; atau

b.  Pegawai negeri dituduh melakukan suatu hal dalam menjalankan

tugas jabatannya.

Pembuktian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat
dilakukan, jika hal yang dituduhkan tersebut hanya dapat dituntut atas

pengaduan, dan pengaduan tidak diajukan.
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Mestinya dalam kasus qazf lebih efektif jika diterapkan hukum
cambuk dan pelaksanaannya diserahkan sepenuhnya kepada hakim.
Substansi pidananya merujuk kepada jarimah hudud, tetapi pada
pelaksanaannya diserahkan kepada hakim. Setidaknya, ada materi khusus

yang menyatakan bahwa menuduh wanita baik-baik berbuat zina atau

dengan moral ',  . i i an tersebut pelaku dapat
dikenakan sanksi.

: } tidak sesuai dengan
prinsip da mo@lslam  ini ' peneliti merupakan

Penerapan kaidah tersebut, jika dikaitkan dengan hukuman cambuk
bagi si gazif sebagaimana ketentuan al-Qur’an adalah delapan puluh kali
cambukan. Namun demikian, dengan memperhatikan substansi, struktur dan
kultur hukum di Indonesia, maka belum diterima oleh semua lapisan
masyarakat. Ketidaksempurnaan penerapan hukuman sesuai ketentuan al-
Qur’an tidak berarti hukuman itu harus ditinggalkan, sebagaimana orang
yang akan mengerjakan shalat belum bisa membaca surah al-Fatihah, tetapi

baru bisa membaca basmalah, maka dia tetap wajib mengerjakan shalat

25 Arskal Salim, "Politik Hukum Pidana Islam di Indonesia: Eksistensi Historis,
Kontribusi Fungsional dan Prospek Masa Depan" dalam Jaenal Aripin dan M. Arskal Salim GP
(ed.), Pidana Islam di Indonesia: Peluang Prospek dan Tantangan, (Jakarta: Pustaka Firdaus,
2001), him. 259.

126 Abdul Hamid Hakim, Mabadi' Awwaliyyah, (Jakarta: Sa’adiyah Putra, t.t.), him. 44.
A. Djazuli, Kaidah-kaidah Fikih: Kaidah-kaidah'Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-
masalah yang Praktis, (Jakarta: Pranada Media, 2006), him. 98.
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meskipun tidak sempurna rukunnya. Secara hukum (taklif), dia wajib
mengerjakan shalat sesuai dengan, kemampuan yang ia miliki. Hal ini

sejalan dengan kaidah:

syl Lai ¥yl

Sesuatu yang mudah tidak gugur dengan sesuatu yang sulit.*?’

Kaidah-kaidz atas melegitimasi béffakunya hukum pidana Islam di

Indonesia  berdasarkan ke maksimal para mujtahid untuk

L TR L4
mengimplementasikanaya: Prinsip i kan oleh Hadis Nabi:

) I

mu sekali@n deng
ampu.kalian.*?
=)

suatu perintah,

ak pidana pencemaran
ah. Konsekuensi hukumnya
: S ada perincian tegas dalam
aturan hukum sebagaima 1 dalafh pasal-pasal di atas. Pasal-pasal di atas,

sebagaimana tindak pidana lain diancam dengan pidana penjara.

Bentuk hukuman alternatif di Indonesia, seperti hukuman penjara
dapat dijadikan solusi. Hal ini karena dalam hukum pidana Islam,
sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, mengenal dua pendekatan, yaitu
jawabir dan zawajir. Dalam pengintegrasian hukum pidana Islam ke dalam
hukum pidana nasional, pendekatan jawabir dan zawajir patut
dipertimbangan. Artinya jika dengan pendekatan zawajir (hukum minimal)

tujuan penerapan sanksi dapat tercapai, maka pendekatan jawabir (hukum

127 A Djazuli, Kaidah-kaidah Fikih.., him:98:
128 Hadis riwayat Baihagi dan lbn Abbas.
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maksimal) yang disebutkan secara eksplisit dalam nash tidak pelu lagi

diterapkan.'?®

Terkait masalah tuduhan zina secara umum yang menyangkut hukum
publik. Islam mengatur penuduh palsu zina yang terjadi antara suami istri.
Dalam Islam, disebut /i’an. Li’an merupakan tuduhan zina dengan sumpah
yang dilakukan oleh seorang suami terhadap istrinya, sedangkan istrinya
dengan sumpah menolak . tuduha ersebut. Baik tuduhan maupun

penolakan, dibuat’ lengucapkan kata-kata yang
menurut hu 5 ctikan li'an. Suami yang
melakukan tuduha&@us m at kalifisecara berturut-turut

' aistr&yatela melaik
i engulangi kat@ta tuduhan empat kali, dia
rbun)@'Kutun Allah akan jatuh

melakukan tuduhan terhad saa“

Apabila pasangan yang menikah menggunakan [/i’an untuk
menyelesaikan suatu tuduhan zina di antara mereka, maka suami tidak akan
bersalah karena mengqazf istri dan keduanya harus bebas dari hukuman
untuk pelanggaran tersebut. Tetapi, pernikahan mereka akan bubar secara
otomatis dan hakim akan memberikan perintah sesuai dengan hal tersebut.
Pasangan tersebut selamanya tidak dapat menikah lagi satu sama lain dan
apabila mereka setelah itu melakukan hubungan seksual, perbuatannya

adalah tindakan zina.**

129 Arskal Salim, "Politik Hukum Pidana Islam..., him. 261.
3% Topo Santoso, Membumikan Hikum Pidana Islam: Penegakan Syari’at Islam dalam
Wacana dan Agenda, (Jakarta: Gema Insani Press, 2003), him. 243. Pasal Rekomendasi.
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Penelitian ini mencoba menawarkan guna mensikapi paradigma
negatif dengan mendeskripsikan hukum pidana Islam secara komprehensif,
yakni kajian yang tidak terbatas pada tataran normatif, tetapi lebih ke arah
kajian kontekstual. Kajian ini lebih menitikberatkan pada asas-asas hukum
pidana Islam dan relevansinya untuk setiap ruang dan waktu serta aspek
perlindungan hak-hak asasi manusia. Persoalan yang tidak kalah pentingnya

dalam kajian ini adalah bagaimana mengobjektivikasikan hukum pidana

Islam sekaligus n busi terhadap pembangunan
hukum nasional guna m kriminal.**

Dalar masal\%} sim eberapa konsep pemikiran
Islam yang pat diimplementasikan
dalam RUU KUE 2016 a (terutama yang
terkait d _ uatu jenis pidana)
Dalam masalah inigF UHR«20 6 men@g me etapkan jenis pidana
menuduh ;'_ i ang eksep onal (di luar stelsel

3. Perluasan Makna Delik Perzinaan dalam RUU KUHP 2016

Delik perzinaan dalam RUU KUHP 2016 sebagaimana yang telah
dijelaskan sebelumnya, telah mengalami perkembangan ke arah
kriminalisasi delik fornication atau zina di luar perkawinan. Artinya, sesuai
dengan pembahasan ini, hubungan persetubuhan di luar perkawinan yang
sah yang dalam hukum positif Indonesia tidak dipidana, Kini dijadikan
bagian dari delik perzinaan sebagaimana tertera dalam Bab XVI tentang
Tindak Pidana Kesusilaan Bagian Keempat mengenai Delik Zina dan
Perbuatan Cabul pada pasal 483 RUU KUHP 2016, rumusan pasal tersebut
yakni:

131 Topo Santoso, Membumikan Hukum' Pidana Islam, (Jakarta : Gema Insani, 2003),
him. XV.
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1. Dipidana karena zina, dengan pidana penjara paling lama 5 (lima)
tahun:

a.  Laki-laki yang berada dalam ikatan perkawinan melakukan

persetubuhan dengan perempuan yang bukan istrinya;

b.  Perempuan yang berada dalam ikatan perkawinan melakukan

persetubuhan dengan laki-laki yang bukan suaminya;

penuntutan kecuali atas p gaduan suami, istri, atau pihak ketiga yang

tercemar.

3. Terhadap pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak
berlaku ketentuan pasal 25, pasal 26, dan pasal 28.

4.  Pengaduan dapat ditarik kembali selama pemeriksaan di sidang
pengadilan belum dimulai.**?

Rancangan KUHP 2016 inilah yang menjadi rancangan terbaru KUHP
sampai sekarang. Perkembangan yang dapat dilihat mengenai delik

perzinaan yang semula dalam hukum positif hanya mempidana adultery,

132 Konsep RUU KUHP 2016, him. 123.
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tetapi sejak adanya kriminalisasi terhadap perbuatan pidana melakukan
hubungan persetubuhan di luar nikah yang menyebabkan hamilnya
perempuan dan laki-laki tidak bersedia mengawini, kemudian berkembang
lagi delik ke arah kriminalisasi terhadap hubungan persetubuhan antara laki-
laki dan perempuan yang masing-masing tidak terikat hubungan perkawinan
yang sah.

pasal 48 :
Suat perllal@nken an ancaman pl® apabila perilaku itu
dipandang @ pat asyarakat. Dalam hal

"pahkan buruk” daldm varaki etapi ‘karena tingkat ancamannya
dipandang tidak terlalu ber, aa tik dirumuskan sebagai suatu tindak
pidana. Menurut Oemar Seno Adji, hal semacam ini juga mencerminkan
bentuk atau kualitas hubungan antara hukum pidana dan ukuran-ukuran

moral (moral standar).'**

Tindak pidana kesusilaan pada dasarnya, dapat dirumuskan sebagai
tindak pidana yang berhubungan dengan perilaku seksual. Hal ini karena
perilaku seksual merupakan bentuk perilaku manusia yang sangat pribadi.

Maka mudah dipahami jika perumusan tentang perilaku ini tidak mudah

13 Barda Nawawi Arief, Buku Il: Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana
“Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru”, (Jakarta: Kencana, 2011), him. 260-261.

134 Oemar Seno Adji, Delik-delik Khusus dalam Masyarakat yang Mengalami
Modernisasi, Makalah pada Seminar Perkembangan Delik-delik Khusus dalam Masyarakat yang
Mengalami Modernisasi. Diselenggarakanoleh ‘Badan' Pembinaan Hukum Nasional di Surabaya,
25-27 Februari 1998.
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dibandingkan dengan perilaku-perilaku melanggar hukum pidana lainnya.
Misalnya tindak pidana terhadap nyawa atau harta benda, terutama
dikaitkan dengan nilai-nilai setempat. Kitab Undang-undang Hukum Pidana
(KUHP) yang pada awalnya diselesaikan pada akhir abad ke-19 oleh suatu
komisi di Belanda, lebih mencerminkan nilai-nilai di Negara Eropa pada era

itu daripada nilai-nilai Indonesia (atau, Hindia Belanda, pada saat itu).'*

Akan tetapi hal ini arti_bahwa seluruh nilai yang termuat

dalam perumusan tindak pidana pada Kitab ini bertentangan dengan nilai-

nilai yang
seluruh duni

selain te antungada J
kesigapan enega%}(um.

anak di bawah umur akan emeas spanjang hidupnya. Sebagai perilaku
yang berhubungan dengan masalah seksual, tindak pidana kesusilaan dalam
konstruksi hukum pidana, sebagaimana dirumuskan dalam Bab X1V KUHP.
terdiri atas beberapa jenis yang pada pokoknya mencakup:

a.  Merusak kesopanan di muka umum
b.  Pornografi
c.  Perzinaan

d. Perkosaan

135 Harkristuti Haerkrisnowo. “Tindak Pidana Kesusilaan dalam Perspektif Kitab Undang-
undang Hukum Pidana" dalam Jaenal Aripin‘dan“M. Arskal Salim GP (ed.), Pidana Islam di
Indonesia: Prospek, Peluang dan Tantangan, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2001), him. 179.
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e.  Perbuatan cabul
f.  Perdagangan perempuan dan anak laki-laki

g.  Pengguguran kandungan.

Selain itu, terdapat beberapa jenis tindak pidana yang tidak ada

c.  Sebagai tindakan pribadi yang konsensual, yang hanya melibatkan dua
orang, apabila hal ini merupakan orang ketiga, maka tindakan ini
hanya dapat diruntut atas keinginan orang ketiga tersebut. Karena hal
itu menyangkut kehormatannya (misalnya suami-istri dalam kasus

perzinaan);

d.  Anak-anak atau orang di bawah umur harus dilindungi dari segala
bentuk tindakan yang berkenaan dengan seksualitas. Apakah berupa
eksposur pada materi pornografi maupun tindakan fisik, baik yang
dilakukan dengan kekerasan, dengan bujukan, atau pun atas dasar

persetujuan anak itu sendiri;

136 .M. Bemellen, Hukum Pidana’3: Bagian Khusus Delik-delik Khusus, (Bandung: Bina
Cipta, 1968), him. 176.
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Wanita harus dilindungi dari tindak seksual yang dilakukan melalui
kekerasan/ancaman kekerasan, atau ketika ia sedang pingsan atau tak

berdaya.

Wanita dan anak-anak lelaki harus dilindungi dari tindak perdagangan

manusia;

Orang-orang yang menyalahgunakan hubungan kekuasaannya

an perbuatan cabul; atau
g lain dengan anak yang ada

diperberat ancaman

Konsep perzinaan yg diatur dalam Pasal 284 KUHP, dengan jelas
merumuskan bahwa hubungan seksual dalam pernikahan hanya
merupakan suatu kejahatan apabila antara atau salah satu pelakunya
adalah orang yang terikat dalam perkawinan dengan orang lain.
Hubungan seksual di luar perkawinan, antara dua orang yang sama-

sama lajang sama sekali bukan merupakan tindak pidana perzinaan.
Hubungan seksual antar orang dewasa yang sama jenis kelaminnya

Tindakan yang dilarang adalah perbuatan cabul oleh orang dewasa
dengan orang yang belum dewasa dari jenis kelamin yang sama; tidak
pula diatur bagaimana bila kedua pelaku sama-sama di bawah umur.

Hubungan incest atau kawin sumbang
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Hubungan ini terjadi antara dua orang dalam keluarga batih. Ada
ketentuan yang dapat digunakan untuk mengatasi masalah incest yang

menyangkut Pasal 294 (tentang melakukan perbuatan cabul).

Apabila dikaitkan dengan nilai-nilai yang dipegang oleh masyarakat

Indonesia jelas bahwa perilaku-perilaku di atas melanggar nilai-nilai.

ada
-’ ;
an prik

>

Apabila dikaitkan dengan kondisi saat ini, sejumlah perubahan harus
dilakukan untuk menyadarkan KUHP dengan berbagai perkembangan yang
telah ada. Kalau perlu, kita mencontoh apa yang berlaku di luar negeri, tentu
dengan menyesuaikannya dengan nilai-nilai dan norma-norma, masyarakat

Indonesia. Beberapa perubahan yang diusulkan, misalnya:
1.  Perluasan konsep perkosaan, sehingga mencakup:

a.  Tidak hanya dibatasi pada laki-laki sebagai pelaku dan wanita

sebagai korban;

b.  Tidak hanya dibatasi pada korban perempuan;



458

c.  Tidak hanya dibatasi pada perempuan yang bukan istri pelaku,
tetapi termasuk juga istri pelaku yang lebih dikenal dengan

nama marital rape;

d.  Saran, yang dipakai tidak dibatasi pada kekerasan atau ancaman

kekerasan tapi juga tipuan (deceit); dan

e.  Korbannya bukan h nya orang yang sadar atau pingsan, tetapi

Tindak pidana perzinaan seharusnya memiliki sanksi yang berat,
karena menggangu perasaan kesusilaan masyarakat. Tindak pidana tersebut
membuat banyaknya anak yang terlantar karena banyak wanita hamil di luar
nikah dan menyebabkan maraknya tindakan aborsi yang merupakan
tindakan pelanggaran terhadap hak asasi manusia. Hukuman/sanksi yang
terdapat dalam RUU KUHP 2016 terhadap tindak pidana perzinaan dinilai
sudah bagus karena sudah lebih berat dibandingkan dengan ketentuan yang

terdapat dalam KUHP. Hukum pidana Islam yang menerapkan hukuman

37 Dalam rancangan KUHP, sebagian dari usulan ini sudah ada, akan tetapi masih perlu
diperluas dan dipertegas sehingga tidak menimbulkan kesulitan dalam penafsirannya kelak oleh
petugas penegak hukum.

38 Harkristuti Haerkrisnowo. “Tindak Pidana Kesusilaan dalam Perspektif Kitab
Undang-undang Hukum Pidana" dalam Jaenal” Aripin-dan M. Arskal Salim GP (Ed.), Pidana
Islam di Indonesia: Prospek, Peluang dan Tantangan, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2001), him. 191.
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rajam dan cambuk bagi pelaku zina juga dinilai cukup efektif bila
diterapkan karena dapat membuat orang yang akan melakukan tindak pidana
perzinaan akan berpikir dua kali untuk melakukannya karena sanksinya
sangat berat. Seharusnya delik yang diterapkan dalam tindak pidana
perzinaan adalah delik biasa/umum bukan delik aduan absolut. Seharusnya
tindak pidana perzinaan dihukum lebih berat dari yang diterapkan dalam

KUHP, karena merusak moral bangsa, seperti halnya tindak pidana narkoba

norma-norma tersebut dalam bentuknya yang paling sempurna tanpa

mencerna dan mengubah namanya.

Respons al-Qur’an terhadap kehidupan masyarakat jahiliyah saat itu
dapat dibagi menjadi tiga bagian. Pertama, mempertahankan suatu tradisi
yang dimiliki masyarakat jahiliah, misalnya hukum potong tangan bagi
pencuri, baik laki-laki maupun perempuan. Artinya, hukum potong tangan
bagi pencuri sudah dikenal di tengah masyarakat Arab pra-Islam yang
kemudian dipertahankan oleh Islam. Secara substansial dan material, tidak
ada perbedaan antara hukum potong tangan yang berlaku pada masyarakat
Arab jahiliyah dan hukum potong tangan yang ditetapkan oleh Islam.
Kalaupun ada yang berbeda, hanyalah sumbernya. Hukum potong tangan
yang diberlakukan masyarakat Arab pra-Islam bersumber dari tradisi

masyarakat yang sudah berjalan ratusan tahun. Ketika Islam turun, hukum
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tersebut dipertahankan dengan mengalinkan sumbernya dari tradisi
masyarakat Arab pada wahyu Allah Swt. (al-Qur’an).

Kedua, al-Qur’an mempertahankan sebagian dari tradisi pra-Islam dan
menolak sebagian lainnya, misalnya dalam hukum poligami. Poligami bisa
berarti poliandri (seorang perempuan bersuami lebih dari satu) dan poligini

(seorang laki-laki beristri lebih dari satu). Poligami dalam arti pertama

utangnya. Jika demikian, a dipa dan dijadikan budak. Tidak jarang

pula yang dirampas adalah istri atau anak-anak perempuannya. Dengan
demikian, perbudakan pada masyarakat Arab pra-Islam terkait erat dengan
sistem ekonomi yang berlaku. Islam mengharamkan riba dan
memberlakukan pinjam-meminjam dengan sistem mudzarabah (bagi hasil).
Selanjutnya Islam mengatasi perbudakan yang menjadi akibat sistem riba
dengan kewajiban membebaskan budak sebagai hukuman atas pelanggaran-
pelanggaran tertentu. Misalnya, tebusan untuk suatu pembunuhan atau
denda bagi orang yang melakukan hubungan seksual dengan suami atau istri
di siang hari bulan Ramadhan.™® Karena sifatnya yang selalu berdialektika

dengan realitas, tradisi keagamaan dapat berubah sesuai konteks sosial dan

139 Khalil Abdul Karim, Syariah Sejarah, Perkelahian, Pemaknaan, terj. Kamran As'ad
dari judul asli al-Juzur at-Tirikhiyyah li“asy-Syari'ah @al-Islimiyyah, (Yogyakarta: LKiS, 2003),
him. 86.
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kultural suatu masyarakat. Dalam konteks Indonesia, Islam yang baik adalah
yang memahami kebutuhan-kebutuhan masyarakat Indonesia.

Ada sebagian orang mengatakan bahwa budaya bersumber dari akar
historis, sedangkan wahyu bersumber non-historis, yaitu Allah Swt.
Pandangan seperti itu meletakkan seolah-olah antara budaya dan wahyu

saling bertentangan. Sumber wahyu memang a-historis, tetapi ketika Allah

elalui bahasa budaya
I, karena Allah tidak

ayang historis kalau

S historis.**  Sebab

Islam. Umar ibn aI-Khatt ug rna tidak menerapkan hukuman potong
tangan ketika terjadi era kelaparan.'** Argumentasi lain mengatakan bahwa
hukuman tidak diterapkan karena pencurian dilakukan oleh orang yang
terdesak untuk mencari makan'* asas legalitas dalam hukum potong tangan
yang terjadi pada musim paceklik.'*® Sikap Umar bukan mengkhianati
hukum Allah, melainkan semangat menangkap ruh syari’at Islam dengan
pemahaman yang kontekstual. Hal senada juga dilakukan oleh Rasulullah
jauh sebelum peristiwa tersebut, yakni ketika Rasulullah tidak menghukum

9 Ipid.

1 Subhi Mahmashani, “Falsafat al-Tasyri’ fi al-Islam”, terj. Adri Ahmad Sudjono,
Filsafat Hukum dalam Islam, (Bandung: al-Ma’arif, 1981), him. 69.

142 Amir Syarifuddin, Pembaharuan Pemikiran dalam Hukum Islam, (Padang: Angkasa
Raya, 1993), him. 98.

3 |bn al-Qayyim, I’lam al-Muwaqqi’in ‘an Rabb al-Alamin, (Beirut: Dar al-Fikr, 1977),
him. 22; Subhi Mahmasani, Falsafah at-Tasyri’ fi al-Islam, (Mesir: Dar al-Qalam, 1945), him.
167.
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apa-apa bagi pencuri buah-buahan yang dimakan di tempat.*** Ini bukti
bahwa hukum Islam tidak tertutup bagi mujtahid untuk dijtihadi, sehingga

hukum berperan sesuai dengan tujuannya, yakni maslahat ammah.**

Ada bahan yang perlu direnungkan bersama, yakni perkataan Nabi

Muhammad Saw.:

f ,\.de\j»bumaj

an umat sebelum kamu

mpah demi Allah
ri niscaya akan

Sanksi tegas dan peneganya sangat didukung untuk menciptakan
masyarakat yang berkeadilan. Ada beberapa faktor yang selalu
dipertimbangakan oleh seseorang sebelum melakukan tindak kejahatannya.

Carrol merumuskannya sebagai berikut:

SU= (P(S)XG) -(P(F)XL)

SU = Subjectivity Utility, yaitu pertimbangan si pelaku tindak
kejahatan, apakah akan melaksanakan atau tidak tindak kejahatan yang
direncanakan. Secara garis besar, keputusan yang ia buat hanya ada dua
keputusan: dilaksanakan atau tidak.

Y4 Abu Yusuf, ar-Rad ‘Ala Siyar al-Auza’i, (Mesir: Dar al-Qalam, 1357 H), him. 50.
145 Abdul Wahab Khalaf, ‘7im Usul al“Figh, (Kairo: Dar al-Qalam, 1990), him. 198.
148 |mam al-Bukhari, Sahih al-Bukhari, Juz IV, (Beirut: Dar al-Fikr, t.t.), thn. 48.
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P (S) = Probability of Success, yaitu pertimbangan pelaku tentang
sejauh mana perbuatan jahat yang direncanakan akan berhasil atau sukses.

G = Gain, yaitu pertimbangan besar kecilnya keuntungan yang akan
diperoleh jika kejahatan yang direncanakan berhasil atau sukses.
Keuntungan ini bersifat materi seperti harta benda dan barang-barang

berharga lainnya dan pula berupa keuntungan psikologis, seperti kepuasan

Yobability of F
S

-

Banyak hal dapé ' pe ' engal ind: ejahatan. Faktor P (S) dan P
(F) sangat tergantung papet s kmanan dan penegak hukum, yakni
keaktifan, kesungguhan hati, dan sikap pro-aktif masyarakat dalam
mencegah tindak kejahatan. Selain itu, sistem tata kota juga sangat
berpengaruh pada besar kecilnya tindak kejahatan. Faktor L sangat
dipengaruhi oleh kepastian hukum. Semakin berat hukuman dan semakin
pasti hukuman, semakin kecil keberanian orang untuk melakukan tindak
kejahatan. Maka, yang dibutuhkan adalah tidak sekadar ancaman, tetapi
bukti. Interaksi antara pertimbangan sukses dan gagal, antara keuntungan

yang diperoleh dengan kerugian yang akan didapat sangat menentukan

147 Jamaludin Ancok, “Efektifitas’Hukum Pidana Islam”, Makalah tidak diterbitkan,
(Yogyakarta: Fak Hukum UII, 1992), him. 5-6.
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kemungkinan timbulnya kejahatan. Semakin besar kemungkinan untuk
gagal semakin kecil orang untuk melakukan tindak kejahatan.*®

Ancaman dalam hukum pidana Islam yang tegas dan dibarengi dengan
penegakan hukum yang nyata akan mengurangi dan dapat menekan angka
kriminalitas di tempat masyarakat hukum itu ditegakkan. Berangkat dari

pemahaman norma-norma hukum pidana Islam, maka kriteria sanksi dalam

tangan b bagi opangtua ya i anaknya, pembantu
mencutifharta tu ya, per ria&i '

mengurangi hukuman terut, api idak boleh melebihi ketentuannya.
Dengan demikian, hukum potong tangan boleh diganti dengan hukuman lain
yang lebih rendah, tetapi tidak boleh diganti dengan hukuman yang lebih
tinggi.*® Jika ternyata kejahatannya lebih tinggi dari kasus pencurian,
hukuman yang diterapkan adalah delik hirabah. la secara tegas menyatakan

dalam teori halal al-hadd al-a'la (batas maksimal).

Q.S. al-Maidah ayat 38 menjelaskan bahwa hukum potong tangan

adalah hukuman yang tertinggi dalam Islam.*** Artinya seorang pencuri jika

% Ibid., him. 7.

9 Fazlur Rahman, Metode dan Alternatif Neomodernisme dalam Islam, (Bandung:
Mizan, 1986), him. 60.

%0 Muhammad Syahrur, al-Kitab wa al-Qur’an: Qira’ah Mua’sirah, (Damaskus: al-
Ahali li at-Taba’ah wa an-Nasr wa at-Tawzi”, 1990), hlm. 455.

! Ibid., him. 455-456.
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telah terbukti terpenuhi syarat-syarat dan telah sampai ke tangan hakim,
maka hukuman yang diterapkan berdasarkan al-Qur’an adalah hukum
potong tangan. Hukum ini, menurut Syahrur adalah batas tertinggi dalam al-
Qur’an. Artinya hakim boleh meniadakan hukum potong tangan jika ada

alasan yang mengharuskan untuk menghindarinya.

Pengecualian hukum potong tangan (penyimpangan nash) dapat

enghindari hukum

dipaksa, sebagaimana

Berdasarkan ketentuan aI-Qur’a, praktik tindak pidana pencurian

dikenakan berbagai alternatif hukuman:

1.  Potong tangan

Hukum potong tangan diterapkan jika memahami ayat al-Qur’an
surah al-Maidah ayat 38 secara hakiki. Pencuri profesional, mencuri
untuk kekayaan, untuk berfoya-foya, bahkan melakukan kejahatan
untuk modal melakukan kejahatan berikutnya, misal mencuri untuk
modal memberi minum-minuman keras, mabuk, dan meresahkan dan

mengganggu ketenteraman masyarakat. Mencuri sebagai modal untuk

152 Asimuni A. Rahman, Qaidah-gaidah Figh, (Jakarta: Bulan Bintang, 1968), him. 86.
158 1pn al-Qayyim, I’lam al-Muwaqqiin...., Juz 111, him. 22.
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melacur, main perempuan, mencuri untuk modal berjudi. Pencuri pada
tingkat ini biasanya tidak segan melakukan kekerasan terhadap
korbannya. Tindakan yang masuk pada kategori kejahatan ini adalah
pembegal, perampas (penjambret), perampok, perompak, pembajak,
bisa diberlakukan sanksi sesuai dengan ketentuan al-Qur’an surah al-
Maidah ayat 33 dan 38. Pertimbangan peneliti, kejahatan semacam ini

sangat merusak tatanan kehidupan manusia yang paling prinsip karena

bertentanga v
encul Wﬁ) % terhadapgharta. Jika membunuh,
merusak %em&ngan : hadap% ika berjudi merusak
ap” akal wJika melaeur merusak perlindungan

kep ntlngagaum a angan dengan ajaran apa

pun, ermas%jfz al-'am st tentang legitimasi

hukupoton ngan ijma’ ala Indonesia

(ijtiha nai) -' alui | wa al-Aqdnya, yang
L]

diambil dari perwakilan ormas Islam semisal NU, Muhammadiyah,
PERSIS, MMI, HTI, Al-Irsyad. Ahl al-lkhtisis dalam konteks kekinian
adalah Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI). Lebih lanjut
Hay'at al-Siyisah (lembaga politik) dapat diterjemahkan menjadi
Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Majelis Permusyawaratan
Rakyat (MPR). Model ijtihid jama’i mutlak harus dilakukan karena
lembaga tersebut merupakan tempat bangsa Indonesia melahirkan

undang-undang.

Penjara dan/atau Ganti Rugi
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Pencuri tidak harus dikenakan sanksi potong tangan. Sejarah
telah mencatat praktik Nabi dan Umar ibn al-Khattab yang tidak
selalu menghukum potong tangan bagi pencuri. Contoh pencurian
dilakukan dengan keadaan terpaksa, hasilnya bukan untuk kekayaan,
harta yang diambil sekadar yang dibutuhkan, maka pada kondisi
seperti ini haram diterapkan hukum potong tangan. Hukuman yang

patut pada kasus pencurian macam ini cukup dengan hukuman penjara

Lafaz . \j,aasu diartikan secara majazi, maka bukan potong
tangan, melainkan potong kemampuan. Tujuannya adalah agar
seseorang tidak bisa melakukan tindak pidana pencurian lagi.
Dengan demikian, hukuman penjara bagi pencuri dibenarkan
karena dengan penjara seseorang tidak bisa melakukan

kejahatannya kembali.

b.  Hukum potong tangan dalam al-Qur’an adalah hukum tertinggi.
Konsekuensinya, hakim tidak boleh memberikan sanksi lebih
berat dari hukum potong tangan, tetapi boleh menentukan
hukuman lebih rendah dari hukum potong tangan. Sebagaimana
dijelaskan oleh Muhammad Syahrur:

%% S al-Maidah (5): 38.
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Dalam ayat ini antara hukuman maksimal pencuri dan
pemotongan tangan, yaitu tidak bisa menjadi hukuman
pencurian lebih dari potongan tangan, tapi hukuman
pencurian bisa kurang dari pemotongan tangan ...........

155

Dalam surah al-Maidah™aya

ditegakkan dengan maksud menebus kesalahan dan dosa si pelaku
kejahatan. Pendekatan ini akan berlaku secara universal, siapapun yang
mencuri berarti melanggar ketentuan al-Qur’an surah al-Maidah ayat (38),
pelaku dihukum potong tangan. Sebaliknya, zawajir lebih melihat tujuan
pemidanaan tercapai, yakni membuat jera pelaku dan menjadi pelajaran bagi

orang lain.**®

Dalam mengintegrasikan hukum pidana Islam ke dalam hukum pidana
nasional, pendekatan jawabir dan zawajir patut dipertimbangkan. Artinya,

pemidanaan harus mencerminkan tujuan yang tepat bahwa si pelaku harus

1% Muhammad Syahrur, al-Kitab....., him. 455.
1% Makhrus Munajat, "Penegakan Supremasi Hukum di Indonesia dalam Perspektif

Islam"”, dalam Jurnal Asy-Syir'ah, (Yogyakarta: Fakultas Syariah 1AIN Yogyakarta, 2001), him.

66.
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mendapatkan balasan dari apa yang dikerjakan. Dengan hukuman,
diharapkan timbul efek jera sehingga tidak mengulangi perbuatan jahatnya.
Contoh bentuk hukuman yang bersifat jawabir ialah pencuri dapat
dikenakan hukuman potong tangan (surah al-Maidah ayat 38), dapat
dihukum penjara (za ’zir), mengembalikan barang curian. Dengan bentuk
hukuman demikian, diharapkan tujuan penerapan sanksi dapat tercapai.

Adapun pendekatan zawijir (pecegahan dan pendidikan) tujuannya untuk

keduanya i

beriman 4 n hari akhirat, dghen klah (pelaksanaan)
| : ikan fJ puI@ng -ordng yang beriman”.

Penelit Setuj ng endapat ammad Syahrur yang

profesional, berulang-ulang, dijadikan mata pencaharian, untuk menambah
kekayaan pribadi, hasilnya untuk berhura-hura (maksiat kepada Allah),
maka hukum potong tangan layak ditegakkan. Bahkan jika dibarengi dengan
kekerasan, hakim berpaling dari surah al-Maidah ayat 38, lalu merujuk
kepada surah al-Maidah ayat 33. Artinya pencuri yang tidak terpaksa,
hasilnya untuk berfoya-foya, dalam aksinya tidak segan melukai si korban
bahkan tega membunuh dan kejahatan sangat meresahkan masyarakat,

pelaku layak dikenakan hukuman mati sebagai balasan akibat perbuatannya.

157 Arskal Salim, "Politik Hukum Pidana Islam di Indonesia: Eksistensi Historis,
Kontribusi Fungsional dan Prospek Masa Depan" dalam Jaenal Aripin dan M. Arskal Salim GP
(ed.), Pidana Islam di Indonesia: Peluang‘Prospek‘dan Tantangan, (Jakarta: Pustaka Firdaus,
2001), him. 261.
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Sebaliknya, jika pencurian dilakukan karena ada unsur keterpaksaan,
bukan untuk kekayaan dan tidak melebihi, maka gugurlah hukuman potong
tangan. Pada kondisi seperti ini hukuman dapat digantikan bentuk lain,
termasuk hukuman penjara atau cukup mengganti harga barang yang

dicuri.*®

Sanksi potong tangan dalam arti majazi (potong kemampuan) atau

perlu u dal@ tataran aplikatif  perlu

disistematisasi manusia melalui nalarnya

memang fikih seharusnya ‘identik denan masyarakat dan hukum, karena
ilmu pengetahuan tentang hukum selalu bekerja untuk masyarakat tertentu
dan dalam waktu tertentu. Demikian halnya fikih seharusnya terikat pada

tempat dan masa tertentu, sama-sama dengan ilmu hukum.'®® Ketentuan

158 Hal ini pernah dipraktikkan oleh Nabi yang tidak menghukum apa-apa pencuri buah-
buahan dan dimakan di tempat, jika yang punya rela atau tersangka membayar harga dari buah
kurma yang dicurinya. Lihat Abd Qadir Awdah, at-Tasyri’ al-Jina’i al-1slami’, Juz |, (Beirut: Dar
al-Fikr, 1963), him. 127.

159 sanksi penjara dibenarkan selagi itu hasil konsesus bangsa Indonesia, «s 5z ¥ <8 3,5 Y L.

“Jika sesuatu yang tidak didapat dicapai atau dilakukan seluruhnya, jangan ditinggalkan
seluruhnya (yang mampu dikerjakan)”.

® Amin Suma, dkk, Hukum Pidana Islam di Indonesia: Prospek, Peluang dan
Tantangan, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2001), catatan Editor, him. 1.

161 Masalah ini berhadapan dengan konsep pemikiran fikih selama ini, yakni fikih hasil
ijtihad para fugaha masa lampau yang menganggapnya sebagai sesuatu yang tidak dapat diubah
lagi atau ditinjau kembali. Padahal ilmu fikih harus terikat oleh waktu dan tempat sama halnya
dengan ilmu hukum. Sebab itu, tugas kajian fikih sekarang harus merombak paradigma tersebut
terlebih dahulu. Tanpa perombakan cara berpikir yang'demikian, tidak mungkin mengembangkan
fikih itu sendiri. Fikih dan hukum merupakan dua entitas yang tidak berpautan. Baca Rifyal
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hukum yang ada dalam fikih harus memperhatikan dan memperhitungkan
politik, sosial, dan budaya masyarakat. Tanpa memperhatikan hal-hal itu,
apalagi bertentangan dengannya, aturan-aturan yang dibentuk hanya sekadar

slogan atau basa basi.'®?

Kasus hukum potong tangan bagi pencuri yang didasarkan pada al-

Qur’an surah al-Maidah ayat 38 di Indonesia sulit diterapkan karena

"yang biasanya selalu paling lantang menyuarakan

penerapan - akaristilah za’zir ketimbang

kondisi berikut inig
(@) Apabila harta yag dictrikurangddari nisab;
(b) Adanya unsur syubhat;

(c) Apabila pelanggar bukan seseorang yang mukallaf;

(d) Apabila pemilik harta yang dicuri tidak melakukan tindakan
pencegahan yang memadai untuk melindungi terhadap pencurian,
yakni berkaitan dengan sifat dari harta dari tempat di mana harta

tersebut disimpan atau ditinggalkan;

Ka'bah, Hukum Islam di Indonesia Perspektif Muhammadiyah dan NU, (Jakarta: Universitas Yasri
Jakarta, 1999), him. xiii-xiv.

162 M. Zein Satria Effendi, “Metodologi Hukum Islam”, dalam Amrullah Ahmad, dkk
(ed.), Dimensi Hukum Islam Dalam Sistem‘‘Hukum ‘Nasional, (Jakarta: Gema Insan Press,
1996), him. 126; Rifyal Ka'bah, Hukum Islam....., him. xv.
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Apabila pelaku pelanggaran belum sepenuhnya memiliki harta yang
dicuri, meskipun pemiliknya telah kehilangan atas penjagaan dan

kepemilikannya;

Apabila harta yang dicuri tidak terlalu bernilai dan banyak ditemukan

di tanah atau bersifat mudah hancur;

Apabila harta tersebut tid bernilai menurut hukum syariah, seperti

mencuri dari suaminya dan sebaliknya atau seorang anak dari ayahnya

dan sebaliknya;

Apabila pada kasus suatu pelanggaran yang dilakukan oleh
sekelompok orang, bagian dari masing-masing pelaku pelanggaran
setelah membagi harta yang dicuri atau hasil dari pencurian tersebut
kurang dari nisab;

Apabila pelanggar mengembalikan harta yang dicuri sebelum eksekusi
hukuman hudud,

Apabila pemilik dari harta yang dicuri mengingkari pencurian tersebut

meskipun ada pengakuan dari pelaku pelanggaran;
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(n) Apabila pelaku pelanggaran mengemukakan keberatan yang diterima
oleh hukum syariah terhadap kesaksian dan alat bukti;

(0) Apabila harta yang dicuri atau kondisi pelanggaran dilakukan
sedemikian rupa sehingga menurut hukum syariah tidak ada hukuman
hudud.

hukum untuk merumuskan hukum-hukum yang zanni tersebut bisa

dipahami dan diterapkan dan pada akhirnya dapat tercapai tujuan syara’,
yakni merealisasi kemaslahatan umat dalam rangka memenuhi
kebutuhannya, baik bersifat daruriyyah, hajiyyah maupun tahsiniyyah.
Dalam rangka mengintegrasikan hukum pidana Islam di Indonesia yang
tidak semuanya bisa diterapkan, maka cukup yang dapat diserap saja yang
diambil sebagaimana pengklasifikasian tindak pidana.

Baolis 53]
Segala sesuatu tergantung pada tujuannya.*®

183 Abd al-Hamid Hakim, Mabadi* Awwaliyyah Usul al-Figh wa al-Qawi'id al-Fighiyyah,
(Jakarta: Maktabah Sa'adiyyah Putra, t.t.), hIm. 44; A. Djazuli, Kaidah-kaidah Fikih......., him. 98.
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Kaidah ini memberikan pemahaman bahwa niat dari perumus undang-
undang tidak mengkhianati ruh syariat Islam, justru semaksimal mungkin
memperjuangkan nilai-nilai hukum pidana Islam dalam aturan perundang-

undangan di Indonesia.

°
2 °.’.S\ s ‘02 4a . /“
- - .«

Kesempitan melahirkan kemudahan.*®

Sesuai dengan konsé ap dan kebijakan yang diambil oleh
Pemerintah demi menjamin keamanan dan ketenteraman serta kemaslahatan

umat.

Peneliti membandingkan dengan Draft KUHP 2016 yang oleh para
penyusunnya diusahakan diadakan pembaruan hukum pidana nasional.
Adapun ketentuan pasal-pasal dalam Draf KUHP 2016 yang memuat delik
pencurian, sebagai berikut.

Pasal 594:

164 Asjmuni A. Rahman, Qaidah-qaidah Fighiyah, (Jakarta: Bulan Bintang, 1976), him.

165 Jalaluddin asy-Suyuthi, al-Asybah wa Nazhair, (Beirut: Darul Kutub, 2012), him. 316.
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Setiap orang yang mengambil suatu barang yang sebagian atau seluruhnya
milik orang lain, dengan maksud untuk memiliki barang tersebut secara
melawan hukum, dipidana karena pencurian dengan pidana penjara paling

lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Kategori IV.

(1) singkat 1 (satu) tahun dan

alam, kapal karam,
a, kecelakaan kereta

3, pemberontakan, atau

_ _ mah atau dalam pekarangan
tertutup yang ada n ahn, yang dilakukan oleh orang yang
adanya di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang
berhak; atau

d. yang untuk masuk ke tempat melakukan tindak pidana atau
untuk dapat sampai pada barang yang akan diambil, dilakukan
dengan membongkar, memecah, memanjat, memakai anak kunci

palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu.

Ketentuan pidana dalam Draff KUHP 2016 tampaknya belum
mencerminkan aspek hukum Islam dari segi tujuan pemidanaan. Sebab,
dengan hukuman penjara 5 (lima) tahun dan denda kategori 1V (Rp.

300.000.000) bisa dikatakan belum memenuhi rasa keadilan. Orang bisa
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mencuri bernilai miliaran rupiah, tetapi hanya disuruh mengembalikan Rp.
300.000.000. Mestinya, ketika hukuman diterapkan harta yang dicuri
dikembalikan semua dan didenda minimal sebesar harta yang dicuri.

Sebagaimana dijelaskan dalam Islam bahwa Umar tidak memotong tangan

seorang budak yang mencuri seekor unta, sebagai gantinya pemilik budak
166

Hatib ibn Abi Balta'ah harus mengganti dua kali harga unta.

insyaf. Lalu Ia

sehingga dibebaska

Usulan memotong taan |ak suai dengan keadaan, karena syarat
menerapkan hukuman tersebut belum terpenuhi dalam tindakan kriminal
tersebut. Selain itu, karena rakyat pada umumnya mempunyai syubhat
kepemilikan terhadap harta negara. Maka, perkara ini termasuk dalam
tindak pidana korupsi harta kekayaan negara melalui penipuan dan

dikenakan hukuman ta'zir.

Usulan untuk melakukan hukum gantung sangat berlebihan, karena
tindak kriminal itu belum sampai kepada batas mendapat hukuman gantung.
Maka, keputusan Umar tentang hukuman terhadap si pelaku sudah tepat,

186 Ahmad Hasan, Pintu ljtihad Sebelum Tertutup, alih bahasa Agah Barmadi, (Bandung
Pustaka, 1985), him. 109.
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yaitu mencambuk dan memenjarakannya.'®” Dengan demikian, kejahatan
terhadap harta, seperti pencurian, yang tidak sempurna syaratnya, korupsi
dan suap dalam Islam masuk dalam wilayah ta'zir. Artinya bentuk kejahatan
yang materi dan jenis sanksinya diserahkan sepenuhnya kepada penguasa.
Secara prinsip, sanksi ta'zir mengacu kepada kepentingan umum (maslahah
ammah) sehingga penetapan dan penerapan hukuman ta'zir mempunyai

beberapa alternatif, yakni dari hukuman yang terberat (mati) sampai kepada

@ ] ../I' -
Sesungguhnya pembalasan terhadap orang-orang yang memerangi
Allah dan Rasul-Nya dan membuat kerusakan di muka bumi, hanyalah

mereka dibunuh atau disalib, atau dipotong tangan dan kaki mereka

167 Quthb Ibrahim Muhammad, Kebijakan Ekonomi Umar bin Khattab, terj. Ahmad
Syariffuddin Shaleh, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2002), him. 181.

168 Adapun hukuman ra’zir dalam Islam ada berbagai macam tergantung jenis
kejahatannya, di antara adalah sebagai berikut: hukuman mati, hukuman cambuk, hukuman
penjara, hukuman pengasingan, dirampas’ hartanya, “hukuman denda, hukuman pengucilan,
pemecatan, hukuman publikasi (at-tasyhu).
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dengan bertimbal balik,'® atau dibuang dari negeri (tempat
kediamannya). yang demikian itu (sebagai) suatu penghinaan untuk
mereka didunia, dan di akhirat mereka beroleh siksaan yang besar .}

Ayat di atas zanni dari segala dalalah (makna yang dikehendaki oleh
teks), maka kejahatan dalam ayat tersebut multi tafsir.'”* Kejahatan yang

masuk kategori hirabah, sekarang bisa terjadi di tempat keramaian seperti di

tidak hanyagterpe 3 pi“gangguan keamanan, seperti
sabotase, “
qum, pengeboman,

pada akhirnya

_ ia kejahatan ini mutlak
melalui anl JTanfal gkebijakan,  sulit  untuk
mengimplementasikannya REU 4 ah mengakomodasi berbagai
kebijakan terkait dengan tindak pidana yang berhubungan dengan jarimah
hirabah. Bentuk transformasi yang paling relevan adalah memahami lafdz
aw, dalam surah al-Maidah ayat 33 sebagai takhyir (pilihan). Mestinya
dalam KUHP mendatang perlu adanya pernyataan:

a)  Bila hanya mengambil harta dan membunuh, ia dihukum salib.
b)  Jika ia tidak mengambil harta tetapi membunuh, ia dihukum bunuh.

c) Jika hanya mengambil harta dengan paksa dan tidak membunuh, maka
sanksinya adalah potong tangan dan kaki secara bersilang.

169 Maksudnya lalah: memotong tangan kanan dan kaki kiri; dan kalau melakukan lagi
Maka dipotong tangan kiri dan kaki kanan.

170..S. al-Maidah (5): 33.

11 Zainuddin Ali, Hukum Pidana Islam, (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), him. 67-72.
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d)  Bila hanya menakut-nakuti, maka dihukum penjara.'’

Mujtahid Indonesia setidaknya mempertimbangkan keempat alternatif
hukuman di atas, yakni tidak diambil sanksi teringan bentuk penjara,
melainkan hukuman mati, sebagai pertimbangan hukuman bunuh dan salib

patut diakomodasi. Misalnya, pa da tindak pidana pengambilan harta disertai

hukum mati layak diterapka SW@ :
’
masyarakat#d™ W _ @/")

RUU KUHP 2016
yang berangkat

'tur

Jpakan wujud dari
aling esensi). Tanpa
ini akan berdampak

Draft KUHP 2016 dala

Indonesia merupakan upaya yang perlu pembenahan dari segi konsep dan

ranka pembaruan hukum pidana di

substansi dari sanksi yang terkait dengan jarimah al-hirabah, sebagaimana
dijelaskan dalam surah al-Maidah ayat 33. Jenis tindak pidana ini dapat
dikembangkan lebih luas dan tidak terbatas pada pencurian dengan
kekerasan, melainkan jenis kejahatan yang lain, seperti kejahatan terorisme.
Sebab dalam kejahatan terorisme, ada beberapa istilah yang sangat terkait

dengan jenis kejahatan hiribah, yaitu:

ety A Ll e I
Orang yang mengangkat senjata melawan orang banyak dan

menakut-nakuti mereka (menimbulkan rasa takut di kalangan
masyarakat).!"

2 1hid., him, 401.



480

Terorisme termasuk tindakan kejahatan terhadap kemanusiaan dan
peradaban yang menimbulkan ancaman serius terhadap kedaulatan negara,
perdamaian dunia serta merugikan kesejahteraan masyarakat.'”* Adapun
bunyi pasal 6 Undang-undang No.15 tahun 2003 tentang Penetapan Perpu
No. 1 tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi

Undang-undang.

ancaman ke
terhadap (

ang strategis atau
asilitas internasional,

tegas bahwa

Maidah ayat 33. Maksud dala aya tersebut adalah orang-orang yang
memerangi kekasih-kekasih Allah dan Rasul-Nya (orang-orang yang tidak
berdosa yang menjadi korban) dan membuat kerusakan di muka bumi
adalah hukuman bunuh (mati), hukuman salib, potong tangan dan kaki
secara bersilang serta hukuman pengasingan (penjara). Prinsip undang-
undang anti terorisme merupakan bentuk tindak pidana hirabah yang
diakomodasi dalam peraturan perundang-undangan dan ini sesuai dengan
teori maslahah. Terorisme adalah bentuk kejahatan well organized
(diorganisasi dengan baik), kejahatan yang bersifat transnasional, kejahatan
yang luar biasa (extra ordinary crime), dan tidak membeda-bedakan sasaran

(indiskriminatif).

173 Fatwa Majelis Ulama Indonesia’Nomor 3 Tahun 2004 Tentang Terorisme, him. 11.
Y Ibid., him. 12.
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Ijtihad yang dilakukan MUI di atas semata-mata untuk alasan
kemaslahatan umum. Dengan dalih kemaslahatan, sebuah hukum dapat
diubah, diberi warna, atau diberi bentuk yang berbeda dengan tujuan sama.
Seperti halnya Fatwa MUI tentang jarimah al-hiribah identik dengan
kejahatan terorisme. Dalam hal ini selagi penetapan hukum didasarkan atas
maslahat dan tidak didasari keinginan individu atau hawa nafsu.

Sebagaimana tujuan penetapan )

ari’ah di samping mengekang hawa nafsu

, bughat,'”®

n nilai ibadah.'’® Hal

syurb al-

sangat erat kaitann keja olitik. Iekarena® erlu aturan khusus. Ketentuan itu
harus memuat sanksi bahwa» ontak berh Kumwajib untu “diperangi serta menjadi
ji - fak. Kejahatan ini perlu diperinci karena
Ibangsa. Sebagaimana dijelaskan
rupakan kelompok jahat karena
ka dmeresahkan masyarakat, merusak
gara, ‘da lkapffitnah di tengah-tengah masyarakat. Islam
memerintahkan Pemerintah yang sah ntu : enga dan berunding supaya mereka kembali
bergabung dengan mayoritas orang Islam atau mayoritas warga negara. Apabila tidak bersedia
bergabung, Pemerintah harus memerangi mereka sampai mereka sadar dan bergabung kembali.
...... mfx‘;\f@,w@n\rméf%u\sw@wuk,
Apabila ada perintah dari pemerintah untuk ikut memerangi kaum pemberontak. Maka setiap
Muslim yang mampu wajib melaksanakan perintah tersebut, karena taat pada pemerintah pada hal-
hal yang bukan maksiat hukumannya adalah wajib. Lihat al-Jurjawi, Hikmah at-Tasyri’ wa
Falasafatuhu, (Beirut: Dar al-Fikr, t.t.),hlm.. 317-319.

" Delik yang terkait dengan minum-minuman keras, termasuk di dalamnya adalah
narkoba. Pemerintah harus berani menerapkan sanksi berupa hukuman badan, yakni hukum
cambuk bagi pelaku. Islam sangat memelihara kesehatan badan, jiwa, dan kemanfaatan harta
benda. Karena itu, Islam mengharamkan khamr dan menghukum pemabuk dengan 40 (empat
puluh) kali cambukan, bahkan ada yang berpendapat sampai 90 (sembilan puluh) kali cambukan.
Hal ini karena khamr dan hal-hal yang memabukkan merupakan racun yang mematikan. Dengan
demikian, Islam mengharamkan khamr demi memelihara kesehatan dan menghindari penggunaan
harta untuk membeli hal-hal yang tidak bermanfaat apalagi membahayakan. Undang-undang harus
tegas, siapa yang mabuk harus dihukum cambuk paling banyak 80 (delapan puluh) kali dan
sekurang-kurangnya 40 (empat puluh) kali.

178 pendapat ini telah merangsang munculnya ijtihad-ijtihad spektakuler yang tidak lagi
memperdulikan nash. la tidak lagi dijadikan sebagai acuan dalam ijtihad, tetapi hanya berfungsi
sebagai penjustifikasi maslahat. Orang-orang yang mendukung pendapat ini mengemukakan
kaidah ushul fikih dimana ada maslahat, di situlah syariat Allah berada. Kaidah ini memberikan
pengertian bahwa dasar pijakan ijtihad adalah’ maslahat, tanpa memperdulikan apakah sesuai
dengan nash atau tidak. Dalam sebuah diskursus ilmiah di Al-Jazair, seorang peserta

besar pengaruhnya terhadap k
dalam pemikiran hukum IS
berupaya melakukan
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ini karena hukum yang digunakan manusia di dunia ada dua macam,
Pertama, hukum sekuler, yaitu hukum yang bersumber dari pikiran manusia
sebagai akibat dari kebutuhan akan ketertiban, ketenteraman (law and
order), jaminan atas hak-hak dasar (fundamental human right), yang pada
dataran empirik banyak diilhami oleh Deklarasi Universal Hak Asasi
Manusia (The Universal Declaration of Human Right). Kedua, hukum

agama, yaitu hukum yang nilai dasarnya bersumber dari wahyu, kemudian

pada tahap pengaplikasia " disistematisasidan, diobjektifkan oleh manusia

fidak perlu diterapkan di
Ukup mewakili tujuan dari

pemidanaan.*”

(b) Hukuman ta’zir bagi perampok yang tidak melakukan kejahatan

sebagaimana huruf (a) di atas.

mengemukakan satu pendapat yang cukup menarik. la mengatakan bahwa shalat Jumat bagi umat
Islam Amerika bisa dilakukan pada hari Ahad demi tercapainya kemaslahatan (kebaikan bersama),
karena jika shalat Jumat tetap dilaksanakan pada hari Jumat, maka hanya sebagian kecil umat
Islam Amerika yang bisa melaksanakannya. Ini disebabkan hari Jumat adalah hari kerja bagi setiap
warga Amerika (termasuk umat Islam). Seandainya shalat Jumat dilaksanakan pada hari Ahad,
maka sudah tentu sebagian besar umat Islam Amerika berkesempatan untuk melaksanakannya;
Fahmi Huwaedi, Tazyif al-Wa ’yi, cet 11, (Kairo: Dar al- Syurug, 1992), him. 79.

' Dalam Islam bisa dilihat ada kategori yang dihalalkan darahnya: pezina muhsan,

pembunuh, dan pengkhianat.

deladl sl an ) ), ,JJ.JL u“"M) REURIRRAN o S (LM o # J= Y
Tidaklah halal darah seorang Muslim kecuali salah satu dari tiga, yaitu pezina muhsan,
membunuh orang tanpa hak dan’murtad atau kafir setelah Iman dan meninggalkan
jamaah.
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(c) Pemenjaraan selama jangka waktu sebagaimana dianggap oleh
pengadilan akan menyebabkan pelaku pelanggaran bertaubat, jika
ancaman hanya diucapkan tanpa mengambil harta atau menimbulkan
luka tubuh.

Ketiga alternatif hukuman bagi tindak pidana kejahatan terhadap harta

telah mengakomodasi
ratis. Hal ini sesuai cita-cita

1.  Pembalasan (revenge), seseorang yang telah menyebabkan kerusakan
dan malapetaka pada orang lain, menurut alasan ini wajib menderita

seperti yang ditimpakan kepada orang lain.

2. Penghapusan dosa (ekspiation), konsep ini berasal dari pemikiran
yang bersifat religius yang bersumber dari Allah.

3. Menjerakan (detern).
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4. Memperbaiki si pelaku tindak kejahatan (rehabilitation of the
criminal), pidana ini diterapkan sebagai usaha untuk mengubah sikap

dan perilaku kejahatan agar tidak mengulangi kejahatannya.*°

Dalam hukum pidana Islam secara implisit ada penekanan tujuan

pemidanaan yang bersifat pemaasan seperti dalam surah al-Maidah ayat

melakukan kejahatan serupa.

Transformasi Nilai-nilai Hukum Pidana Islam tentang Tindak Pidana Delik
Pindah Agama (Riddah)

1. Transformasi Nilai-nilai Delik Riddah di Indonesia

Sejak Seminar Hukum Nasional | tahun 1963 dan dikuatkan dengan
laporan Penelitian Pengaruh Agama terhadap Hukum Pidana Lembaga

Pembinaan Hukum Nasional (LPHN) tahun 1973 telah digagas pasal-pasal

180 Andi Hamzah dan A. Simanglipu, Pidana Mati di Indonesia di Masa Lalu, Masa Kini
dan Masa yang akan Datang, cet. 2 (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1985), him. 15.

181 Makhrus Munajat,"Penegakkan Supremasi Hukum di Indonesia dalam Perspektif
Islam"”, dalam Jurnal Asy-Syirah, (Yogyakarta:'Fakultas Syariah IAIN Yogyakarta, 2001), him.
66.
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dalam hukum pidana nasional yang memberikan perlindungan terhadap
agama. Akhirnya dalam RUU KUHP 2016 (Bab VII) yang mengatur
tentang tindak pidana terhadap agama dan kehidupan beragama mengatur

beberapa delik:

a.  penghinaan terhadap agama (Pasal 290);

b.  merintangi dan sebagainya ibadah atau upacara pertemuan keagamaan
[Pasal 291 3

h.  mengejek, menodai atau merendahkan agama, rasul, nabi, kitab suci,
ajaran atau ibadah keagamaan (Pasal 296); dan

I. menyiarkan atau mempertunjukkan tindak pidana dalam Pasal 290
atau Pasal 296 di atas (Pasal 297).

Berdasarkan keterangan di atas, semakin jelas bahwa pindah dari
suatu agama ke agama yang lain, khususnya pindah dari agama Islam ke
agama lain bukanlah termasuk delik menurut Konsep KUHP. Hal ini tidak
terlepas dari tinjauan tujuan hukum pidana itu sendiri. Secara umum dan
sederhana, dapat disebutkan bahwa tujuan hukum pidana adalah terciptanya

keteraturan dalam masyarakat. Dimasukkannya delik baru yang justru akan



486

menimbulkan ketidakdamaian dan ketidakteraturan masyarakat jelas tidak

sesuai dengan tujuan hukum pidana.

Pernyataan di atas diperkuat oleh Mohamed S. El Awa, seorang guru
besar hukum Islam di Universty of Riyadh. Menurutnya, ketika berbicara
riddah, tinjauan dari aspek tujuan hukum pidana banyak dilupakan oleh

beberapa ahli hukum Islam, baik yang menganggap riddah sebagai tindak

Namun demikian, tdaat pasl yang berkaitan dengan masalah

pindah agama, yaitu Pasal 294. Selengkapnya, bunyi Pasal 294 tersebut

adalah:

Setiap orang yang di muka umum menghasut dalam bentuk apa pun
dengan maksud meniadakan keyakinan terhadap agama yang dianut
di Indonesia, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat)
tahun atau denda paling banyak Kategori IV.*®

Ada beberapa permasalahan yang berkaitan dengan pindah agama

dalam Pasal 294 ini, yaitu:

182 Mohamed S. El Awa, Punishment in Islami Law: A Comparative Study, (Indianapolis:
American Trust Publication, 1982), him. 55.

183 Mengenai pidana denda dijelaskan ‘dalam’RUU KUHP 2016 pasal 80 ayat (3) butir (d).
pidana denda kategori IV sebesar 75.000.000,00 (Tujuh Puluh Lima Juta Rupiah).
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1. Pasal 294 RUU KUHP 2016 tersebut menyebutkan adanya larangan
menghasut untuk meniadakan kepercayaan atau keyakinan terhadap
agama. Kata "agama" yang dipakai dalam Pasal 294 menggunakan
kata umum vyang berarti meliputi seluruh agama yang diakui di
Indonesia. Hal ini berbeda dengan hukum Islam tentang riddah yang
hanya memberikan hak istimewa kepada agama Islam.

istilah yang sangat luas,
an kepada orang lain

lain, termasuk di

3. Hal lain yang membedakan Pasal 294 konsep KUHP dengan aturan
riddah dalam hukum Islam adalah pelaku tindak pidana
penghasutannya, bukan pelaku yang tidak yakin atau tidak percaya
lagi pada agamanya. Menurut hukum pidana Islam, orang yang

berbuat riddah-lah yang dikenakan pidana.

Akan tetapi, jika dilihat dari penjelasan maksud Pasal 294 KUHP
adalah adanya larangan untuk menghasut orang agar dia tidak beragama.
Selengkapnya penjelasan Pasal 294 KUHP tersebut berbunyi sebagai
berikut:
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"Penghasutan dilakukan dalam bentuk apa pun, dengan tujuan agar
pemeluk agama yang dianut di Indonesia menjadi tidak beragama."

Berdasarkan paparan mengenai tindak pidana terhadap agama dan
kehidupan beragama dalam konsep KUHP di atas, hukum Islam tentang
riddah tidak dimasukkan ke dal konsep KUHP sebagai salah satu tindak
Takan didasarkan pada pertimbangan

pidana yang dapat.gi

Pembaharuan h " pi ikatnya mengandung upaya

untuk melakUkafi¢reorientasi, da jormasi“hwkum pidana yang sesuai

kebijakan penegakan hukum di Indonesia.’®* Indonesia merupakan salah
satu negara di dunia yang mayoritas penduduknya beragama Islam. Kurang
lebih 89% penduduk Indonesia menganut agama Islam. Dalam ajaran yang
diyakininya, terdapat sistem hukum Islam yang mengatur segala aspek
kehidupan. Salah satu cabang dari hukum pidana Islam (jinayah) adalah
ketentuan riddah atau murtad, yaitu tindak pidana bagi seseorang yang

berpindah agama dari agama Islam ke agama lain.

Dalam rangka ini, beberapa norma hukum yang dikenal masyarakat
Indonesia, termasuk di dalamnya norma hukum pidana dalam Islam,

diintegrasikan ke dalam hukum pidana di Indonesia yang akan datang.

18 Barda Nawawi Afif, Bunga Rampai’ Kebijakan Hukum Pidana, (Bandung: Citra
Aditya Bakti, 1996), him. 325.
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Namun demikian, persoalan muncul ketika berhadapan dengan aturan
mengenai riddah yang menurut jJumhur ulama termasuk ke dalam salah satu
hudud yang dapat dikenai pidana hadd. Hal dihadapkan pada tataran hukum
Indonesia yang menghargai pluralisme dan tidak memandang riddah
sebagai tindak pidana. Di samping itu, deklarasi Perserikatan Bangsa-
bangsa menyatakan bahwa kebebasan beragama merupakan salah satu hak

asasi manusia yang diakui oleh negara-negara di dunia dan termasuk di

Indonesia.
Persoalan™ko il n dalam al-Qur’an, la
ikraha fi addin (ti ks Jan hadis Nabi yang
_ \ ‘

mengatak m@ala dina hu fa@ uluhu (s@a menukar agama bunuhlah

ia), in'ernyat@ aprior .dalg iki

Peneliti, m 186 sebagai persoalan
hak asasi manusi iSesegrang berpindah agama, tidak
ada sanksi baginya. Rersealat Islam ang/mefiyatakan siapa yang mengganti

agama hendaklah dibunu, inisebkan tidak dibedakan riddah yang
termasuk delik dan riddah sebagian dari hak asasi manusia. Islam
menghukum pelaku riddah dengan hukuman mati disebabkan adanya unsur
desersi.® Untuk hukum di Indonesia, bisa terjadi perbuatan riddah
dianggap tindak pidana jika berbarengan dengan delik lain, seperti
menjelek-jelekkan agama orang lain atau membuat retaknya kerukunan
umat beragama. Sebab, Indonesia adalah negara multi agama. Tindakan ini
dianggap sebagai riddah yang dikenakan hukuman. Sementara itu, riddah

185 Haliman, Hukum Pidana Islam Menurut Ajaran Ahl Sunah Wal Jamaah, (Jakarta:
Bulan Bintang, 1968), him. 384.

18 Riddah yang secara harfiah berasal dari radda yang berarti mengembalikan (aija'uhu)
atau memalingkan (sarafahu) adalah kembalinya orang Islam yang berakal dan dewasa ke
kekafiran dengan kehendaknya sendiri tanpa paksaan dari orang lain, baik laki-laki maupun
perempuan. Lihat As-Sayyid Sabiq, Figh as-Sunah; Vol 1l, (Beirut: Dar al Fikr, 1983), him. 381.

187 Haliman, Hukum Pidana Islam....., him. 384,
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yang tidak mempengaruhi orang lain dan hanya untuk diri sendiri, baginya
tidak ada hukuman.

Hadis yang paling jelas menyatakan jenis sanksi bagi tindakan riddah
adalah yang diriwayatkan dari lbn Abbas bahwa Rasulullah bersabda,
“Barangsiapa mengganti agamanya, maka bunuhlah ia.” Cakupan hadis ini

sangat lugas, meliputi seluruh perpindahan dari suatu agama ke agama lain,

bahkan dibarengi kejahata

S el 2R AUl aen T ey Taes AT Sl
P A2 g F //& ,/9,.:/ s > f/‘/, ’J/C‘al/
&> ;,g.tyl:/.‘_'é_.g Ol Yy Jall e sl aelly A e

- - . 27 L2 d s
bf:-:euﬁ;&-‘ 355 o Tpmkiil of pemens B 25535

de

. £ 5

§;~>/93 ,@mtuh}_u)u;\_c:y, Eagd

s /.’} & .~ _ - £ _ :a;/

() T Ledtn )UK.’LDM@‘@EJ)‘)

Mereka bertanya kepadamu tentang berperang pada bulan Haram.
Katakanlah: "Berperang dalam bulan itu adalah dosa besar; tetapi

menghalangi (manusia) dari jalan Allah, kafir kepada Allah,
(menghalangi masuk) Masjidilharam dan mengusir penduduknya dari

188 gSisters in Islam, Do Not ‘Legislate’ on‘ Faith, http://www.Resources Sisters in
Islam.htm. Diakses pada tanggal 21 Juni 2015.
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sekitarnya, lebih besar (dosanya) di sisi Allah.®® Dan berbuat
fitnah'®® lebih besar (dosanya) daripada membunuh. Mereka tidak
henti-hentinya  memerangi kamu sampai mereka (dapat)
mengembalikan kamu dari agamamu (kepada kekafiran), seandainya
mereka sanggup. Barangsiapa yang murtad di antara kamu dari
agamanya, lalu dia mati dalam kekafiran, maka mereka itulah yang
sia-sia amalannya di dunia dan di akhirat, dan mereka itulah
penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya.™"

\

3
.

S

melakukan zina dengan mnganggap ina bukan perbuatan haram. Murtad
dengan ucapan adalah ucapan yang menunjukkan kekafiran, seperti
menyatakan bahwa Allah punya anak dengan anggapan bahwa ucapan
tersebut tidak dilarang. Adapun murtad dengan itikad adalah itikad
langgengnya alam, Allah sama dengan makhluk. Tetapi, itikad semata-mata

189 Jika kita ikuti pendapat Ar Razy, Maka terjemah ayat di atas sebagai berikut:
Katakanlah: "Berperang dalam bulan itu adalah dosa besar, dan (adalah berarti) menghalangi
(manusia) dari jalan Allah, kafir kepada Allah dan (menghalangi manusia dari) Masjidilharam.
tetapi mengusir penduduknya dari Masjidilharam (Makkah) lebih besar lagi (dosanya) di sisi
Allah." Pendapat Ar Razy ini mungkin berdasarkan pertimbangan, bahwa mengusir Nabi dan
sahabat-sahabatnya dari Masjidilharam sama dengan menumpas agama Islam.

1% Fitnah di sini berarti penganiayaan dan segala perbuatan yang dimaksudkan untuk
menindas Islam dan muslimin.

191 .S, al-Bagarah (2): 217.

192 |mam Bukhari, Sahih al-Bukhiri, Juz IV, (Beirut: Dar al-Fikr, t.t.), him. 87.
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tidak menyebabkan seseorang menjadi kufur sebelum dibuktikan dalam
bentuk ucapan atau perbuatan.*®?

Ketentuan di antara para ahli hukum Islam bahwa tindak pidana ini
diancam dengan hukuman mati perlu dikaji ulang. Sebab, pernyataan Nabi
ketika orang yang mengganti agama harus dihukum mati, hal itu terjadi

pada musim perang, yakni ada sebagian tentara Islam yang berjiwa munafik

al-Qur’an dan as-

ikiran Jagkum

an kon@ntatif ;

rtad, kondisi negara

idana di Indonesia
pbukan kontradiktif.

akinan diri sendiri,

Muslim lainnya serta nje-jelkan agama Islam, maka dapat
dikenakan hukuman fa’zir dan termasuk dalam jarimah sabb din al ghair
(mencaci maki agama lain)."®® Termasuk tindak pidana juga adalah mencaci
maki agama orang lain (non-Islam). Adapun jika pelaku murtad dibarengi
dengan desersi, sedangkan negara dalam keadaan perang, pelakunya dapat

dikenakan hukuman mati dengan dasar hukuman ta'zir bukan hadd.

Kemurtadan seseorang yang dibarengi dengan tindak kejahatan lain,
seperti desersi dapat dipidana bukan karena perbuatan murtadnya,
melainkan kegiatan makar yang dalam fikih disebut jarimah al-baghy.

% bid., him. 114-115.

1% Haliman, Hukum Pidana..., him. 263.

% |bid.

19 Marsum, Figh Jinayah: Hukum’Pidana Islam, (Yogyakarta: Fak Hukum UII, 1988),
him. 27.
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Dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Indonesia, kejahatan
makar diatur dalam Baku Il Bab | tentang kejahatan melanggar keamanan
negara. Pasal 104 berbunyi: “Makar yang dilakukan dengan maksud
membunuh Presiden yang sedang memerintah atau dengan maksud
menjadikan Presiden tidak mampu memerintah (tot regeeren ongeschiki to
maken) dihukum dengan hukuman mati atau hukuman penjara seumur

hidup, atau penjara selama-lamapya 20 (dua puluh) tahun”.**’

Pasal 107 (1) berbunyi: “Makar yang dilakukan dengan maksud

Pemerintahan yang s.

b.  Makar dilakukan dengan kekerasan, sebab tanpa kekerasan tidak dapat

dilaksanakan pembunuhan Presiden atau penggulingan Pemerintahan.

¥ RUU KUHP tidak membagi kembali tindak pidana menjadi kejahatan (mala

prohibita) dan pelanggaran (mala perse). Penghapusan kualifikasi tindak pidana menjadi kejahatan
dan pelanggaran ini di dasarkan pada resolusi Seminar Hukum Nasional | Tahun 1963 dan hasil
Lokakarya Buku Il KUHP Tahun 1985, dengan alasan sebagai berikut :

a.

b.

Tidak dapat dipertahankannya lagi criteria pembedaan kualitatif antara rechdelict dan
wetdelict yang melatarbelakangi penggolongan dua jenis tindak pidana itu;

Penggolongan kedua jenis tindak pidana itu pada zaman Hindia Belanda memang relevan

dengan kompetensi pengadilan waktu itu; pelanggaran pada dasarnya diperiksa oleh

Landgerecht (Pengadilan Kepolisian) dengan hukum acaranya sendiri, dan kejahatan diperiksa
oleh Landraad (Pengadilan Negeri) atau Raad van Justitie (Pengadilan Tinggi) dengan hukum
acaranya sendiri pula. Pembagian kompetensi pengadilan itu tidak dikenal saat ini.

Pandangan mutakhir mengenai afkoop (seperti yang diatur pada Pasal 82 KUHP sebagai
alasan penghapus penuntutan tidak hanya berlaku terbatas untuk pelanggaran, tetapi dapat
berlaku untuk semua tindak pidana walaupun dengan pembatan ancaman maksimum
pidananya).

Lihat Barda Nawawi Arief, Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana....., him. 93.
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Ini berarti sekelompok orang dengan pernyataan tertulis disertai atau
tidak disertai dengan unjuk rasa yang menghendaki supaya Presiden
atau Pemerintah turun/diganti tidaklah dapat disebut melakukan

kejahatan makar.**

Makar atau berontak dala bahasa hukum pidana Barat, dalam bahasa

pemberontakan C sebut den ughat. nurut A. Hassan, “Bughat
-

ialah golonga M’ h dan tidak melakukan

sesuatu h| agar bughat) berdasarkan

ulama mazhab Maliki, al-baghy diartikan sebagai penolakan untuk menaati

imam yang sah dengan jalan kekuatan. Penolakan untuk taat ini mungkin
didasarkan pada penafsiran tertentu. Mereka mendefinisikan bughat sebagai
satu kelompok orang-orang Islam yang menentang imam atau wakil-

wakilnya.?*

Hukum bunuh bagi pemberontak dipahami oleh sebagian ulama

sebagai serangan balik dan hanya ditujukan untuk mematahkan

198 A. Dahlan Ranuwiharjo, “Makar dan Murtad dalam Perspektif Hukum Pidana Islam
dan Barat” dalam Jaenal Aripin dan M. Arskal Salim GP (ed.), Pidana Islam di Indonesia:
Prospek, Peluang dan Tantangan, (Jakarta: Pustaka Firdaus. 2001). him. 70-72.

° Ibnu Hajar al-Asgalani, Bulughul Maram, terj. A. Hasan, Jilid Il, (Bandung:
Diponegoro, 1996), him. 186.

2% A, Djazuli, Figh Jinayah: Upaya Menanggulangi Kejahatan dalam Islam, (Jakarta, PT
Raja Grafindo Persada, 1997), him. 105-106.

201 Marsum, Figh Jinayah...., him. 109.
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pemberontak guna mengembalikan ketaatannya kepada penguasa yang sah.
Memerangi pemberontak hukumnya adalah wajib karena menegakkan
hukum Allah, sebagaimana dijelaskan dalam al-Qur’an dalam surah al-

Hujurat ayat 9:

-

ra keduanya menurut
il Sesungguhnya Allah

Para pemberontak 'MerUpa an "kelompok jahat karena berupaya
melakukan kerusakan di muka bumi. Mereka meresahkan masyarakat,
merusak keamanan dan ketenteraman negara, dan menimbulkan fitnah di
tengah-tengah masyarakat. Islam memerintahkan Pemerintah yang sah
untuk mengajak dan berunding supaya mereka kembali bergabung dengan
mayoritas orang Islam atau mayoritas warga negara. Apabila tidak bersedia
bergabung, Pemerintah harus memerangi mereka sampai mereka sadar dan
bergabung dengan pemerintahan yang didukung oleh mayoritas warga
negara.’®® Dengan demikian, hukuman mati bagi pemberontak adalah suatu
ketentuan hukum yang tidak bertentangan dengan syari’at Islam. Contohnya

gerakan-gerakan separatis yang ada di Indonesia. Hadis Nabi menyebutkan:

202 (3.8, al-Hujurat (49):9.
203 Ali Ahmad al-Jurjawi, Hikmah at-Tasyri wa Falsafatuhu, (Beirut: Dar al-Fikr, t.t.),
him. 317-3109.



496

;LdbiMQ@Wa"’a&.iﬁba&}Eb&\a dzj

Barangsiapa setia kepada imam, maka taatilah sedapat mungkin, jika
orang lain datang dengan mempersengketakan kekuasaan (imam)
maka penggallah leher orang tersebut (hukum mati).?**

Sebagaimana halnya dalam istilah kejahatan makar atau berontak,

menyalahi agama.
im dapat disebut al-

sistem raja atau

dalil sejarah ini, raja dapat disi pulka bahwa yang dibenarkan oleh Islam
adalah bentuk republik, bukan monarki. Esensi dari republik adalah
Pemerintah dipilih oleh rakyat. Islam tidak membenarkan sistem Monarki.
Hal ini bukan hanya berdasarkan dalil sejarah (khalifah yang empat), tetapi

juga berdasarkan dalil-dalil al-Qur’an, sebagai berikut.

a.  Monarki tidaklah dipilih oleh rakyat berdasarkan musyawarah dari
wakil-wakil rakyat. Jadi, monarki bertentangan dengan perintah dalam
al-Qur’an  mengenai pengambilan sesuatu keputusan melalui

musyawarah.

b.  Dalam sistem monarki selalu ada perbedaan kelas: kelas aristokrasi

dan kelas rakyat biasa. Perbedaan kelas ini bertentangan dengan

204 H. R. Muslim dan Urfa’ah Ibn Syuraih, Hadis No. 3431.
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perintah al-Qur’an, yang menegaskan orang yang mulia di sisi Allah
di antara kamu sekalian adalah orang yang paling bertakwa.

c.  Kedudukan raja yang diperoleh berdasarkan keturunan bertentangan

dengan perintah al-Qur’an (kedudukan yang kamu peroleh hendaknya
205

berdasarkan jerih-payahmu).

Oleh karenanya dalam hukum pidana na

pidana yang

jional ada pemisahan tindak

dalam neraka. Alasan® ;_ ja_adalg afifen sendiri tidak menyebabkan
bolehnya orang dihukum mati, sebab membolehkan hukuman mati bagi
orang yang kafir itu karena memerangi dan memusuhi orang Islam (makar :

baghyu) dan pelakunya dikenakan hukuman za ‘zir.?*

Konversi agama dalam konteks keindonesiaan dapat dijabarkan dalam

tiga kategori, yaitu:

1. Riddah hanya ditujukan pada keyakinan diri sendiri, tanpa
mempengaruhi orang lain untuk murtad dan orang lain tidak

terganggu dengan kemurtadannya tidak ada sanksi.

2. Murtad dibarengi dengan mengajak Muslim lainnya serta menjelek-

jelekkan agama Islam, maka termasuk dalam jarimah sabb din al

205 A Dahlan Ranuwiharjo. “Makar’dan Murtad....., him. 75-76.
206 A Djazuli, Figh Jinayah..., him. 118-119.
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ghair (mencaci maki agama lain).?*” Pelakunya dapat dipidana berupa

hukuman penjara.

3. Murtad dibarengi dengan desersi, sedangkan negara dalam keadaan
perang, maka pelakunya dapat dikenakan hukuman mati dengan dasar

hukuman ta'zir bukan hadd.

E. Transformasi Tindak™ Pidana dengan Pembalasan-Denda (Qishas-Diyat),

‘ ilindungi darahnya.

ematikan.?®® Pelaku

dengan hukuman lain.

Unsur pembunuhan semi sengaja adalah pertama, pelaku melakukan
perbuatan yang mengakibatkan kematian, kedua, ada maksud penganiayaan
atau permusuhan, ketiga, si korban darahnya dilindungi, keempat, yang
digunakan untuk membunuh pada umumnya tidak mematikan.’®® Dalam
kasus demikian, haram bagi keluarga untuk menghukum gishas karena
ketidak sengajaan seseorang untuk membunuh atau menghilangkan nyawa

orang. Oleh karena itu, alternatif hukumannya adalah hukum diyat (ganti

rugi).

27 Marsum, Jarimah Ta zir..., him. 27.

208 as-Sayyid Sabig, Figh as-Sunnah, Juz I, him. 435-436.

299 1hid., him 438. Lihat juga A. Djazuli, Figh Jinayah: Upaya Menaggulangi Kejahatan
dalam Hukum Islam, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997), him. 128.
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Maksud dari pembunuhan karena kesalahan adalah perbuatan yang
tidak melanggar ketentuan syara’, tetapi berakibat nyawa orang lain hilang.
Contoh seseorang sedang memburu binatang liar, tetapi ternyata peluru
mengenai manusia yang berakibat korban jiwa. Membuat lubang di tanah
pekarangan sendiri, tetapi ada orang lain terperosok dan meninggal. Jadi,
dalam pembunuhan karena salah ada sebab akibat dan tidak adanya unsur

kesengajaan. Orang mati kareng jatuh dari lubang, jadi matinya seseorang

Tentang kejahatan tehad jiwaanusia terdapat di dalam bab XIX

Pasal 338 sampai dengan 350 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
(KUHP). Menurut sistematika KUHP, jenis kejahatan ini disandarkan

kepada subjective element-nya, diperinci atas dua golongan yang pokok.

1. Kejahatan yang ditujukan terhadap jiwa
manusia yang dilakukan dengan sengaja

Dari segi (dolense misdrijven). Lihat bab XIX
subjek: Pasal 338 sampai dengan 350 KUHP

2. Kejahatan yang ditujukan terhadap jiwa
manusia yang terjadi karena kealpaan
(culpose niisdrijven). Lihat Pasal 359
KUHP
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Namun, di samping itu, juga dikenal perincian yang lain. Menurut
sistematika KUHP, perincian ini terdiri dari tiga golongan. Itu pun apabila
disandarkan pada sasaran dari kejahatan; yang terkait dengan kepentingan

hukum yang dilanggar.

1.  Kejahatan yang ditujukan terhadap jiwa

manusia pada umumnya.

Dari segi
subjek:

ang ditujukan terhadap jiwa

ang sedang atau belum

jukan terhadap jiwa

masih  dalam

"Kejahatan Terhada Jiwa atauNyawa Manusia" terdiri atas lima
jenis. Yaitu: Pertama, Pembunuhan dengan sengaja (Doodslag). Lihat Pasal
338 KUHP; Kedua, Pembunuhan yang direncanakan terlebih dahulu
(Moord). Lihat Pasal 340 KUHP; Ketiga, Pembunuhan dalam bentuk yang
dapat memperberat hukuman (Geaualificere Doodrlag). Lihat Pasal 339
KUHP; Keempat, Pembunuhan yang dilakukan dengan permintaan sangat
dan tegas oleh korban. Lihat Pasal 344 KUHP; Kelima, Tindakan seseorang
yang dengan sengaja menganjurkan atau membantu atau memberi daya

upaya kepada orang lain untuk melakukan bunuh diri, Pasal 345 KUHP.?!!

219 Zubair Laini, "Kejahatan terhadap Jiwa Manusia”, dalam Jaenal Aripin dan M. Arskal
Salim GP (ed.), Pidana Islam di Indonesia: Peluang, Prospek, dan Tantangan, (Jakarta: Pustaka
Firdaus, 2001), him. 144,

"' Menurut Barda Nawawi Arief, ‘dari” 776 /jumalh keseluruhan jenis pidana yang
tercantum dalam perumusan delik kejahatan di dalam KUHP, sanksi pidana mati di ancam
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Namun tentang Materieel Delict ini penting untuk dipahami ajaran
Causaliteit (Der Leer Van De Causaliteit). Sebagaimana diketahui bahwa
tujuan dari Der Leer Van De Causaliteit adalah untuk menentukan
hubungan antara sebab dan akibat. Artinya, harus dapat dibuktikan bahwa
akibatnya ditimbulkan oleh perbuatan yang dilakukan dengan sengaja oleh

seseorang.

Sekarang ' i akah, di dalam praktiknya,
kita dapat mengetahiuif [au dapat me 7 OUKT a perbuatan tersebut?” Dalam
praktiknya (contohnya dm ekarpembunuhan tadi) selalu dimintai
nasihat dari seorang ahli (dokter) yang melakukan pemeriksaan secara
ilmiah. Si dokter kemudian dapat menyimpulkan apakah matinya korban
betul-betul diakibatkan oleh perbuatan seseorang dengan memberi

keterangan (visum et repertum)”.

Sebagaimana telah diutarakan, setiap perbuatan, asal dilakukan
dengan sengaja dan bertujuan merampas jiwa orang lain adalah

pembunuhan menurut Pasal 338 KUHP. Namun, walaupun pada umumnya

sebanyak 13 kali (1,68%), sanksi pidana penjara 575 kali (74,10%), sanksi pidana kurungan 42
kali (5,41%), dan sanksi pidana denda 146 kali (18,81%). Barda Nawawi Arief, Kebijakan
Legislatif Dalam Penanggulangan Kebijakan Dengan Pidana Penjara, (Semarang: Badan
Penerbit Universitas Diponegoro, 2006), him. 227. R. Soesilo menyebut 10 tindak pidana yang
diancam pidana mati dalam KUHP. Lihat R. Soesilo, KUHP serta Komentar-komentar Lengkap
Pasal Demik Pasal, (Bogor: Pelitia, 1965), him. 26

22 |bid.
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suatu pembunuhan dapat dilakukan dengan suatu tindakan yang konkret,
adakalanya dapat pula terjadi tanpa berbuat. Contoh seorang ibu tidak
memberi air susu ibu (ASI) dan makanan pada bayinya sehingga si bayi
mati kelaparan atau seorang juru rawat atau dokter tidak memberi obat

kepada seseorang pasiennya sehingga mengakibatkan kematian si pasien.

Adapun pembunuhan yang direncanakan diatur dalam pasal 340

seimbang atas kesalahanyang dlperbuat oleh seseorang, yakni bisa

dikenakan hukuman mati (meskipun bentuknya berbeda) karena dalam
Islam dikenal hukuman gishas, tetapi di Indonesia dengan cara dieksekusi
dengan hukuman tembak. Prinsip ini sesuai dengan prinsip maslahat sebagai
al-magasid asy-syari’ah dalam rangka melindungi jiwa (hifz-an-nafs).
Adapun alternatif lain dalam kasus pembunuhan adalah hukuman diyat pada
pembunuhan semi sengaja atau karena kealpaan. Olen KUHP diakomodasi
dengan alternatif hukuman penjara. Prinsip yang belum diakomodasi dalam
KUHP pada tindak pidana pembunuhan adalah hukuman ganti rugi, yakni
hukuman berupa pembayaran sejumlah uang (harta benda) oleh terpidana

kepada si korban atau walinya.
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Masalah kejahatan yang direncanakan (moord) dan memiliki unsur
opzet (doleus) atau kehendak, ini harus diartikan bahwa perbuatan yang
bertujuan menimbulkan akibat kematian orang lain dilakukan dengan
sengaja. Sebagaimana disebutkan dalam hukum pidana I, opzet dapat berupa
tiga bentuk, yaitu Opzet Als Oogherk (tujuan), Opzet Biz Zeigrbeids
Bewustzijn of Noodzake Lijkeidsbe Wuztzijin (kepastian), dan Opzet By

Dolus Eventualis of Voorwaardelijk Opzet

Mogelijkheidsebewustzijin of

(kemungkinan).

a.

dibentuk (de vorm waarin de opzel wordt gevormd), yang harus dalam

keadaan tenang (in koelen bloede):

c. Pada umumnya, perencanaan pelaksanaan opzet atau kehendak itu

memerlukan jangka waktu yang agak lama.

Contohnya sebagai berikut. Pada suatu saat, timbul kehendak pada A
untuk membunuh B. Akan tetapi, untuk melaksanakan kehendaknya, A
tidak dengan seketika melakukan perbuatan pembunuhan; ia merancangnya
lebih dahulu. Bagaimana, misalnya, caranya melaksanakan kehendaknya,
apakah dengan senjata apakah atau dengan senjata tajam. Dan tindakannya

dipikirkannya secara tenang.”Selanjutnya, setelah segala persiapan telah
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cukup matang, A menuju rumah B pada siang hari, si B ternyata belum
tidur. A lalu menunggu sampai B tidur. Ketika keadaan sudah sunyi senyap,

barulah A melaksanakan kehendaknya membunuh B.

Telah diutarakan, syarat terpenting di dalam voorbdachte rode adalah
cara opzet terbentuk, yang harus dilakukan dalam keadaan tenang. Sebab,

walaupun seseorang telah lebih dahulu merencanakan kehendaknya itu.

dibakar rasa amarah yan amat sanat, saat itu juga A melaksanakan

kehendaknya, dengan menikam B.

Dari contoh di atas, timbul pertanyaan, apakah perbuatan A memenuhi
syarat pasal 338 ataukah pasal 340? Namun, menurut pendapat para sarjana,
yang penting adalah kondisi pelaksanaannya, yaitu harus dilakukan dalam
keadaan tenang. Dalam kasus tadi, si A sudah merencanakan kehendaknya
terlebih dahulu. Saat merencanakannya ia tenang, tetapi pada saat
melaksanakannya ia tidak tenang atau gugup. Ketika A menikam B, ia
dalam keadaan gelisah, sehingga, justru pada saat itu terjadi pembentukan
kehendak yang baru. Jadi, bukan pelaksanaan dari kehendak yang
direncanakan semula. Dalam kasus ini, A harus dipersalahkan atas

pembunuhan biasa, sebagaimana dirumuskan di dalam Pasal 338 dan bukan
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dipersalahkan terhadap pembunuhan yang direncanakan (moord),
sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 340.

Sementara itu, Doodslag (Pasal 338) memberi ancaman pidana paling
tinggi 15 tahun. Padahal moord (Pasal 340) mengancam dengan pidana mati
atau penjara seumur hidup atau penjara paling tinggi 20 tahun. Dalam delik

ini, unsur-unsur yang sama dengan Doodslag ditambah dengan unsur

voorbedachte rode.

Pasal 340 itu, semua unsur yang disebut dalam Pasal 338 diulangi kembali
dan ditambah dengan unsur met voorbedachte rade. Oleh sebab itu, hal
tersebut harus dianggap een zelfstanding misdriff di samping Doodslag.
Sementara para sarjana ini mengatakan Moord merupakan stafverswarende
omstandigheid, oleh undang-undang hanya akan disebut unsur yang
memberatkan hukuman, yang menurut Pasal 339 KUHP disebut kejahatan
(kualifikasi). Lalu, apakah Moord harus dianggap sebagai kejahatan
pembunuhan yang memperberat ancaman hukumannya? Ataukah harus
dianggap sebagai kejahatan yang berdiri sendiri, karena yang penting

manfaatnya ini apabila dihubungkan dengan deelming atau penyertaan.

Contoh: A dan B secara bersama-sama melakukan pembunuhan

terhadap C. Dalam pembunuhan‘ini,’ A'yang merencanakannya, sedangkan
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B tidak ikut merencanakan, ia hanya diajak. Dalam contoh ini, apabila
kejahatan moord harus dianggap sebagai kejahatan pembunuhan yang
memperberat ancaman hukumannya, yang dipersalahkan menurut pasal 340
adalah A sendiri. Sementara terhadap B dipersalahkan karena kejahatan
pembunuhan biasa, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 338 KUHP.
Namun, keduanya harus dipersalahkan berdasarkan pasal 340 KUHP,

apabila kejahatan yang direncanakan (moord) dianggap sebagai kejahatan

elakukan beberapa

an. Dalam kasus ini

memang 8 _ ¥ kan di%l ada teeri hukuman.
% L |kelor1§<an dalam beberapa jenis,
hal ini dapat diperiigirsebagai beriku, |

1. Hukuméhedi t da alianzhiKumarnsyang satu dengan yang lain

a.  Hukuman pok, yatu ukuman yang diterapkan secara
definitif, artinya hakim hanya menerapkan sesuai dengan apa

yang telah ditentukan oleh nash.**

b.  Hukuman pengganti, yaitu hukuman yang diterapkan sebagai
pengganti, karena hukuman pokok tidak dapat diterapkan
dengan alasan yang sah, seperti gishas diganti dengan diyat, dan

diyat diganti dengan dimaafkan.

213 Zuhair Laini,"Kejahatan terhadap Jiwa Manusia"....., him. 146.

2% Hudud adalah jami' dari hadd, yang artinya semulanya adalah batas, pada
perkembangannya hudud diartikan sebagai hukuman yang telah ditentukan dengan pasti oleh nas
(al-Qur’an dan as-Sunnah). Yang termasuk dalam jarimah hudud adalah, zina, gazf, sariggah,
syrub al-khamr, baghyu, hirabah, dan riddah. Lihat A. Djazuli, Figh Jinayat...., him. 24. Lihat
pula Marsum, Figh Jinayah: Hukum Pidana Islam,‘(Yogyakarta: Fakultas Hukum UlI, 1988). him.
126.
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c.  Hukuman tambahan, yaitu suatu hukuman yang menyertai
hukuman pokok tanpa adanya keputusan hakim tersendiri
misalnya bagi pelaku gazf hak persaksian hilang dan bagi

pembunuh hak pewarisan hilang.

d.  Hukuman pelengkap, yaitu tambahan hukuman pokok melalui
keputusan hakim tersendiri, misalnya pencuri selain dipotong

tangan juga diberistampahan _dengan dikalungkannya tangan di

emutuskan perkara

gtentuan pidana yang
inya tidak ada batas

gFa bagi pezina penuduh

b. rnatif untuk dipilih.

Hukuman dari segi objeknya, hal ini dapat dibagi menjadi tiga
kelompok.

a.  hukuman jasmani, seperti potong tangan, rajam, jilid,

b.  hukuman yang berkenaan dengan psikologis, ancaman dan

teguran,

c.  hukuman benda, ganti rugi, diyat dan penyitaan harta.?*’

215 1hid
218 |hid., him. 186
27 1bid.
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Adapun tindak pidana yang dilakukan berulang-ulang oleh seseorang
sebelum putusan pengadilan, maka pelaku dapat dikenakan sanksi dengan
dijerat beberapa pasal atau hukuman sistem gabungan. Yakni, serangkaian
sanksi yang diterapkan kepada seseorang apabila ia telah nyata melakukan
jarimah secara berulang-ulang dan antara perbuatan jarimah yang satu
dengan lainnya belum mendapatkan putusan terakhir.*®

Gabungan hukuman _bagifpel jarimah pada intinya dapat dibagi ke

dalam duasifat: £

2. Gabungan nyata (cncu us realis), yaitu seseorang melakukan
perbuatan jarimah ganda secara jelas, baik berkenaan dengan jarimah
sejenis atau berbeda.

Misal A melakukan penganiayaan terhadap B, sebelum dijatuhi
hukuman juga melakukan pembunuhan terhadap C, (contoh jarimah
ganda berbeda). Adapun jarimah ganda sejenis adalah A mencuri,

sebelum dihukum dia melakukan pencurian lagi.?*

218 Abd al-Qadir Awdah, at-Tasyri al-Jina’i ...., Juz I, him. 267.
29 Ahmad Ali al-Jurjawi, Hikmah'‘al-Tasyri* wa Falsafatuhu, Juz II, (Kairo: al-
Maktabahal-Halabi, t.t.), him. 307.
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Adapun yang menjadi pertimbangan fugaha tentang eksistensi
gabungan hukuman adalah berdasar atas dua teori:

1.  Teori saling memasuki atau melengkapi

Dalam teori ini dimaksudkan bahwa pelaku jarimah dikenakan

satu hukuman, walaupun melakukan tindak kejahatan ganda, karena

perbuatan yang satu dengan yang lainnya dianggap saling melengkapi

b.  Bila jarimah yang dilakukan oleh seseorang secara berulang-
ulang dan terdiri dari bermacam-macam jarimah, maka
pelakunya dapat dijatuhi satu kepentingan bersama dan untuk

mewujudkan tujuan yang sama.

Contoh: seseorang makan daging babi, kemudian minum khamr

serta makan bangkai.

220 Ahmad Hanafi, Asas-asas Hukum Pidana’Islam, (Jakarta: Bulan Bintang, 1969), him.
168.
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2. Teori Penyerapan

Maksud dari teori penyerapan adalah penjatuhan hukuman
dengan menghilangkan hukuman yang lain karena telah diserap oleh

hukuman yang lebih berat.

Contoh: penjatuhan hukuman mati, otomatis hukuman yang lain

dianggap tidak ada, karena tlah diserap oleh hukuman mati.

Teori penyerapan dipegang oleh Imam Abu Hanifah, Imam Malik dan

ﬁ%aﬁ' me
' haru%tuhk n. Adapun teknis
ahulukan I hak¥manusia yang bukan

lukan, kemudian

ak, beliau berpendapat

agi pencuri, jilid bagi

masih dianggap aktual 3 ang’ pelaksanaan hukuman (lebih-lebih
hukuman mati). Bila kasus yang dibicarakan adalah hukuman mati, dalam
Islam penerapan hukuman tersebut mempunyai hikmah yang besar, yakni
jika pelaku hukuman tidak dikenai hukuman mati maka akan membawa

kobaran api bagi keluarga.?*

Sekalipun dalam Islam mengakui jarimah gishas diyat, tetapi tidak
sekaku yang dibayangkan. Islam justru dalam menerapkan hukuman sangat
memperhatikan kepentingan individu dan masyarakat. Ditegakkannya
hukuman dalam Islam pada prinsipnya demi kemaslahatan manusia.

Kewajiban-kewajiban  dalam  syari’ah  menyangkut  perlindungan

22 Maslahah artinya apa yang menyangkut kepentingan manusia seperti Perolehan rizki,
pemenuhan hak, dengan kata lain dapat diartikan“sebagai perlindungan kepentingan. Lihat asy-
Syatibi, al-Muwafaqat, Juz I, (Mesir: Dar al-Bab al-Halabi, t.t.), him. 25.
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kemaslahatan manusia.??? Perlindungan terhadap kepentingan manusia yang
paling pokok adalah dalam kategori maslahah daruri yang terdiri dari lima
bidang yaitu ad-din (agama), nafs (jiwa), nasl (keturunan), mal (harta), dan
aqgl (akal).?”® Kelima unsur tersebut perlu adanya perlindungan, seperti

ibadah untuk melindungi agama, ibadah, shalat, zakat, haji untuk

melindungi jiwa dan harta. Demikian juga masalah uqubah untuk

Hukum pidana Indonesia yang terasa dan intinya tercantum di dalam
Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) berasal dari Belanda. KUHP
atau (Wetboek van Strafrecht) WvS Indonesia yang disusun pada tahun
1915 dan mulai berlaku pada 1 Januari 1918 (yang tidak diubah dan
ditambah) adalah tiruan dari WvS Belanda yang berlaku sejak tahun 1886.
Kemudian, dalam perjalanan sejarah, kedua KUHP yang semula hampir
sama itu lambat laun menjadi berbeda jauh, ibarat yang itu bergerak ke

kanan, yang lain bergerak ke kiri. Secara umum, ketentuan di dalam KUHP

222 M. Khalid Mas'ud, Filsafat Hukum Islam, (Bandung: Pustaka, 1996), him. 245.
22 Murtandho Muthohhari, Keadilan{lahi:*Asas dan Pandangan Dunia Islam, cet. 2
(Bandung: Mizan, 1992), him. 53.
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Indonesia terutama ancaman pidananya makin hari makin berat, sedangkan

KUHP Belanda semakin hari semakin lunak.??*

Di samping ancaman pidana yang semakin lunak, beberapa rumusan
delik atau tindak pidana juga diperlunak di Belanda. Misalnya, ketentuan
tentang delik kesusilaan. Jika dahulu sama dengan KUHP Indonesia yang

ada unsur dilakukan di muka umum, sekarang diperlunak dengan

}_menjadi lalu-lintas umum®. Di

menimbulkan matinya orang lain.” Adapun Pasal 338 KUHP yang mengatur
tentang jenis kejahatan pembunuhan dengan sengaja (doodslag) berbunyi:
“Barangsiapa yang dengan sengaja menimbulkan matinya orang lain
(merampas jiwanya orang lain) dipidana oleh karena bersalah melakukan
pembunuhan dengan penjara paling tinggi 15 (lima belas) tahun”.

Adapun unsur delik doodslag, sebagaimana terdapat dalam Pasal 338
KUHP itu adalah: Menimbulkan matinya orang lain (merampas jiwa orang
lain) dan dengan sengaja. Lebih jauh, disebut dalam pasal 338 KUHP bahwa
Delik Doodslag sebagaimana dirumuskan di dalam Pasal 338 KUHP

224 Andi Hamzah, "Kejahatan Terhadap Nyawa dan Harta Perspektif Hukum Pidana Islam
dan Barat", dalam Jaenal Aripin dan M. Arskal Salim GP (ed.), Pidana Islam di Indonesia:
Peluang, Prospek, dan Tantangan, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2001), him. 165.

225 H

Ibid.
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bersifat Materieel Delict. Oleh karena itu, di sini tidak dirumuskan
perbuatan yang dilarang, melainkan hanya akibatnya yang dirumuskan

secara tegas".

Karena tidak dirumuskan secara tegas, perbuatan itu mengandung arti:
“Setiap perbuatan apa pun yang dapat mengakibatkan matinya orang lain
(seperti: mencekik, menikam, menembak, meracuni, memukul, mendorong

ke dalam jurang, sungai,_la ebagainya), asal saja perbuatan itu

dilakukan dengan sengaja, adalah pembunuhan, menurut Pasal 338

KUHP”.226

sekaligus, i Oleh sebab itu, jika
terjadi Per bunugdeng si korban berhak
menuntut ilaksa%annya Nuk berikan maaf dengan

Muhammad Abduh menjlsk aha maaf datangnya dari wali, yaitu
orang-orang Yyang berhak menuntut gishas. Sesuai dengan penafsiran
tersebut, Imam Syafi'i berpendapat bahwa apabila seseorang telah mati
terbunuh, wali terbunuh melakukan pilihan, apakah ia menghendaki
menerima ganti rugi dengan memberikan maaf atau menghendaki
memaafkannya tanpa ganti rugi.?® Kekuasaan wali yang mempunyai

wewenang di atas berdasarkan firman Allah surah al-Isra’ ayat 33:

226 7ubair Laini. "Kejahatan terhadap Jiwa Manusia”...., him. 145.
227 Marsum, Jinayabh...., him. 126.
? Ipid., him. 127.
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E =4 =4
P N 273 N IRANT AT, AP
b).,a..augm.’/j M‘édﬁwl"‘bl' ;ﬁ.:.bgu»

Dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah
(membunuhnya), melainkan dengan suatu (alasan) yang benar.??®
Dan barangsiapa dibunuh secara zalim, maka sesungguhnya Kami
telah memberi kekuasaan®® kepada ahli warisnya, tetapi janganlah
ahli waris itu mel
adalah orang.yang

mempersiapkan atau mempermudah pelaksanaan kejahatannya. Lainnya,
dapat pula apabila si pembunuh tertangkap tangan sehingga dengan
demikian ia sendiri atau teman tidak akan dipidana atau agar dapat tetap
memiliki barang yang diperoleh dengan tindak pidana tadi, ia dapat dipidana

dengan penjara seumur hidup atau penjara 20 (dua puluh) tahun.

Perlu diketahui apa yang dimaksudkan dengan unsur “tertangkap

tangan” yang justru supaya si pelaku sendiri atau para peserta lain terhindari

2 Maksudnya yang dibenarkan oleh syara' seperti gishash membunuh orang murtad,
rajam dan sebagainya.

20 Maksudnya: kekuasaan di sini ialah hal ahli waris yang terbunuh atau penguasa untuk
menuntut gisas atau menerima diat.

21 Q.S. al-Isra” (17): 33.

22 Ahmad Warson Munawwir, Kamus al-Munawwir: Arab-Indonesia, (Yogyakarta:
Pustaka Progresif, 1984), him. 1027.

2% As-Sayyid Sabig, Figih as-Sunnah, Juz 11, him. 551.
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dari hukuman (tertangkap tangan) dalam bahasa Belanda disebut bij
betrapping op heterdaad. Hukum Acara Pidana yang mirip dengan
bangunan hukum betrapping op heterdaad adalah yang disebut dengan
ontdekkin op heierdaad. Ontdekkin op heierdaad antara lain diterjemahkan
dengan "tertangkap tangan atau tertangkap basah". Panitia Istilah Hukum
menerjemahkannya dengan "tepergok”. Menurut H.I.P., betrapping op

ontdekkin op heterdaad.

heterdaad lebih sempit daripada

Bila ditinja { lebih jauh rumusan Pasal 339 KUHP, kejahatan di sini

doodslag _ 2 doodslag memiliki
sejumlah al ini @ah tefjerumus, jika tidak
mengetahuijterlebih dafuld’ menjad unsur pokok, yakni kejahatan

Jadi, ada dula tindak, bunuhan® dan yang bukan
pembunuhan. Hal ini suda daatdisipulkan bahwa "tindak pidana yang
lain" (yang didahului, disertai atau diikuti oleh pembunuhan itu) yang tidak
perlu merupakan perbuatan kejahatan (misdrij), tetapi hanya pelanggaran
(overtrading). Namun, kedua tindak pidana tersebut harus mempunyai

hubungan sebab-akibat, tidak berdiri sendiri-sendiri.

Jadi, di antara kedua tindak pidana itu, harus mempunyai hubungan
sebab-akibat karena justru pembunuhan dilakukan dengan maksud tertentu.

Yaitu, jika pembunuhan itu:

a.  Diikuti (gevolg) oleh tindak pidana lain, yang dimaksudkan untuk
mempersiapkan tindak pidana yang lain.

b.  Disertai (vergezled) oleh tindak pidana yang lain, yang dimaksudkan

untuk mempermudah terlaksananya pidana lain.
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c.  Didahului (vorafgegaan) oleh tindak pidana lain. Tindak pidana itu
terjadi ketika pelaku atau pelaku peserta tertangkap tangan
(terpergok). Pembunuhan tersebut bertujuan menghindarkan si pelaku
atau peserta lain dari hukuman, atau untuk menjamin agar barang-
barang yang diperolen dengan tindak pidana dengan cara

pemilikannya melawan hak.?**

= yang fidlak me genal pembunuhan

yang dipiki | (met = _be&ten rude atau premeditated

mengenal satu jenis, yakn peunuhn yang disengaja (dengan ancaman
gishas). Tidak perlu sama dengan bangsa-bangsa Eropa yang mengenal dua

jenis pembunuhan yang disengaja, yaitu doodslug dan moord di Belanda.?*®

Semua pembunuhan yang dilakukan dengan tenang, yang biasa
disebut pembunuhan yang dilakukan dengan darah dingin adalah
pembunuhan dengan dipikir lebih dahulu. Jadi, ini bukan pembunuhan

biasa. Tidak perlu ada rencana sama sekali.

Sebagaimana telah dikemukakan di muka, pembunuhan disebut dalam

al-Qur’an pada surah an-Nisa', ayat 92-93. Ayat 92 mengenai pembunuhan

234 Zubair Laini, "Kejahatan terhadap Jiwa Manusia”......, him. 146.

2% Andi Hamzah. Kejahatan Terhadap Nyawa "..., him. 165. Zubair Laini, "Kejahatan
terhadap Jiwa Manusia" ..., him. 146. dalam‘Jaenal Aripin dan M. Arskal Salim GP (ed.), Pidana
Islam di Indonesia: Peluang, Prospek, dan Tantangan, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2001), him. 166.
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karena kelalaian sejajar dengan Pasal 359 KUHP. Ayat 93 mengenai
pembunuhan dengan sengaja, yang sejajar dengan Pasal 338 KUHP,
terjemahannya adalah "dan barangsiapa membunuh seorang mukmin dengan
sengaja, maka balasannya ialah jahanam, kekal ia di dalamnya dan Allah
murka kepadanya dan mengutuknya serta menyediakan adzab yang bestir

baginya".

Jenis pembunuhan_dalam™ K diri atas beberapa variasi. Pasal

stiﬁ guasaaéarang ang diperolehnya

mengenai  pembunuhan as ermintan sendiri yang diancam dengan
pidana yang lebih ringan, yaitu maksimum 12 (dua belas) tahun penjara
(pembunuhan biasa, Pasal 338 KUHP maksimum 15 [lima belas] tahun

penjara).

Pasal 345 KUHP mengenai orang yang mendorong orang lain
membunuh diri. Pasal itu dapat diterapkan kepada orang yang melakukan
euthanasia. Pasal 346 KUHP tentang pengguguran kandungan. Begitu pula
Pasal 347 KUHP mengenai orang yang menggugurkan kandungan serta
perempuan tanpa persetujuannya. Sementara Pasal 348 KUHP mengatur hal

yang sama, tetapi dengan persetujuan perempuan tersebut.

Masyarakat Indonesia pada umumnya, ketika berbicara tentang delik

gishas, terkesan mengerikan, seram, dan ‘menakutkan. Jika Islam dipahami
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secara tekstual, sama saja dengan konsepsi primitif.?*® Tentang hal ini
Joseph Schacht mengatakan:

Hukum pidana Islam merupakan perpaduan dua unsur secara
berdampingan tanpa menjadikan satu kesatuan ilmu yang universal.
Unsur utama adalah ide-ide Arab kuno, seperti konsepsi balas
dendam, klasifikasi kejahatan serta penerapan hukuman ala primitif,
sehingga terasa sebagai sebuah dogma yang menakutkan, kejam dan
kolot. Unsur pertama dImOdIfIkaSI dengan ajaran-ajaran Qur ‘ani,

78-179 harus dipahami
sengaja. Oleh karenanya,

mengenai qishas bersifat umum. Sementara ketentuan hukum yang
terkandung dalam surah an-Nisa' ayat 92 mengenai pembunuhan karena
kesalahan merupakan pengecualian dari pembunuhan sengaja sebagaimana
dalam surah al-Bagarah ayat 178. Dengan demikian, kandungan hukum
dalam ayat tersebut masih mutlag belum mugayyad dan belum bersifat

mubayyan, yakni pembunuhan sengaja.”*°

2% David de Santilana, Law and Society, (London: Oxford University Press, 1952), him.
303; Anwar Harjono, Hukum Islam: Keluasan dan Keadilannya, (Jakarta: Bulan Bintang, 1968),
him. 151.

27 Joseph Schacht, "The Law" dalam G. von Grunebaum (ed.), Unity and Variety in
Muslim Civilixation, (Chicago: Chicago of University Press, 1955), him. 67.

2% Joseph Schacht, An Introduction to Islamic Law, (London: Oxford University Press,
1965), him. 289.

2% Haliman, Hukum Pidana Islam......., him. 201.
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Selain pembunuh dihukum qishas sebagai hukuman pokok atau
dihukum membayar diyat sebagai hukuman pengganti, pelaku juga dibebani
hukuman tambahan, yaitu Pertama, pencabutan hak mewarisi. Ketentuan ini

berdasarkan sabda Nabi Saw.

h.240

Tidak ada warisan bagi pembunu

berpendapat bahwa hak itu menjadi gugur meskipun mendapat persetujuan
ahli waris. Sebagian ulama Syafi'iyyah berpendapat bahwa hak menerima
wasiat tidak gugur bagaimanapun bentuk pembunuhan itu dan tanpa

tergantung ahli waris.?**

Ketiga, membayar kafarat, yaitu sebagai pertanda bahwa ia telah
bertaubat kepada Allah Swt. Kewajiban ini didasarkan pada firman Allah
Swt. Surah an-Nisa' (92).

20 Abu Abdullah Muhammad Yazid Ibnu ar-Rabi al-Qazwini, Sunan Ibnu Majah, Hadis
No. 2626, Jilid I1.
241 1bid.
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Ffimaan taubat dari pada Allah. Dan

adalah Allah Maha mengetahw lagi Maha Bijaksana.?*°

Dengan demikian, kafarat membebaskan seorang hamba mukmin
(merupakan hukuman pokok). Kalau tidak bisa memperolehnya, ia
diwajibkan berpuasa dua bulan berturut-turut. Dalam hal ini, para ulama
telah sepakat bahwa wajib kafarat dibebankan kepada pembunuhan tidak

sengaja, sedangkan pada pembunuhan sengaja terdapat perselisihan. Imam

242 Seperti menembak burung terkena seorang mukmin.

23 Diyat ialah pembayaran sejumlah harta karena sesuatu tindak pidana terhadap sesuatu
jiwa atau anggota badan.

244 Bersedekah di sini maksudnya membebaskan si pembunuh dari pembayaran diyat.

2% Maksudnya: tidak mempunyai hamba; tidak memperoleh hamba sahaya yang beriman
atau tidak mampu membelinya untuk dimerdekakan. menurut sebagian ahli tafsir, puasa dua bulan
berturut-turut adalah sebagai ganti dari pembayaran’diat‘dan memerdekakan hamba sahaya.

8 (.S. an-Nisa’ (4): 92.
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Syafi'i misalnya mewajibkannya, sedangkan Imam Abu Hanifah tidak

mewajibkannya dan Imam Malik hanya mensunnahkannya.**’

As-Sayid Sabig mengomentari ayat-ayat al-Qur’an yang berkaitan

dengan hukum gishas-diyat mengandung beberapa pengertian:

1.  Hukum qishas merupakan bentuk koreksi hukum jahiliyah yang

diskriminatif.

a'la) mengatakan bahwa hukum“§ishas dalam al-Qur’an merupakan hukum
yang tertinggi, sehingga hakim dalam kasus tertentu dapat menentukan
hukum yang lebih rendah atas persetujuan si korban atau walinya.?*® Hukum
diyat (ganti rugi), ta’zir berupa penjara atau bahkan pembebasan (maaf)
merupakan hal yang sangat mungkin diterapkan dalam masalah
pembunuhan. Kuncinya, sanksi diterapkan secara kondisional. Apa jenis
pembunuhannya, siapa pelakunya, kenapa terjadi pembunuhan, hal ini
menjadi pertimbangan hakim dalam menjatuhkan keputusan. Dalam kisah
zunis'ah (orang terikat) diceritakan:

247 Ahmad Hanafi, Asas-asas Hukum....., him. 296-297.

248 As-Sayid Sibiqg, Figh as-Sunnah, Juz 11, him. 433-434.

2% Muhammad Syahrur, Al-Kitab'wa al-Qur"an? Qira’ah Mu asirah, (Damaskus:al-Ahali
li-attiba’ah wa an-Nasy wa at-Tawzi, 1990), him. 458.
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Pada masa Nabi ada seorang laki-laki terbunuh. Hal ini dilaporkan

kepada Nabi. Beliau penyerahkan pembunuh kepada wali si
terbunuh e /ahai

diterapkan di dunia modern, haa aplikasinya tidak harus dilihat dari segi
dan bentuk semata. Namun bagaimana substansi hukum gishas dapat
menjadi rumusan hukum yang mampu menyerap semangat keadilan

sehingga dapat diterima oleh semua golongan dalam masyarakat.?*

Mengenai delik gishas-diyat, pada tataran ini kebijakan RUU tentang
KUHP 2016 sesungguhnya dapat dinilai sebagai cermin kurangnya
perhatian hukum pidana Indonesia mendatang terhadap korban kejahatan,
khususnya yang bersifat langsung dan individual. Hal ini karena konsep
RUU KUHP 2016 hanya memosisikan kedua jenis pidana tersebut dalam

kedudukan yang implementasinya cenderung bersifat sangat fakultatif.

%0 1. R. Abu Dawud, nomor hadis 3900, dan H. R. at-Tirmiz'i, Kitab ad-Diyat, nomor
hadis 1327.

1 Jimly ash-Shiddieqy, Pembahartan Hukum Pidana Indonesia, (Bandung: Angkasa,
1985), him. 195.
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Artinya, jatuh tidaknya kedua pidana tersebut tergantung penuh kepada
perlu tidaknya menurut pertimbangan-pertimbangan hakim sebagai pemilik
hak atau kewenangan dari putusan pemidanaan. Dalam hal ini bukan

menurut pertimbangan korban kejahatan, betapapun sangat menginginkan.

Menurut Islam, kedua jenis pidana yang dikenal dengan pidana gishas

dan pidana diyat di atas dikonsepkan sebagai pidana pokok yang

persoalan hukum. Artinya,

] pilah di Jazirah Arab akan
berpeluang mendominasi putusn hkum. Suku yang lemah akan selalu
tertindas oleh suku yang kuat dan ketika diterapkan hukum gishas tidak ada
keseimbangan hukum antara pembuat kesalahan dan hukuman yang harus

diterima.

Ada kisah yang dikutip oleh Abd Qadir Awdah sebagai berikut. Salah
seorang kabilah Gani membunuh Syas ibn Zuhair, maka datanglah Zuhair
ayah Syas untuk meminta balasan terhadap suku Gani. Mereka bertanya,
"Apa maksud dan kehendakmu atas kematian anakmu Syas". la menjawab,
"Saya akan menuntut tiga hal atas kematian anakku". Yakni, Pertama,

hidupkan kembali anakku Syas, Kedua, isi surbanku dengan bintang-bintang
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yang kau ambil dari langit dan Ketiga, serahkan semua suku Gani dan akan
saya bunuh sebagai balasan atas kematian anakku Syas.?*

Tuntutan ini akan semakin rawan jika yang menjadi korban adalah
suku terhormat atau kepala suku. Di sisi lain, orang-orang Arab di waktu itu
mempunyai tradisi balas dendam, bahkan terhadap peritiwa yang telah

silam.”* Kalau ada keluarga yang terbunuh, maka yang dibalas adalah

Islam datang dengan legitimasi hukum gishas, dengan prinsip penegakan

dikehendaki sebagai 5030k’ yafig victim oriented (memperhatikan
secara proporsional terhadap korban kejahatan), maka konsep Islam di atas
patut dipertimbangkan sebagai bahan untuk diakomodasikan dalam
penyusunan RUU KUHP. Hal ini karena prespektif viktimologis dewasa ini
sudah menjadi kecenderungan internasional yang ikut mewarnai konsep-
konsep hukum pidana modern, sehingga pembaharuan KUHP idealnya juga
harus beradaptasi dengan kecenderungan hukum internasional. Sekali lagi,
alasan adaptif merupakan salah satu background diadakannya pembaharuan

KUHP Indonesia.

%2 Abd Qadir Awdah, at-Tasyri’ al-Jina'i...., Juz I, him. 271. A. Hanafi, Asas-asas...,
him. 87-89.
23 Abdurrahman A. Doi, Tindak Pidana dalam Syari’ah Islam, alih bahasa wadi Masturi
dan Basri Iba Asghari, (Jakarta: Metro Putra, 1992), him. 24.
%4 M. Abu Zahrah, Usul al-Figh, (Kairo: Matba’ah Muhaimar,1957), him. 351-352;
Subhi Mazlpsmasani, Falsafah at-Tasyri’ fi- al-Islam, (Mesir: Dar al-Qalam, 1945), him. 200.
Op. Cit.
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Konsep  Islam  berikutnya tentang pidana yang  patut
diimplementasikan dalam pembaharuan KUHP mendatang ialah yang
berkait dengan pandangan mengenai masalah falsafah dan tujuan
pemidanaan. Konsep ini memiliki keterkaitan erat dengan pemikiran tentang

pedoman pemidanaan sebagai imbas atau penjabaran gagasan.

Dalam masalah ini, pandangan RUU tampaknya terlalu berorientasi

antara lain’ adla ' emidanaan. Apabila

memasyarakatka i si tespidana seh@a menjadi orang yang baik

dan berguTujua : isa N embeb kan rasa bersalahnya

Begitu pula Kebi| mengef i gpee jman pemidanaan, baik yang
bersifat umum maupun unt papa tiap-tiap jenis sanksi pidana beserta
konsep-konsep pasal tentang individualisasi pidana.?®” Semuanya itu secara
sempurna sangat mengesankan bangunan hukum pidana Indonesia
mendatang yang sesuai dengan teori reference effect dan rehabilitation
offeder. Dengan teori tersebut sejalan dengan ajaran Islam yang
menghendaki suatu pemidanaan yang dapat memancarkan efek utilitas
secara seimbang baik terhadap pelaku kejahatan, korban kejahatan
(individual) maupun masyarakat luas. Ajaran yang dimaksud adalah

2% pasal 50 ayat (1) dan ayat (2) RUU KUHP Rancangan Tahun 1999 sampai dengan
2000 tentang Tujuan Pemidanaan.

%7 pasal 51 sampai dengan 53 tentang Pedoman Pemidanaan secara umum. Perhatikan
pula ketentuan Pasal 64 sampai dengan 93 tentang Pedoman Penerapan untuk tiap-tiap jenis sanksi
pidana.



526

sebagaimana tercermin dalam konsep tentang fungsi pemidanaan, baik yang

bersifat jawabir dan zawajir.2*®

RUU KUHP 2016 sudah berupaya memerinci tentang tindak pidana
yang terkait dengan delik pembunuhan dan pelukaan yang dalam Islam

dihukum gishas atau diyat bahkan dapat dimaafkan.

BAB XXIlI

(1)

(2) Jika tindak pidana sbagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan
terhadap ibu, bapak, istri, suami, atau anaknya, maka pidananya dapat

ditambah dengan 1/3 (satu per tiga).

(3) Pembunuhan yang diikuti, disertai, atau didahului oleh suatu tindak
pidana yang dilakukan dengan maksud untuk mempersiapkan atau
mempermudah pelaksanaannya, atau untuk melepaskan diri sendiri
atau peserta lainnya dari pidana dalam hal tertangkap tangan, atau
untuk memastikan penguasaan barang yang diperolehnya secara

melawan hukum, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau

8 Keterangan lebih mendalam tentang falsafah dan tujuan pemidanaan Islam di atas
antara lain dapat dilihat dalam tulisan Ibrahim Hussein, "Jenis-jenis Hukuman dalam Hukum
Pidana Islam: Reinterpretasi terhadap Pelaksanaan Aturan”, Artikel sumbangan dalam buku
Wacana Baru Figih Sosial, yang diterbitkan’dalam rangka memperingati 70 tahun KH. Ali Yafie,
(Bandung: Mizan, 1997), him. 100.
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pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua
puluh) tahun.

Pasal 573

Setiap orang yang dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang

atau dipidana pe

(lima) tahun d

1)

(@)

(1)

Orang lain yang elakukan perbuatan sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) dipandang sebagai melakukan pembunuhan.

BAB XXIII
TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN
Pasal 582

Setiap orang yang melakukan penganiayaan, dipidana dengan pidana
penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun
atau dipidana denda paling sedikit kategori Il dan paling banyak
kategori IV.
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(2) Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
mengakibatkan luka berat, maka pembuat tindak pidana dipidana
dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 9

(sembilan) tahun.

(3) Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

mengakibatkan matinya orang, maka pembuat tindak pidana dipidana

(4)

doktrin magasid altsya i n je a tujuan akhir dari hukum
adalah kemaslahatan ata keb n an kesejahteraan umat manusia.”*®
Hukuman mati yang termuat dalam hukum Nasional yang bersifat
eksepsional merupakan bentuk dan wujud dari tujuan hukuman, yakni di
samping bersifat jawibir sebagai pembalasan bagi orang yang melanggar
undang-undang, juga bersifat zawawajir yakni mencegah kepada terpidana
untuk jera dan tidak mengulangi perbuatan pidananya, juga memberi
pendidikan kepada orang lain agar tidak melakukan kejahatan serupa.

Di dalam KUHP maupun draff RUU KUHP 2016 belum disinggung
tentang hukuman ganti rugi yang dibebankan kepada pelaku tindak
pembunuhan karena kealpaan. Termasuk aturan ganti rugi yang dibebankan

kepada keluarga sekiranya si pelaku tidak mampu membayar ganti. Konsep

2 Muhammad Khalid Mas'ud, Filsafat'Hukum Islam dan Perubahan Sosial, terj. Yudian
W. Asmin, (Surabaya: Al-lkhlas, 1995), him. 225.
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ini sangat penting dan sesuai dengan prinsip maslahah dengan pertimbangan
seseorang tidak boleh dikenakan hukuman yang melebihi dari kesalahan
terpidana. Juga pada praktiknya terjadi dalam masyarakat dengan sistem

peradilan non-formal.

Islam melibatkan agilah dalam menanggung beban diyat, bertujuan

untuk ikut berbela sungkawa terhadap pelaku pembunuhan, untuk

menolong /¢ . #Pa % mayoritas ulama fikih
berpendape E@q idak bertanggungjawab atas diyat pembunuhan

segi orang huluk@teraba yang dekat daripada
yang jauh (i " ' ) S

asabah tidak diwajibKal atashya jul ) ahvte ntu dari diyat. Dalam hal ini,
hakim berijtihad berapakyaaru ditentukan kepada setiap orang di
antara mereka dengan syarat tidak memberatkannya. Hakim mulai terlebih
dahulu dari keluarga terdekat kemudian dekat lainnya. Imam Syafi'i
berpendapat bahwa orang yang kaya membayar satu dinar dan orang yang
miskin membayar setengah dinar dan ditertibkan sesuai dengan tingkatan
kekerabatan. Bilamana pembunuh tidak mempunyai asabah nasab dan wala'

(hamba yang dimerdekakan), maka diyatnya ditanggung oleh baitul mal.?®*

Demikan pula bilamana pembunuhan adalah kebutuhan secara
ekonomis tidak mampu, begitupun agilahnya tidak mampu menanggung

beban diyat, maka baitul mal lah yang menanggung beban diyat. Selain itu,

289.

260 as-Sayyid Sabig, Figh as-Sunnah..., Juz II, him. 559.
%1 Ahmad Hanafi, Asas-asas Hukum Pidana’Islam, (Jakarta: Bulan Bintang 1993), him.
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bila seorang Muslim dalam sebuah pertempuran terbunuh karena ia diduga
kafir, maka diyat-nya ditanggung baitul mal. Dalam hal ini, Imam Syafi’i
telah meriwayatkan bahwa Rasulullah Saw. telah membayar diyat-nya al-
Yaman (anaknya Khuzaifah) yang telah dibunuh oleh orang-orang Islam
karena mereka tidak mengetahuinya. Demikian pula orang yang mati karena
berdesakkan, diyatnya dibebankan kepada baitul mal. Musyadad

meriwayatkan bahwa seorang pria mati karena berdesakkan pada hari

Jumat, kemudian Jie Ali r.a. menunaikan diyatnya yang diambil dari

baitul mal.?®?

oy,

Alasan yang dijadin asar embenaran terhadap pengecualian

tersebut, sebagai berikut. Pertama, alasan keadilan. Jika si pelaku orang
miskin, jika tidak diperkenakan adanya bantuan dari keluarga yang lain akan
kehilangan hak si korban atau walinya dari hak kebendaan, karena faktor

kemiskinan dari orang yang harus membayar diyat.

Kedua, meskipun diyat berupa hukuman, ia menjadi hak kebendaan
bagi korban atau walinya, kalau pembuat saja yang membayar. Kebanyakan
si korban atau walinya tidak dapat menerimanya karena pada umumnya
orang yang membuat kekayaannya lebih sedikit dari jumlah harta yang

harus diberikan untuk membayar diyat.

262 As-Sayyid Sabig, Figh as-Sunnah.’; Juz I1; hlm. 559.
%83 1bid.
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Ketiga, kehidupan keluarga pada dasarnya adalah tolong-menolong
dan kerja sama. Maka setiap terjadi jarimah yang semi sengaja atau tidak
sengaja diperkenankan pelaku berhubungan dengan anggota keluarga
lainnya. Karena jarimah tidak sengaja bisa terjadi sewaktu-waktu dan dapat
menimpa kepada siapa saja. Oleh karena itu, sikap tolong-menolong dalam
kasus ini sangat dijunjung tinggi oleh Islam. Keempat, pemeliharaan
terhadap jiwa sangat dijunjung_tinggi dalam Islam. Jika si pembuat tidak

dapat membayar gdiffat™ Sementara  Keludfga, lain yang mampu tidak

I@m@ama dengan menyia-nyiakan nyawa
\@@ iy, \

diperkenankan

4

si korban. %4

mudah tegjadi ti g ak atau kepentingan lain.
Selain ituj konsep=tersebut jligas nyirat@komit en kuat dari Islam
dalam menawarkan § ' yangsvictim oriented karena melalui

Transformasi tentang Delik Pembunuhan dan Pelukaan

Peraturan diyat sudah sejak lama dilakukan oleh orang-orang Arab
pada masa jahiliyah kemudian ditetapkan oleh Islam sesudahnya. Diyat
telah diterapkan oleh Rasullah Saw., untuk seorang lelaki merdeka dan
Muslim sebanyak seratus ekor unta bagi pemilik unta, dua ratus ekor sapi
bagi pemilik sapi, dua ribu ekor domba bagi pemilik domba, seribu dinar
untuk pemilik emas, dua belas ribu dirham untuk pemilik perak dan dua
ratus stel pakaian untuk pemilik pakaian. Jenis apa pun yang ditunaikan oleh

orang yang terkena diyat harus diterima oleh wali korban sekalipun mereka

%84 1hid., him. 289-291.
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bukan pemilik barang tersebut, sebab secara prinsip pelaku kejahatan telah

menunaikan kewajibannya.”®®

Di Mesir, Imam Syafi'i berpendapat bahwa untuk penduduk Syam dan
Mesir serta penduduk Irak tidaklah diambil dari mereka kecuali hanya nilai
harga unta berapapun harganya. Dari sini kemudian as-Sayyid Sabiq

mengomentari bahwa dalil yang terkuat belum pernah ditetapkan oleh

Para/ ulamaefi : sepa @a iwajibkan terhadap

kesengajaan, ‘dan dalam kondisi

yargﬂaku @n ol ang ya@ilan

‘ g dilakukan oléfiyanak ecil dan orang gila.
a, dalan@sus pembunu sen@a dimaha kehormatan orang

bib refdah daripada kehor

salah satu syarat

yang jatuh menimpa og Iin smpai mati. Demikian pula wajib
membayar diyat atas orang yang menggali lubang, lalu ada orang yang

terperosok ke dalamnya sampai mati.?®’

Di kalangan para ulama muncul beberapa pendapat mengenai kadar
dan macam diyat. Namun intinya, pendapat mereka berkisar pada masalah
intensitas sekitar berat ringannya diyat. As-Sayyid Sabig misalnya, ia
menyimpulkan bahwa diyat adakalanya berat dan adakalanya ringan.
Adapun diyat yang ringan dibebankan atas pembunuhan kesalahan dan diyat
yang berat dibebankan atas serupa kesengajaan. Sementara diyat

pembunuhan sengaja bilamana wali si korban memberi maaf. Imam Syafi'i

2% Ipid., him. 552-553.

%6 |bn Rusyd al-Qurthubi, Bidayah al-Muijtahid wa Nihayat al-Mugtashid, Juz II, (Beirut:
Dér Kutub al-‘Timiyah, 1993), hlm. 306.

%7 As-Sayyid Sabig, Figih as-Sunnah, Juz 11, him. 553.



533

dan Imam Hambali berpendapat bahwa dalam kondisi demikian, diyat wajib
diberatkan. Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa dalam kasus tersebut
tidak ada diyat, tetapi yang wajib ialah berdasarkan persetujuan kedua belah
pihak. Demikian pula Imam Syafi'i dan yang lainnya berpendapat dalam
kasus pembunuhan atau pelukaan yang terjadi di tanah haram dan pada
bulan suci juga terhadap kerabat yang masih muhrim, diyat menjadi

diberatkan. Hal ini karena syrlat menganggap agung hal-hal tersebut

diberatkan adalah sebanyak er, a, yan mana yang empat puluh di
antaranya sedang M tua.

> _=s

AL o2y Tpke el 3 L) ’Js 3 08 35 Lo

EGd /—ﬂ

(D) masdl AT 5 MW.JL; Luujfwj ojiqaj\\yulj

Dan orang yang berdosa tidak akan memikul dosa orang lain.?”® Dan
jika seseorang yang berat dosanya memanggil (orang lain) untuk
memikul dosanya itu tiadalah akan dipikulkan untuknya sedikitpun
meskipun (yang dipanggilnya itu) kaum kerabatnya. Sesungguhnya
yang dapat kamu beri peringatan hanya orang-orang yang takut
kepada azab Tuhannya (sekalipun) mereka tidak melihatNya*"* dan
mereka mendirikan sembahyang. Dan barangsiapa yang mensucikan

%% Ipid., hlm. 555.

29 |bn Rusyd al-Qurthubf, Bidayah al-Mujtahid....., him. 309.

2% Maksudnya: masing-masing orang memikul dosanya sendiri-sendiri.

21 Sehagian ahli tafsir menafsirkan bil ‘ghaib dalam ayat ini ialah ketika orang-orang itu
sendirian tanpa melihat orang lain.
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dirinya, sesungguhnya ia mensucikan diri untuk kebaikan dirinya
sendiri. Dan kepada Allahlah kembali(mu).?"2

Tentang diyat pembunuhan sengaja, baik Ibn Rusyd, as-Sayid Sabiq,
maupun Wahbah Az-Zuhaili berkomentar bahwa jumhur fugaha telah
sepakat bahwa dalam kasus tersebut diyat tidak ditanggung oleh agilah,

tetapi dibebankan pada harta pembunuhan.””

; , Imam Abu Hanifah, dan

segolong ahwa se%h diyat ditanggung oleh
agilah.gimam S& Wwa kesengajaan yamng dilakukan oleh

sengaja danktersalah : ' criandar i'kemiripannya dengan

Kata al-aqil 'i'.__“.r Dahas '},_j;- diambil dari kata al-agl yang
berarti "darah menjadi tertahan tidak sampai dialirkan". Dari pengertian
inilah menurut as-Sayid Sabiq kata al-aql diambil, karena akal fungsinya

menahan orang dari keterlibatan dalam hal-hal yang buruk.?”

Pengertian agilah menurut terminologi fikih Islam adalah sekelompok
orang yang menanggung diyat.>’® Menurut jumhur fugaha Hijaz, mereka
berasal dari pihak ayah, yaitu keluarga "asabah", bukan ahl diwan (bukan
penerimaan bantuan tetapi dari negara). Pengertian agilah di zaman Nabi
Saw. berarti kabilah dari pelaku kejahatan. Keadaan ini terus berlangsung
pada masa pemerintahan Khalifah Umar r.a. di waktu ia mengadakan

22 3.S. al-Faathir (35): 18.

23 |bn Rusyd al-Qurthubf, Bidayah al-Mujtahid....., him. 309.
274 |bid.

2> As-Sayyid Sabig, Figih as-Sunnah; Juz 11, 'him. 309.

2% |bid.
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regularisasi militer dan menetapkan dewan-dewan. la kemudian menjadikan
agilah sebagai orang-orang yang duduk di dewan, berbeda dengan dahulu

pada masa Rasulullah.?”’

Diyat yang diwajibkan kepada agilah bisa diantarkan sampai pada
masa tiga tahun. Adapun diyat yang diwajibkan pada harta si pembunuh

maka harus disegerakan menurut pendapat Imam Syafi'i. Hal ini karena

diwajibkaf ke
Mengenai huku%&kum
bahwa diyat di :

badan yang terkena jarih pasagan, sedangkan memperoleh diyat

penuh apabila anggota badan tersebut tidak berpasangan.?®

Selain yang dikenakan pada pelukaan kepala (syijaj) dan pemotongan
anggota tubuh (jurh), diyat juga dikenakan pada jarimah melenyapkan
manfaat anggota badan, yaitu akal, pendengaran, penciuman, kemampuan
berbicara, perasaan, rasa pengunyahan, kekuatan inzal, lenyapnya
kemampuan wanita untuk memiliki keturunan, lenyapnya kemampuan
untuk bersetubuh, rusaknya saluran sehingga air mani tidak sampai ke
rahim, lenyapnya daya gerak tangan sehingga lumpuh, demikian pula

lenyapnya daya berjalan. Seluruhnya masing-masing wajib satu diyat,

7 Ipid., hlm. 557.

278 |pn Rusyd al-Qurthubf, Bidayah al-Mujtahid....., him. 309.
2% |bn Rusyd al-Qurthubf, Bidayah al:Mujtahid....., him. 314.
280 Marsum, Jinayah...., him. 136-137.
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sedangkan lenyapnya daya pandang, maka pada setiap mata dikenai

setengah diyat.?

Demikian pula dalam Islam, diyat dikenakan kepada janin yang mati
dalam kandungan. Dalam hal ini, Syarbini al-Khafib berpendapat bahwa ada
tiga kemungkinan terjadinya pengguguran kandungan. Pertama, dengan

menggertak atau melakukan intimidasi. Kedua, dengan memukul atau

: %9 _ .
pembayaran “diyat sebagaimana

nge@an istilc

divat dan ia dinisbatkan

fterkena jarimah.?®

ditentukan oleh motif yang dilakukan oleh pelaku. Imam Syafi'i dalam hal
ini membaginya menjadi dua macam, yaitu diyat ringan yang dikenakan
kepada pembunuh tersalah dan diyat berat yang dikenakan kepada

pembunuh sengaja dan mirip sengaja.?®

Demikian pula terhadap
pembunuhan dan perlukaan yang dilakukan di Tanah Suci. Dalam kasus
pembunuhan sengaja bila pelaku dimaafkan, menurut jumhur fugaha, diyat

dibebankan kepada harta pembunuh, bukan ditanggung oleh keluarga.

1 Ipid., him. 137.

%82 Haliman, Hukum Pidana Islam menurut Adjaran Ahli Sunah wal Jamaah, (Jakarta:
Bulan Bintang, 1968), him. 364-365.

283 As-Sayyid Sabiq, Figh as-Sunnah..., Juz I1, him. 566.

284 Haliman, Hukum Pidana Islam../.. ., hlm. 364-365.

%8 |bn Rusyd al-Qurthubf, Bidayah al-Mujtahid....., him. 304-305.
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Adapun diyat tersalah, diyat tersebut diwajibkan kepada keluarga

terbunuh.8®

Pada diyat selain jiwa (diyat perlukaan dan diyat anggota badan),
terbagi menjadi dua macam, yaitu diyat pelukaan kepala (syijaj) dan diyat
pemotongan anggota badan (jurh). Mengenai pelukaan kepala, an-Nawawi

membaginya menjadi mudihah (luka sampai tulang), apabila sampai

sengaja, sedang
sebagai pelukaan

hukumah (arsy).?®

Berkaitan dengan pemotongan anggota badan, dibagi menjadi enam
belas macam. Adapun besamya nilai diyat yang dikenakan masing-masing
setengah diyat apabila anggota badan yang terkena jarimah berpasangan.
Anggota badan tersebut di antaranya telinga, mata, kelopak mata, hidung,
lidah, bibir, tangan, kaki, putting susu, pelir, zakar, pinggul, kemaluan

wanita, kulit, dan rahang.

Selanjutnya, dalam ketentuan pembayaran diyat selalu digunakan
pengertian dan istilah hukumah (arsy) sebagai ganti diyat, yakni ganti rugi

menurut yang ditetapkan berdasarkan pertimbangan atau ijtihad hakim.

%% |bid., him. 309.
%87 Marsum, Jinayah...., him. 136.
%88 |bn Rusyd al-Qurthubf, Bidayah al-Mujtahid....., him. 314.
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Dalam hal ini, hukumah diwajibkan dalam masalah yang pada dasarnya
tidak terdapat ketentuan kadar ganti rugi, dan hukumah (arsy) merupakan
bentuk lain dari diyat yang dinisbatkan kepada diyat jiwa, juga dinisbatkan

kepada diyat anggota badan yang terkena jarimah.?®°

Dari uraian di atas, dapat dicatat bahwa di dalam Islam, seluruh

bentuk tindak pidana yang pelakunya terkena beban kewajiban membayar

berbeda, besarnya hukuma jua harus dibedakan sesuai dengan besarnya

tindak pidana dan kerugian yang diderita korban. Mengingat konsep di atas
belum tampak dalam RUU KUHP mendatang, maka ajaran Islam tersebut
kiranya cukup signifikan dan urgen untuk diakomodasikan. Terlebih lagi
memperhatikan perkembangan ilmu viktimologi yang sangat penting
sebagai ilmu bantu dari hukum pidana guna merumuskan kebijakan hukum

yang ideal untuk penanggulangan kejahatan di masa mendatang.

28 Haliman, Hukum Pidana Islam./..//; him. '364-365.
20 Ahmad Hanafi, Asas-asas Hukum....., him. 306-307.



